
Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD | Dari Profit ke Planet: Transformasi Manajemen dalam Ekonomi Hijau 
 
 
 

1 

 

Dari Profit ke Planet: Transformasi 
Manajemen dalam Ekonomi Hijau 

Oleh 

Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD 

www.rudyct.com/cv.pdf 

IBM-ASMI (Institut Bisnis dan Multimedia) 

Artikel Akademik - 2026 

  

http://www.rudyct.com/cv.pdf


Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD | Dari Profit ke Planet: Transformasi Manajemen dalam Ekonomi Hijau 
 
 
 

2  



Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD | Dari Profit ke Planet: Transformasi Manajemen dalam Ekonomi Hijau 
 
 
 

3 

 

Abstrak 
Artikel ini membahas transformasi manajemen dari paradigma yang menempatkan profit sebagai ukuran 
dominan keberhasilan perusahaan menuju paradigma yang mengintegrasikan planet, manusia, dan profit 
sebagai satu sistem penciptaan nilai. Ekonomi hijau dipahami bukan sekadar agenda lingkungan, melainkan 
perubahan arsitektur ekonomi dan manajemen yang menuntut organisasi menginternalisasi biaya ekologis, 
meningkatkan produktivitas sumber daya, menurunkan emisi, menjaga modal alam, memperkuat keadilan 
sosial, serta membangun ketahanan jangka panjang. Dengan pendekatan naratif-konseptual, artikel 
menghubungkan natural-resource-based view, stakeholder theory, triple bottom line, Porter hypothesis, 
circular economy, ESG, climate risk, green finance, digitalisasi, dan innovation management. Pembahasan 
menekankan bahwa transformasi dari profit ke planet tidak identik dengan anti-profit; justru perusahaan 
yang mampu memahami batas ekologis, tekanan regulasi, preferensi konsumen, risiko rantai pasok, dan 
perubahan teknologi berpeluang membangun keunggulan bersaing yang lebih tahan lama. Dalam konteks 
Indonesia, ekonomi hijau relevan bagi transformasi energi, industrialisasi rendah karbon, pengelolaan hutan 
dan biodiversitas, pertanian regeneratif, mobilitas, kota, ekonomi sirkular, UMKM, dan pembiayaan 
pembangunan. Artikel diakhiri dengan kerangka transformasi manajemen, indikator kinerja, roadmap 
implementasi, implikasi bagi pendidikan manajemen, serta rekomendasi bagi perusahaan dan pembuat 
kebijakan. 

Kata Kunci 
ekonomi hijau; transformasi manajemen; sustainability; ESG; natural-resource-based view; circular 
economy; green innovation; climate risk; green finance; dekarbonisasi; Indonesia 

1. Pendahuluan: Mengapa Manajemen Harus Bergerak dari Profit ke 

Planet 
Selama lebih dari satu abad, disiplin manajemen modern berkembang bersama industrialisasi yang 
mengutamakan produktivitas, skala, efisiensi biaya, pertumbuhan penjualan, dan pengembalian modal. 
Logika tersebut sangat berhasil meningkatkan kapasitas produksi dan kemakmuran material, tetapi juga 
melahirkan konsekuensi yang semakin sulit dipisahkan dari strategi bisnis: emisi gas rumah kaca, polusi, 
degradasi tanah, kehilangan biodiversitas, tekanan air, limbah, dan ketergantungan pada sumber daya tak 
terbarukan. Karena itu, pertanyaan manajerial abad ke-21 tidak lagi sekadar bagaimana menghasilkan laba, 
melainkan bagaimana menghasilkan laba tanpa merusak basis ekologis yang memungkinkan kegiatan 
ekonomi itu sendiri berlangsung. Perubahan ini menuntut pergeseran cara berpikir dari perusahaan sebagai 
mesin ekonomi yang relatif terpisah dari alam menjadi perusahaan sebagai subsistem dari sistem sosial-
ekologis yang lebih besar. 

Ungkapan 'dari profit ke planet' tidak dimaksudkan untuk menciptakan dikotomi bahwa perusahaan harus 
memilih salah satu. Perusahaan tanpa profit tidak dapat bertahan, membayar pekerja, membiayai inovasi, 
atau berinvestasi dalam teknologi bersih. Namun perusahaan yang mengejar profit dengan mengabaikan 
planet juga menciptakan risiko yang akhirnya kembali dalam bentuk biaya energi, gangguan pasokan, 
litigasi, regulasi, pajak karbon, kerusakan reputasi, hilangnya legitimasi sosial, dan stranded assets. Dengan 
demikian, transformasi sesungguhnya adalah dari profit sebagai tujuan tunggal menuju profit sebagai salah 
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satu dimensi dari penciptaan nilai yang berkelanjutan. Planet bukan variabel eksternal, melainkan bagian 
dari fungsi produksi, sumber risiko, sumber inovasi, dan sumber keunggulan bersaing. 

UNEP menggambarkan ekonomi hijau sebagai ekonomi yang rendah karbon, efisien dalam penggunaan 
sumber daya, dan inklusif secara sosial. Definisi ini penting karena menolak reduksi ekonomi hijau menjadi 
sekadar program penanaman pohon atau penggantian energi. Ekonomi hijau menyentuh desain investasi, 
infrastruktur, sistem energi, pola konsumsi, perpajakan, teknologi, pekerjaan, kompetensi, dan 
kelembagaan. Pada tingkat perusahaan, implikasinya adalah perubahan menyeluruh dalam strategi, 
struktur organisasi, pengukuran kinerja, penganggaran modal, operasi, pengadaan, inovasi, pemasaran, 
serta hubungan dengan pemangku kepentingan. Manajemen hijau dengan demikian adalah manajemen 
transformasi sistemik. 

Bagi Indonesia, agenda ini memiliki arti khusus. Sebagai negara kepulauan dengan kekayaan biodiversitas 
tinggi, hutan tropis, lahan gambut, sumber daya mineral strategis, potensi energi terbarukan, dan populasi 
besar, Indonesia sekaligus merupakan pemilik modal alam yang besar dan negara yang menghadapi 
tekanan pembangunan. Strategi ekonomi hijau harus mampu menghindari dua ekstrem: romantisisme 
konservasi yang mengabaikan kebutuhan pembangunan dan eksploitasi sumber daya yang mengabaikan 
daya dukung ekologis. Manajemen menjadi jembatan di antara keduanya karena keputusan organisasi 
menentukan teknologi apa yang dipilih, sumber daya mana yang digunakan, standar apa yang diterapkan, 
bagaimana manfaat dibagi, dan apakah investasi hari ini memperbesar atau justru mengurangi pilihan 
generasi mendatang. 

2. Ekonomi Hijau sebagai Paradigma Pembangunan 
Dalam kerangka ekonomi hijau, persoalan utama bukan lagi apakah isu lingkungan harus diperhatikan, 
melainkan bagaimana isu tersebut ditempatkan di dalam logika inti manajemen. Secara konseptual, 
menghubungkan pertumbuhan ekonomi dengan penurunan intensitas karbon, efisiensi material, 
perlindungan ekosistem, dan inklusi sosial. Ini mengubah posisi lingkungan dari fungsi kepatuhan yang 
bekerja setelah keputusan bisnis dibuat menjadi variabel yang hadir sejak tahap perumusan strategi. Ketika 
keputusan mengenai portofolio produk, teknologi, lokasi fasilitas, pemasok, kontrak energi, desain 
kemasan, dan investasi modal memasukkan konsekuensi ekologis sejak awal, organisasi mengurangi 
kemungkinan terjebak dalam biaya koreksi yang mahal di kemudian hari. Pendekatan semacam ini juga 
menuntut manajer untuk berpikir dalam horizon lebih panjang, sebab sebagian besar manfaat lingkungan—
seperti penghematan energi kumulatif, ketahanan pasokan, reputasi, atau kualitas ekosistem—tidak selalu 
muncul dalam satu kuartal keuangan. 

Transformasi ini pada dasarnya merupakan perubahan teori nilai. Dalam paradigma konvensional, nilai 
sering dipahami sebagai selisih antara pendapatan dan biaya yang tercatat di perusahaan. Dalam ekonomi 
hijau, pertanyaan diperluas: biaya apa yang belum tercatat, siapa yang menanggungnya, dan kapan biaya 
itu muncul? Emisi, limbah, kehilangan jasa ekosistem, atau paparan risiko iklim mungkin tidak seluruhnya 
muncul sebagai biaya akuntansi saat ini, tetapi tetap merupakan kewajiban ekonomi yang potensial. Karena 
itu, manajemen yang matang mencoba menginternalisasi sebagian biaya tersebut melalui harga bayangan, 
target intensitas sumber daya, provisi risiko, standar desain, atau kriteria investasi. Tujuannya bukan 
membuat keputusan menjadi anti-bisnis, melainkan mengurangi ilusi profit yang sebenarnya dibangun 
dengan memindahkan biaya kepada masyarakat, alam, pemasok, atau masa depan. 

Pada tingkat implementasi, instrumen seperti kebijakan investasi, harga, standar, dan infrastruktur perlu 
ditempatkan dalam sebuah sistem tata kelola yang jelas. Setiap target harus memiliki baseline, pemilik 
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indikator, jadwal, anggaran, dan hubungan dengan keputusan. Banyak program keberlanjutan gagal bukan 
karena perusahaan tidak mempunyai slogan atau kebijakan, tetapi karena indikator lingkungan tidak 
memengaruhi capital expenditure, desain produk, evaluasi pemasok, atau remunerasi pimpinan. 
Transformasi yang efektif menghubungkan data dengan otoritas keputusan. Jika konsumsi energi 
meningkat, misalnya, organisasi harus mengetahui unit mana yang bertanggung jawab, penyebab teknisnya, 
pilihan investasi yang tersedia, periode pengembalian, dampak emisi, serta konsekuensi bila tidak 
bertindak. Dengan cara ini keberlanjutan menjadi proses manajemen, bukan kegiatan komunikasi. 

Dari sudut organisasi, ekonomi hijau juga memerlukan koordinasi lintas fungsi. Direktorat keuangan 
cenderung melihat arus kas dan biaya modal; operasi melihat reliabilitas dan throughput; pemasaran 
melihat nilai pelanggan; SDM melihat kompetensi; bagian keberlanjutan melihat dampak dan kepatuhan. 
Tantangannya adalah menciptakan bahasa bersama. Sebuah proyek efisiensi energi, misalnya, seharusnya 
tidak hanya dinilai sebagai proyek teknis, melainkan sebagai kombinasi penghematan biaya, pengurangan 
emisi, pengurangan eksposur harga energi, peningkatan kualitas aset, dan pembelajaran teknologi. Ketika 
manfaat disajikan secara terintegrasi, lebih mudah bagi manajemen puncak untuk membandingkannya 
dengan proyek lain dan mengalokasikan modal secara rasional. 

Dalam konteks Indonesia, Indonesia membutuhkan pertumbuhan yang sekaligus memperkuat kualitas 
lingkungan dan kesempatan kerja. Hal ini membuat pendekatan copy-paste dari negara lain tidak memadai. 
Struktur industri, bauran energi, kapasitas pemerintah daerah, karakter UMKM, geografi kepulauan, tingkat 
pendapatan konsumen, dan kualitas infrastruktur sangat beragam. Prinsip hijau harus diterjemahkan ke 
dalam urutan prioritas yang realistis: pertama mengurangi pemborosan yang jelas, kemudian memperbaiki 
proses dan teknologi, lalu membangun model bisnis serta ekosistem baru. Perusahaan besar dapat menjadi 
jangkar dengan membantu pemasok kecil meningkatkan standar, menyediakan pembiayaan, berbagi 
teknologi, dan menciptakan permintaan atas produk rendah karbon. Dengan demikian, transisi hijau dapat 
menjadi proses upgrading ekonomi, bukan sekadar tambahan biaya kepatuhan. 

Implikasi manajerial yang penting adalah kebutuhan untuk mengelola trade-off secara terbuka. Tidak semua 
proyek hijau langsung menghasilkan laba yang tinggi; tidak semua teknologi baru bebas risiko; dan tidak 
semua standar dapat diterapkan dengan kecepatan yang sama. Manajemen harus membedakan antara 
tindakan 'no-regret' yang sekaligus menghemat biaya dan menurunkan dampak, investasi strategis yang 
perlu horizon panjang, serta tindakan yang terutama dibutuhkan untuk mempertahankan lisensi sosial dan 
kepatuhan. Portofolio semacam itu menghindarkan perusahaan dari dua kesalahan: menolak semua 
agenda hijau karena dianggap mahal, atau menerima setiap proyek hijau tanpa disiplin ekonomi. Ekonomi 
hijau memerlukan idealisme tujuan dan ketelitian manajerial sekaligus. 

Pada akhirnya, keberhasilan ekonomi hijau ditentukan oleh kemampuan organisasi belajar. Teknologi, 
regulasi, harga karbon, preferensi konsumen, dan standar global berubah cepat. Perusahaan membutuhkan 
mekanisme untuk menguji solusi, mengukur hasil, menghentikan eksperimen yang tidak efektif, serta 
memperbesar inisiatif yang berhasil. Pembelajaran juga harus melampaui batas perusahaan melalui 
asosiasi industri, universitas, pemerintah, lembaga keuangan, startup, dan masyarakat. Ekonomi hijau pada 
dasarnya adalah transformasi ekosistem; keunggulan satu perusahaan akan sulit bertahan bila pemasok, 
infrastruktur publik, tenaga kerja, dan pasar tidak ikut berubah. Karena itu, kompetisi perlu dilengkapi 
kolaborasi pada area seperti standar data, teknologi dasar, daur ulang, pelatihan, dan infrastruktur 
bersama. 

Ilustrasi praktis dapat dilihat pada perusahaan manufaktur hipotetis 'Nusantara Prima'. Ketika perusahaan 
ini menerapkan prinsip ekonomi hijau, manajemen tidak memulai dengan kampanye publik, tetapi dengan 
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pemetaan aliran energi, air, material, emisi, biaya kegagalan, dan ketergantungan pemasok. Dari pemetaan 
itu ditemukan bahwa sebagian biaya produksi sebenarnya berasal dari kehilangan panas, scrap material, 
waktu mesin yang tidak optimal, transportasi kosong, dan produk yang sulit diperbaiki. Tim lintas fungsi 
kemudian memilih beberapa proyek awal yang dapat diukur, menyepakati indikator, dan memasukkannya 
ke proses budgeting. Setelah hasil awal terbukti, perusahaan memperluas pendekatan ke desain produk, 
kontrak pemasok, serta model layanan. Kasus hipotetis ini menunjukkan bahwa transformasi hijau menjadi 
kredibel ketika dimulai dari data operasional dan dibawa ke keputusan strategis, bukan ketika berhenti pada 
simbol atau slogan. 

3. Keterbatasan Paradigma Profit Maksimal 
Dalam kerangka profit maksimal jangka pendek, persoalan utama bukan lagi apakah isu lingkungan harus 
diperhatikan, melainkan bagaimana isu tersebut ditempatkan di dalam logika inti manajemen. Secara 
konseptual, mengoreksi horizon keputusan yang terlalu pendek dan kecenderungan mengeksternalisasi 
biaya lingkungan. Ini mengubah posisi lingkungan dari fungsi kepatuhan yang bekerja setelah keputusan 
bisnis dibuat menjadi variabel yang hadir sejak tahap perumusan strategi. Ketika keputusan mengenai 
portofolio produk, teknologi, lokasi fasilitas, pemasok, kontrak energi, desain kemasan, dan investasi modal 
memasukkan konsekuensi ekologis sejak awal, organisasi mengurangi kemungkinan terjebak dalam biaya 
koreksi yang mahal di kemudian hari. Pendekatan semacam ini juga menuntut manajer untuk berpikir dalam 
horizon lebih panjang, sebab sebagian besar manfaat lingkungan—seperti penghematan energi kumulatif, 
ketahanan pasokan, reputasi, atau kualitas ekosistem—tidak selalu muncul dalam satu kuartal keuangan. 

Transformasi ini pada dasarnya merupakan perubahan teori nilai. Dalam paradigma konvensional, nilai 
sering dipahami sebagai selisih antara pendapatan dan biaya yang tercatat di perusahaan. Dalam ekonomi 
hijau, pertanyaan diperluas: biaya apa yang belum tercatat, siapa yang menanggungnya, dan kapan biaya 
itu muncul? Emisi, limbah, kehilangan jasa ekosistem, atau paparan risiko iklim mungkin tidak seluruhnya 
muncul sebagai biaya akuntansi saat ini, tetapi tetap merupakan kewajiban ekonomi yang potensial. Karena 
itu, manajemen yang matang mencoba menginternalisasi sebagian biaya tersebut melalui harga bayangan, 
target intensitas sumber daya, provisi risiko, standar desain, atau kriteria investasi. Tujuannya bukan 
membuat keputusan menjadi anti-bisnis, melainkan mengurangi ilusi profit yang sebenarnya dibangun 
dengan memindahkan biaya kepada masyarakat, alam, pemasok, atau masa depan. 

Pada tingkat implementasi, instrumen seperti governance, akuntansi manajemen, insentif eksekutif, dan 
keputusan investasi perlu ditempatkan dalam sebuah sistem tata kelola yang jelas. Setiap target harus 
memiliki baseline, pemilik indikator, jadwal, anggaran, dan hubungan dengan keputusan. Banyak program 
keberlanjutan gagal bukan karena perusahaan tidak mempunyai slogan atau kebijakan, tetapi karena 
indikator lingkungan tidak memengaruhi capital expenditure, desain produk, evaluasi pemasok, atau 
remunerasi pimpinan. Transformasi yang efektif menghubungkan data dengan otoritas keputusan. Jika 
konsumsi energi meningkat, misalnya, organisasi harus mengetahui unit mana yang bertanggung jawab, 
penyebab teknisnya, pilihan investasi yang tersedia, periode pengembalian, dampak emisi, serta 
konsekuensi bila tidak bertindak. Dengan cara ini keberlanjutan menjadi proses manajemen, bukan kegiatan 
komunikasi. 

Dari sudut organisasi, profit maksimal jangka pendek juga memerlukan koordinasi lintas fungsi. Direktorat 
keuangan cenderung melihat arus kas dan biaya modal; operasi melihat reliabilitas dan throughput; 
pemasaran melihat nilai pelanggan; SDM melihat kompetensi; bagian keberlanjutan melihat dampak dan 
kepatuhan. Tantangannya adalah menciptakan bahasa bersama. Sebuah proyek efisiensi energi, misalnya, 
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seharusnya tidak hanya dinilai sebagai proyek teknis, melainkan sebagai kombinasi penghematan biaya, 
pengurangan emisi, pengurangan eksposur harga energi, peningkatan kualitas aset, dan pembelajaran 
teknologi. Ketika manfaat disajikan secara terintegrasi, lebih mudah bagi manajemen puncak untuk 
membandingkannya dengan proyek lain dan mengalokasikan modal secara rasional. 

Dalam konteks Indonesia, perusahaan Indonesia menghadapi tekanan untuk tumbuh sekaligus memenuhi 
standar lingkungan yang makin ketat. Hal ini membuat pendekatan copy-paste dari negara lain tidak 
memadai. Struktur industri, bauran energi, kapasitas pemerintah daerah, karakter UMKM, geografi 
kepulauan, tingkat pendapatan konsumen, dan kualitas infrastruktur sangat beragam. Prinsip hijau harus 
diterjemahkan ke dalam urutan prioritas yang realistis: pertama mengurangi pemborosan yang jelas, 
kemudian memperbaiki proses dan teknologi, lalu membangun model bisnis serta ekosistem baru. 
Perusahaan besar dapat menjadi jangkar dengan membantu pemasok kecil meningkatkan standar, 
menyediakan pembiayaan, berbagi teknologi, dan menciptakan permintaan atas produk rendah karbon. 
Dengan demikian, transisi hijau dapat menjadi proses upgrading ekonomi, bukan sekadar tambahan biaya 
kepatuhan. 

Implikasi manajerial yang penting adalah kebutuhan untuk mengelola trade-off secara terbuka. Tidak semua 
proyek hijau langsung menghasilkan laba yang tinggi; tidak semua teknologi baru bebas risiko; dan tidak 
semua standar dapat diterapkan dengan kecepatan yang sama. Manajemen harus membedakan antara 
tindakan 'no-regret' yang sekaligus menghemat biaya dan menurunkan dampak, investasi strategis yang 
perlu horizon panjang, serta tindakan yang terutama dibutuhkan untuk mempertahankan lisensi sosial dan 
kepatuhan. Portofolio semacam itu menghindarkan perusahaan dari dua kesalahan: menolak semua 
agenda hijau karena dianggap mahal, atau menerima setiap proyek hijau tanpa disiplin ekonomi. Ekonomi 
hijau memerlukan idealisme tujuan dan ketelitian manajerial sekaligus. 

Pada akhirnya, keberhasilan profit maksimal jangka pendek ditentukan oleh kemampuan organisasi belajar. 
Teknologi, regulasi, harga karbon, preferensi konsumen, dan standar global berubah cepat. Perusahaan 
membutuhkan mekanisme untuk menguji solusi, mengukur hasil, menghentikan eksperimen yang tidak 
efektif, serta memperbesar inisiatif yang berhasil. Pembelajaran juga harus melampaui batas perusahaan 
melalui asosiasi industri, universitas, pemerintah, lembaga keuangan, startup, dan masyarakat. Ekonomi 
hijau pada dasarnya adalah transformasi ekosistem; keunggulan satu perusahaan akan sulit bertahan bila 
pemasok, infrastruktur publik, tenaga kerja, dan pasar tidak ikut berubah. Karena itu, kompetisi perlu 
dilengkapi kolaborasi pada area seperti standar data, teknologi dasar, daur ulang, pelatihan, dan 
infrastruktur bersama. 

Ilustrasi praktis dapat dilihat pada perusahaan manufaktur hipotetis 'Nusantara Prima'. Ketika perusahaan 
ini menerapkan prinsip profit maksimal jangka pendek, manajemen tidak memulai dengan kampanye publik, 
tetapi dengan pemetaan aliran energi, air, material, emisi, biaya kegagalan, dan ketergantungan pemasok. 
Dari pemetaan itu ditemukan bahwa sebagian biaya produksi sebenarnya berasal dari kehilangan panas, 
scrap material, waktu mesin yang tidak optimal, transportasi kosong, dan produk yang sulit diperbaiki. Tim 
lintas fungsi kemudian memilih beberapa proyek awal yang dapat diukur, menyepakati indikator, dan 
memasukkannya ke proses budgeting. Setelah hasil awal terbukti, perusahaan memperluas pendekatan ke 
desain produk, kontrak pemasok, serta model layanan. Kasus hipotetis ini menunjukkan bahwa 
transformasi hijau menjadi kredibel ketika dimulai dari data operasional dan dibawa ke keputusan strategis, 
bukan ketika berhenti pada simbol atau slogan. 
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4. Natural-Resource-Based View dan Keunggulan Bersaing 
Dalam kerangka natural-resource-based view, persoalan utama bukan lagi apakah isu lingkungan harus 
diperhatikan, melainkan bagaimana isu tersebut ditempatkan di dalam logika inti manajemen. Secara 
konseptual, menjadikan hubungan perusahaan dengan lingkungan alam sebagai sumber kapabilitas dan 
keunggulan bersaing. Ini mengubah posisi lingkungan dari fungsi kepatuhan yang bekerja setelah keputusan 
bisnis dibuat menjadi variabel yang hadir sejak tahap perumusan strategi. Ketika keputusan mengenai 
portofolio produk, teknologi, lokasi fasilitas, pemasok, kontrak energi, desain kemasan, dan investasi modal 
memasukkan konsekuensi ekologis sejak awal, organisasi mengurangi kemungkinan terjebak dalam biaya 
koreksi yang mahal di kemudian hari. Pendekatan semacam ini juga menuntut manajer untuk berpikir dalam 
horizon lebih panjang, sebab sebagian besar manfaat lingkungan—seperti penghematan energi kumulatif, 
ketahanan pasokan, reputasi, atau kualitas ekosistem—tidak selalu muncul dalam satu kuartal keuangan. 

Transformasi ini pada dasarnya merupakan perubahan teori nilai. Dalam paradigma konvensional, nilai 
sering dipahami sebagai selisih antara pendapatan dan biaya yang tercatat di perusahaan. Dalam ekonomi 
hijau, pertanyaan diperluas: biaya apa yang belum tercatat, siapa yang menanggungnya, dan kapan biaya 
itu muncul? Emisi, limbah, kehilangan jasa ekosistem, atau paparan risiko iklim mungkin tidak seluruhnya 
muncul sebagai biaya akuntansi saat ini, tetapi tetap merupakan kewajiban ekonomi yang potensial. Karena 
itu, manajemen yang matang mencoba menginternalisasi sebagian biaya tersebut melalui harga bayangan, 
target intensitas sumber daya, provisi risiko, standar desain, atau kriteria investasi. Tujuannya bukan 
membuat keputusan menjadi anti-bisnis, melainkan mengurangi ilusi profit yang sebenarnya dibangun 
dengan memindahkan biaya kepada masyarakat, alam, pemasok, atau masa depan. 

Pada tingkat implementasi, instrumen seperti pencegahan polusi, product stewardship, dan pembangunan 
berkelanjutan perlu ditempatkan dalam sebuah sistem tata kelola yang jelas. Setiap target harus memiliki 
baseline, pemilik indikator, jadwal, anggaran, dan hubungan dengan keputusan. Banyak program 
keberlanjutan gagal bukan karena perusahaan tidak mempunyai slogan atau kebijakan, tetapi karena 
indikator lingkungan tidak memengaruhi capital expenditure, desain produk, evaluasi pemasok, atau 
remunerasi pimpinan. Transformasi yang efektif menghubungkan data dengan otoritas keputusan. Jika 
konsumsi energi meningkat, misalnya, organisasi harus mengetahui unit mana yang bertanggung jawab, 
penyebab teknisnya, pilihan investasi yang tersedia, periode pengembalian, dampak emisi, serta 
konsekuensi bila tidak bertindak. Dengan cara ini keberlanjutan menjadi proses manajemen, bukan kegiatan 
komunikasi. 

Dari sudut organisasi, natural-resource-based view juga memerlukan koordinasi lintas fungsi. Direktorat 
keuangan cenderung melihat arus kas dan biaya modal; operasi melihat reliabilitas dan throughput; 
pemasaran melihat nilai pelanggan; SDM melihat kompetensi; bagian keberlanjutan melihat dampak dan 
kepatuhan. Tantangannya adalah menciptakan bahasa bersama. Sebuah proyek efisiensi energi, misalnya, 
seharusnya tidak hanya dinilai sebagai proyek teknis, melainkan sebagai kombinasi penghematan biaya, 
pengurangan emisi, pengurangan eksposur harga energi, peningkatan kualitas aset, dan pembelajaran 
teknologi. Ketika manfaat disajikan secara terintegrasi, lebih mudah bagi manajemen puncak untuk 
membandingkannya dengan proyek lain dan mengalokasikan modal secara rasional. 

Dalam konteks Indonesia, efisiensi energi dan bahan baku dapat menjadi sumber daya strategis bagi 
industri nasional. Hal ini membuat pendekatan copy-paste dari negara lain tidak memadai. Struktur industri, 
bauran energi, kapasitas pemerintah daerah, karakter UMKM, geografi kepulauan, tingkat pendapatan 
konsumen, dan kualitas infrastruktur sangat beragam. Prinsip hijau harus diterjemahkan ke dalam urutan 
prioritas yang realistis: pertama mengurangi pemborosan yang jelas, kemudian memperbaiki proses dan 
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teknologi, lalu membangun model bisnis serta ekosistem baru. Perusahaan besar dapat menjadi jangkar 
dengan membantu pemasok kecil meningkatkan standar, menyediakan pembiayaan, berbagi teknologi, dan 
menciptakan permintaan atas produk rendah karbon. Dengan demikian, transisi hijau dapat menjadi proses 
upgrading ekonomi, bukan sekadar tambahan biaya kepatuhan. 

Implikasi manajerial yang penting adalah kebutuhan untuk mengelola trade-off secara terbuka. Tidak semua 
proyek hijau langsung menghasilkan laba yang tinggi; tidak semua teknologi baru bebas risiko; dan tidak 
semua standar dapat diterapkan dengan kecepatan yang sama. Manajemen harus membedakan antara 
tindakan 'no-regret' yang sekaligus menghemat biaya dan menurunkan dampak, investasi strategis yang 
perlu horizon panjang, serta tindakan yang terutama dibutuhkan untuk mempertahankan lisensi sosial dan 
kepatuhan. Portofolio semacam itu menghindarkan perusahaan dari dua kesalahan: menolak semua 
agenda hijau karena dianggap mahal, atau menerima setiap proyek hijau tanpa disiplin ekonomi. Ekonomi 
hijau memerlukan idealisme tujuan dan ketelitian manajerial sekaligus. 

Pada akhirnya, keberhasilan natural-resource-based view ditentukan oleh kemampuan organisasi belajar. 
Teknologi, regulasi, harga karbon, preferensi konsumen, dan standar global berubah cepat. Perusahaan 
membutuhkan mekanisme untuk menguji solusi, mengukur hasil, menghentikan eksperimen yang tidak 
efektif, serta memperbesar inisiatif yang berhasil. Pembelajaran juga harus melampaui batas perusahaan 
melalui asosiasi industri, universitas, pemerintah, lembaga keuangan, startup, dan masyarakat. Ekonomi 
hijau pada dasarnya adalah transformasi ekosistem; keunggulan satu perusahaan akan sulit bertahan bila 
pemasok, infrastruktur publik, tenaga kerja, dan pasar tidak ikut berubah. Karena itu, kompetisi perlu 
dilengkapi kolaborasi pada area seperti standar data, teknologi dasar, daur ulang, pelatihan, dan 
infrastruktur bersama. 

Ilustrasi praktis dapat dilihat pada perusahaan manufaktur hipotetis 'Nusantara Prima'. Ketika perusahaan 
ini menerapkan prinsip natural-resource-based view, manajemen tidak memulai dengan kampanye publik, 
tetapi dengan pemetaan aliran energi, air, material, emisi, biaya kegagalan, dan ketergantungan pemasok. 
Dari pemetaan itu ditemukan bahwa sebagian biaya produksi sebenarnya berasal dari kehilangan panas, 
scrap material, waktu mesin yang tidak optimal, transportasi kosong, dan produk yang sulit diperbaiki. Tim 
lintas fungsi kemudian memilih beberapa proyek awal yang dapat diukur, menyepakati indikator, dan 
memasukkannya ke proses budgeting. Setelah hasil awal terbukti, perusahaan memperluas pendekatan ke 
desain produk, kontrak pemasok, serta model layanan. Kasus hipotetis ini menunjukkan bahwa 
transformasi hijau menjadi kredibel ketika dimulai dari data operasional dan dibawa ke keputusan strategis, 
bukan ketika berhenti pada simbol atau slogan. 

5. Triple Bottom Line: People, Planet, Profit 
Dalam kerangka triple bottom line, persoalan utama bukan lagi apakah isu lingkungan harus diperhatikan, 
melainkan bagaimana isu tersebut ditempatkan di dalam logika inti manajemen. Secara konseptual, 
mengubah definisi kinerja dari laba finansial tunggal menuju kinerja ekonomi, sosial, dan ekologis. Ini 
mengubah posisi lingkungan dari fungsi kepatuhan yang bekerja setelah keputusan bisnis dibuat menjadi 
variabel yang hadir sejak tahap perumusan strategi. Ketika keputusan mengenai portofolio produk, 
teknologi, lokasi fasilitas, pemasok, kontrak energi, desain kemasan, dan investasi modal memasukkan 
konsekuensi ekologis sejak awal, organisasi mengurangi kemungkinan terjebak dalam biaya koreksi yang 
mahal di kemudian hari. Pendekatan semacam ini juga menuntut manajer untuk berpikir dalam horizon lebih 
panjang, sebab sebagian besar manfaat lingkungan—seperti penghematan energi kumulatif, ketahanan 
pasokan, reputasi, atau kualitas ekosistem—tidak selalu muncul dalam satu kuartal keuangan. 
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Transformasi ini pada dasarnya merupakan perubahan teori nilai. Dalam paradigma konvensional, nilai 
sering dipahami sebagai selisih antara pendapatan dan biaya yang tercatat di perusahaan. Dalam ekonomi 
hijau, pertanyaan diperluas: biaya apa yang belum tercatat, siapa yang menanggungnya, dan kapan biaya 
itu muncul? Emisi, limbah, kehilangan jasa ekosistem, atau paparan risiko iklim mungkin tidak seluruhnya 
muncul sebagai biaya akuntansi saat ini, tetapi tetap merupakan kewajiban ekonomi yang potensial. Karena 
itu, manajemen yang matang mencoba menginternalisasi sebagian biaya tersebut melalui harga bayangan, 
target intensitas sumber daya, provisi risiko, standar desain, atau kriteria investasi. Tujuannya bukan 
membuat keputusan menjadi anti-bisnis, melainkan mengurangi ilusi profit yang sebenarnya dibangun 
dengan memindahkan biaya kepada masyarakat, alam, pemasok, atau masa depan. 

Pada tingkat implementasi, instrumen seperti scorecard, target lintas fungsi, pelaporan, dan dialog 
pemangku kepentingan perlu ditempatkan dalam sebuah sistem tata kelola yang jelas. Setiap target harus 
memiliki baseline, pemilik indikator, jadwal, anggaran, dan hubungan dengan keputusan. Banyak program 
keberlanjutan gagal bukan karena perusahaan tidak mempunyai slogan atau kebijakan, tetapi karena 
indikator lingkungan tidak memengaruhi capital expenditure, desain produk, evaluasi pemasok, atau 
remunerasi pimpinan. Transformasi yang efektif menghubungkan data dengan otoritas keputusan. Jika 
konsumsi energi meningkat, misalnya, organisasi harus mengetahui unit mana yang bertanggung jawab, 
penyebab teknisnya, pilihan investasi yang tersedia, periode pengembalian, dampak emisi, serta 
konsekuensi bila tidak bertindak. Dengan cara ini keberlanjutan menjadi proses manajemen, bukan kegiatan 
komunikasi. 

Dari sudut organisasi, triple bottom line juga memerlukan koordinasi lintas fungsi. Direktorat keuangan 
cenderung melihat arus kas dan biaya modal; operasi melihat reliabilitas dan throughput; pemasaran 
melihat nilai pelanggan; SDM melihat kompetensi; bagian keberlanjutan melihat dampak dan kepatuhan. 
Tantangannya adalah menciptakan bahasa bersama. Sebuah proyek efisiensi energi, misalnya, seharusnya 
tidak hanya dinilai sebagai proyek teknis, melainkan sebagai kombinasi penghematan biaya, pengurangan 
emisi, pengurangan eksposur harga energi, peningkatan kualitas aset, dan pembelajaran teknologi. Ketika 
manfaat disajikan secara terintegrasi, lebih mudah bagi manajemen puncak untuk membandingkannya 
dengan proyek lain dan mengalokasikan modal secara rasional. 

Dalam konteks Indonesia, organisasi perlu menghubungkan pertumbuhan dengan kualitas pekerjaan dan 
daya dukung lingkungan. Hal ini membuat pendekatan copy-paste dari negara lain tidak memadai. Struktur 
industri, bauran energi, kapasitas pemerintah daerah, karakter UMKM, geografi kepulauan, tingkat 
pendapatan konsumen, dan kualitas infrastruktur sangat beragam. Prinsip hijau harus diterjemahkan ke 
dalam urutan prioritas yang realistis: pertama mengurangi pemborosan yang jelas, kemudian memperbaiki 
proses dan teknologi, lalu membangun model bisnis serta ekosistem baru. Perusahaan besar dapat menjadi 
jangkar dengan membantu pemasok kecil meningkatkan standar, menyediakan pembiayaan, berbagi 
teknologi, dan menciptakan permintaan atas produk rendah karbon. Dengan demikian, transisi hijau dapat 
menjadi proses upgrading ekonomi, bukan sekadar tambahan biaya kepatuhan. 

Implikasi manajerial yang penting adalah kebutuhan untuk mengelola trade-off secara terbuka. Tidak semua 
proyek hijau langsung menghasilkan laba yang tinggi; tidak semua teknologi baru bebas risiko; dan tidak 
semua standar dapat diterapkan dengan kecepatan yang sama. Manajemen harus membedakan antara 
tindakan 'no-regret' yang sekaligus menghemat biaya dan menurunkan dampak, investasi strategis yang 
perlu horizon panjang, serta tindakan yang terutama dibutuhkan untuk mempertahankan lisensi sosial dan 
kepatuhan. Portofolio semacam itu menghindarkan perusahaan dari dua kesalahan: menolak semua 
agenda hijau karena dianggap mahal, atau menerima setiap proyek hijau tanpa disiplin ekonomi. Ekonomi 
hijau memerlukan idealisme tujuan dan ketelitian manajerial sekaligus. 
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Pada akhirnya, keberhasilan triple bottom line ditentukan oleh kemampuan organisasi belajar. Teknologi, 
regulasi, harga karbon, preferensi konsumen, dan standar global berubah cepat. Perusahaan membutuhkan 
mekanisme untuk menguji solusi, mengukur hasil, menghentikan eksperimen yang tidak efektif, serta 
memperbesar inisiatif yang berhasil. Pembelajaran juga harus melampaui batas perusahaan melalui 
asosiasi industri, universitas, pemerintah, lembaga keuangan, startup, dan masyarakat. Ekonomi hijau pada 
dasarnya adalah transformasi ekosistem; keunggulan satu perusahaan akan sulit bertahan bila pemasok, 
infrastruktur publik, tenaga kerja, dan pasar tidak ikut berubah. Karena itu, kompetisi perlu dilengkapi 
kolaborasi pada area seperti standar data, teknologi dasar, daur ulang, pelatihan, dan infrastruktur 
bersama. 

Ilustrasi praktis dapat dilihat pada perusahaan manufaktur hipotetis 'Nusantara Prima'. Ketika perusahaan 
ini menerapkan prinsip triple bottom line, manajemen tidak memulai dengan kampanye publik, tetapi 
dengan pemetaan aliran energi, air, material, emisi, biaya kegagalan, dan ketergantungan pemasok. Dari 
pemetaan itu ditemukan bahwa sebagian biaya produksi sebenarnya berasal dari kehilangan panas, scrap 
material, waktu mesin yang tidak optimal, transportasi kosong, dan produk yang sulit diperbaiki. Tim lintas 
fungsi kemudian memilih beberapa proyek awal yang dapat diukur, menyepakati indikator, dan 
memasukkannya ke proses budgeting. Setelah hasil awal terbukti, perusahaan memperluas pendekatan ke 
desain produk, kontrak pemasok, serta model layanan. Kasus hipotetis ini menunjukkan bahwa 
transformasi hijau menjadi kredibel ketika dimulai dari data operasional dan dibawa ke keputusan strategis, 
bukan ketika berhenti pada simbol atau slogan. 

6. Stakeholder Capitalism dan Legitimasi Perusahaan 
Dalam kerangka stakeholder capitalism, persoalan utama bukan lagi apakah isu lingkungan harus 
diperhatikan, melainkan bagaimana isu tersebut ditempatkan di dalam logika inti manajemen. Secara 
konseptual, memperluas tanggung jawab manajer kepada pekerja, pemasok, masyarakat, pemerintah, 
konsumen, investor, dan generasi mendatang. Ini mengubah posisi lingkungan dari fungsi kepatuhan yang 
bekerja setelah keputusan bisnis dibuat menjadi variabel yang hadir sejak tahap perumusan strategi. Ketika 
keputusan mengenai portofolio produk, teknologi, lokasi fasilitas, pemasok, kontrak energi, desain 
kemasan, dan investasi modal memasukkan konsekuensi ekologis sejak awal, organisasi mengurangi 
kemungkinan terjebak dalam biaya koreksi yang mahal di kemudian hari. Pendekatan semacam ini juga 
menuntut manajer untuk berpikir dalam horizon lebih panjang, sebab sebagian besar manfaat lingkungan—
seperti penghematan energi kumulatif, ketahanan pasokan, reputasi, atau kualitas ekosistem—tidak selalu 
muncul dalam satu kuartal keuangan. 

Transformasi ini pada dasarnya merupakan perubahan teori nilai. Dalam paradigma konvensional, nilai 
sering dipahami sebagai selisih antara pendapatan dan biaya yang tercatat di perusahaan. Dalam ekonomi 
hijau, pertanyaan diperluas: biaya apa yang belum tercatat, siapa yang menanggungnya, dan kapan biaya 
itu muncul? Emisi, limbah, kehilangan jasa ekosistem, atau paparan risiko iklim mungkin tidak seluruhnya 
muncul sebagai biaya akuntansi saat ini, tetapi tetap merupakan kewajiban ekonomi yang potensial. Karena 
itu, manajemen yang matang mencoba menginternalisasi sebagian biaya tersebut melalui harga bayangan, 
target intensitas sumber daya, provisi risiko, standar desain, atau kriteria investasi. Tujuannya bukan 
membuat keputusan menjadi anti-bisnis, melainkan mengurangi ilusi profit yang sebenarnya dibangun 
dengan memindahkan biaya kepada masyarakat, alam, pemasok, atau masa depan. 

Pada tingkat implementasi, instrumen seperti stakeholder mapping, materiality assessment, grievance 
mechanism, dan social license to operate perlu ditempatkan dalam sebuah sistem tata kelola yang jelas. 
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Setiap target harus memiliki baseline, pemilik indikator, jadwal, anggaran, dan hubungan dengan 
keputusan. Banyak program keberlanjutan gagal bukan karena perusahaan tidak mempunyai slogan atau 
kebijakan, tetapi karena indikator lingkungan tidak memengaruhi capital expenditure, desain produk, 
evaluasi pemasok, atau remunerasi pimpinan. Transformasi yang efektif menghubungkan data dengan 
otoritas keputusan. Jika konsumsi energi meningkat, misalnya, organisasi harus mengetahui unit mana yang 
bertanggung jawab, penyebab teknisnya, pilihan investasi yang tersedia, periode pengembalian, dampak 
emisi, serta konsekuensi bila tidak bertindak. Dengan cara ini keberlanjutan menjadi proses manajemen, 
bukan kegiatan komunikasi. 

Dari sudut organisasi, stakeholder capitalism juga memerlukan koordinasi lintas fungsi. Direktorat 
keuangan cenderung melihat arus kas dan biaya modal; operasi melihat reliabilitas dan throughput; 
pemasaran melihat nilai pelanggan; SDM melihat kompetensi; bagian keberlanjutan melihat dampak dan 
kepatuhan. Tantangannya adalah menciptakan bahasa bersama. Sebuah proyek efisiensi energi, misalnya, 
seharusnya tidak hanya dinilai sebagai proyek teknis, melainkan sebagai kombinasi penghematan biaya, 
pengurangan emisi, pengurangan eksposur harga energi, peningkatan kualitas aset, dan pembelajaran 
teknologi. Ketika manfaat disajikan secara terintegrasi, lebih mudah bagi manajemen puncak untuk 
membandingkannya dengan proyek lain dan mengalokasikan modal secara rasional. 

Dalam konteks Indonesia, konflik sumber daya dan penerimaan masyarakat menjadikan legitimasi sosial 
sangat menentukan. Hal ini membuat pendekatan copy-paste dari negara lain tidak memadai. Struktur 
industri, bauran energi, kapasitas pemerintah daerah, karakter UMKM, geografi kepulauan, tingkat 
pendapatan konsumen, dan kualitas infrastruktur sangat beragam. Prinsip hijau harus diterjemahkan ke 
dalam urutan prioritas yang realistis: pertama mengurangi pemborosan yang jelas, kemudian memperbaiki 
proses dan teknologi, lalu membangun model bisnis serta ekosistem baru. Perusahaan besar dapat menjadi 
jangkar dengan membantu pemasok kecil meningkatkan standar, menyediakan pembiayaan, berbagi 
teknologi, dan menciptakan permintaan atas produk rendah karbon. Dengan demikian, transisi hijau dapat 
menjadi proses upgrading ekonomi, bukan sekadar tambahan biaya kepatuhan. 

Implikasi manajerial yang penting adalah kebutuhan untuk mengelola trade-off secara terbuka. Tidak semua 
proyek hijau langsung menghasilkan laba yang tinggi; tidak semua teknologi baru bebas risiko; dan tidak 
semua standar dapat diterapkan dengan kecepatan yang sama. Manajemen harus membedakan antara 
tindakan 'no-regret' yang sekaligus menghemat biaya dan menurunkan dampak, investasi strategis yang 
perlu horizon panjang, serta tindakan yang terutama dibutuhkan untuk mempertahankan lisensi sosial dan 
kepatuhan. Portofolio semacam itu menghindarkan perusahaan dari dua kesalahan: menolak semua 
agenda hijau karena dianggap mahal, atau menerima setiap proyek hijau tanpa disiplin ekonomi. Ekonomi 
hijau memerlukan idealisme tujuan dan ketelitian manajerial sekaligus. 

Pada akhirnya, keberhasilan stakeholder capitalism ditentukan oleh kemampuan organisasi belajar. 
Teknologi, regulasi, harga karbon, preferensi konsumen, dan standar global berubah cepat. Perusahaan 
membutuhkan mekanisme untuk menguji solusi, mengukur hasil, menghentikan eksperimen yang tidak 
efektif, serta memperbesar inisiatif yang berhasil. Pembelajaran juga harus melampaui batas perusahaan 
melalui asosiasi industri, universitas, pemerintah, lembaga keuangan, startup, dan masyarakat. Ekonomi 
hijau pada dasarnya adalah transformasi ekosistem; keunggulan satu perusahaan akan sulit bertahan bila 
pemasok, infrastruktur publik, tenaga kerja, dan pasar tidak ikut berubah. Karena itu, kompetisi perlu 
dilengkapi kolaborasi pada area seperti standar data, teknologi dasar, daur ulang, pelatihan, dan 
infrastruktur bersama. 
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Ilustrasi praktis dapat dilihat pada perusahaan manufaktur hipotetis 'Nusantara Prima'. Ketika perusahaan 
ini menerapkan prinsip stakeholder capitalism, manajemen tidak memulai dengan kampanye publik, tetapi 
dengan pemetaan aliran energi, air, material, emisi, biaya kegagalan, dan ketergantungan pemasok. Dari 
pemetaan itu ditemukan bahwa sebagian biaya produksi sebenarnya berasal dari kehilangan panas, scrap 
material, waktu mesin yang tidak optimal, transportasi kosong, dan produk yang sulit diperbaiki. Tim lintas 
fungsi kemudian memilih beberapa proyek awal yang dapat diukur, menyepakati indikator, dan 
memasukkannya ke proses budgeting. Setelah hasil awal terbukti, perusahaan memperluas pendekatan ke 
desain produk, kontrak pemasok, serta model layanan. Kasus hipotetis ini menunjukkan bahwa 
transformasi hijau menjadi kredibel ketika dimulai dari data operasional dan dibawa ke keputusan strategis, 
bukan ketika berhenti pada simbol atau slogan. 

7. Strategi Hijau dan Porter Hypothesis 
Dalam kerangka strategi hijau, persoalan utama bukan lagi apakah isu lingkungan harus diperhatikan, 
melainkan bagaimana isu tersebut ditempatkan di dalam logika inti manajemen. Secara konseptual, melihat 
regulasi lingkungan yang dirancang baik sebagai pemicu inovasi dan produktivitas sumber daya, bukan 
sekadar biaya kepatuhan. Ini mengubah posisi lingkungan dari fungsi kepatuhan yang bekerja setelah 
keputusan bisnis dibuat menjadi variabel yang hadir sejak tahap perumusan strategi. Ketika keputusan 
mengenai portofolio produk, teknologi, lokasi fasilitas, pemasok, kontrak energi, desain kemasan, dan 
investasi modal memasukkan konsekuensi ekologis sejak awal, organisasi mengurangi kemungkinan 
terjebak dalam biaya koreksi yang mahal di kemudian hari. Pendekatan semacam ini juga menuntut manajer 
untuk berpikir dalam horizon lebih panjang, sebab sebagian besar manfaat lingkungan—seperti 
penghematan energi kumulatif, ketahanan pasokan, reputasi, atau kualitas ekosistem—tidak selalu muncul 
dalam satu kuartal keuangan. 

Transformasi ini pada dasarnya merupakan perubahan teori nilai. Dalam paradigma konvensional, nilai 
sering dipahami sebagai selisih antara pendapatan dan biaya yang tercatat di perusahaan. Dalam ekonomi 
hijau, pertanyaan diperluas: biaya apa yang belum tercatat, siapa yang menanggungnya, dan kapan biaya 
itu muncul? Emisi, limbah, kehilangan jasa ekosistem, atau paparan risiko iklim mungkin tidak seluruhnya 
muncul sebagai biaya akuntansi saat ini, tetapi tetap merupakan kewajiban ekonomi yang potensial. Karena 
itu, manajemen yang matang mencoba menginternalisasi sebagian biaya tersebut melalui harga bayangan, 
target intensitas sumber daya, provisi risiko, standar desain, atau kriteria investasi. Tujuannya bukan 
membuat keputusan menjadi anti-bisnis, melainkan mengurangi ilusi profit yang sebenarnya dibangun 
dengan memindahkan biaya kepada masyarakat, alam, pemasok, atau masa depan. 

Pada tingkat implementasi, instrumen seperti eco-efficiency, redesign proses, teknologi bersih, dan 
standardisasi perlu ditempatkan dalam sebuah sistem tata kelola yang jelas. Setiap target harus memiliki 
baseline, pemilik indikator, jadwal, anggaran, dan hubungan dengan keputusan. Banyak program 
keberlanjutan gagal bukan karena perusahaan tidak mempunyai slogan atau kebijakan, tetapi karena 
indikator lingkungan tidak memengaruhi capital expenditure, desain produk, evaluasi pemasok, atau 
remunerasi pimpinan. Transformasi yang efektif menghubungkan data dengan otoritas keputusan. Jika 
konsumsi energi meningkat, misalnya, organisasi harus mengetahui unit mana yang bertanggung jawab, 
penyebab teknisnya, pilihan investasi yang tersedia, periode pengembalian, dampak emisi, serta 
konsekuensi bila tidak bertindak. Dengan cara ini keberlanjutan menjadi proses manajemen, bukan kegiatan 
komunikasi. 
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Dari sudut organisasi, strategi hijau juga memerlukan koordinasi lintas fungsi. Direktorat keuangan 
cenderung melihat arus kas dan biaya modal; operasi melihat reliabilitas dan throughput; pemasaran 
melihat nilai pelanggan; SDM melihat kompetensi; bagian keberlanjutan melihat dampak dan kepatuhan. 
Tantangannya adalah menciptakan bahasa bersama. Sebuah proyek efisiensi energi, misalnya, seharusnya 
tidak hanya dinilai sebagai proyek teknis, melainkan sebagai kombinasi penghematan biaya, pengurangan 
emisi, pengurangan eksposur harga energi, peningkatan kualitas aset, dan pembelajaran teknologi. Ketika 
manfaat disajikan secara terintegrasi, lebih mudah bagi manajemen puncak untuk membandingkannya 
dengan proyek lain dan mengalokasikan modal secara rasional. 

Dalam konteks Indonesia, standar ekspor dan kebijakan karbon global membuat inovasi hijau semakin 
relevan bagi daya saing. Hal ini membuat pendekatan copy-paste dari negara lain tidak memadai. Struktur 
industri, bauran energi, kapasitas pemerintah daerah, karakter UMKM, geografi kepulauan, tingkat 
pendapatan konsumen, dan kualitas infrastruktur sangat beragam. Prinsip hijau harus diterjemahkan ke 
dalam urutan prioritas yang realistis: pertama mengurangi pemborosan yang jelas, kemudian memperbaiki 
proses dan teknologi, lalu membangun model bisnis serta ekosistem baru. Perusahaan besar dapat menjadi 
jangkar dengan membantu pemasok kecil meningkatkan standar, menyediakan pembiayaan, berbagi 
teknologi, dan menciptakan permintaan atas produk rendah karbon. Dengan demikian, transisi hijau dapat 
menjadi proses upgrading ekonomi, bukan sekadar tambahan biaya kepatuhan. 

Implikasi manajerial yang penting adalah kebutuhan untuk mengelola trade-off secara terbuka. Tidak semua 
proyek hijau langsung menghasilkan laba yang tinggi; tidak semua teknologi baru bebas risiko; dan tidak 
semua standar dapat diterapkan dengan kecepatan yang sama. Manajemen harus membedakan antara 
tindakan 'no-regret' yang sekaligus menghemat biaya dan menurunkan dampak, investasi strategis yang 
perlu horizon panjang, serta tindakan yang terutama dibutuhkan untuk mempertahankan lisensi sosial dan 
kepatuhan. Portofolio semacam itu menghindarkan perusahaan dari dua kesalahan: menolak semua 
agenda hijau karena dianggap mahal, atau menerima setiap proyek hijau tanpa disiplin ekonomi. Ekonomi 
hijau memerlukan idealisme tujuan dan ketelitian manajerial sekaligus. 

Pada akhirnya, keberhasilan strategi hijau ditentukan oleh kemampuan organisasi belajar. Teknologi, 
regulasi, harga karbon, preferensi konsumen, dan standar global berubah cepat. Perusahaan membutuhkan 
mekanisme untuk menguji solusi, mengukur hasil, menghentikan eksperimen yang tidak efektif, serta 
memperbesar inisiatif yang berhasil. Pembelajaran juga harus melampaui batas perusahaan melalui 
asosiasi industri, universitas, pemerintah, lembaga keuangan, startup, dan masyarakat. Ekonomi hijau pada 
dasarnya adalah transformasi ekosistem; keunggulan satu perusahaan akan sulit bertahan bila pemasok, 
infrastruktur publik, tenaga kerja, dan pasar tidak ikut berubah. Karena itu, kompetisi perlu dilengkapi 
kolaborasi pada area seperti standar data, teknologi dasar, daur ulang, pelatihan, dan infrastruktur 
bersama. 

Ilustrasi praktis dapat dilihat pada perusahaan manufaktur hipotetis 'Nusantara Prima'. Ketika perusahaan 
ini menerapkan prinsip strategi hijau, manajemen tidak memulai dengan kampanye publik, tetapi dengan 
pemetaan aliran energi, air, material, emisi, biaya kegagalan, dan ketergantungan pemasok. Dari pemetaan 
itu ditemukan bahwa sebagian biaya produksi sebenarnya berasal dari kehilangan panas, scrap material, 
waktu mesin yang tidak optimal, transportasi kosong, dan produk yang sulit diperbaiki. Tim lintas fungsi 
kemudian memilih beberapa proyek awal yang dapat diukur, menyepakati indikator, dan memasukkannya 
ke proses budgeting. Setelah hasil awal terbukti, perusahaan memperluas pendekatan ke desain produk, 
kontrak pemasok, serta model layanan. Kasus hipotetis ini menunjukkan bahwa transformasi hijau menjadi 
kredibel ketika dimulai dari data operasional dan dibawa ke keputusan strategis, bukan ketika berhenti pada 
simbol atau slogan. 
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8. Transformasi Model Bisnis 
Dalam kerangka model bisnis hijau, persoalan utama bukan lagi apakah isu lingkungan harus diperhatikan, 
melainkan bagaimana isu tersebut ditempatkan di dalam logika inti manajemen. Secara konseptual, 
mengubah cara perusahaan menciptakan, menyampaikan, dan menangkap nilai agar tidak bergantung 
pada volume material dan emisi yang terus meningkat. Ini mengubah posisi lingkungan dari fungsi 
kepatuhan yang bekerja setelah keputusan bisnis dibuat menjadi variabel yang hadir sejak tahap perumusan 
strategi. Ketika keputusan mengenai portofolio produk, teknologi, lokasi fasilitas, pemasok, kontrak energi, 
desain kemasan, dan investasi modal memasukkan konsekuensi ekologis sejak awal, organisasi 
mengurangi kemungkinan terjebak dalam biaya koreksi yang mahal di kemudian hari. Pendekatan semacam 
ini juga menuntut manajer untuk berpikir dalam horizon lebih panjang, sebab sebagian besar manfaat 
lingkungan—seperti penghematan energi kumulatif, ketahanan pasokan, reputasi, atau kualitas 
ekosistem—tidak selalu muncul dalam satu kuartal keuangan. 

Transformasi ini pada dasarnya merupakan perubahan teori nilai. Dalam paradigma konvensional, nilai 
sering dipahami sebagai selisih antara pendapatan dan biaya yang tercatat di perusahaan. Dalam ekonomi 
hijau, pertanyaan diperluas: biaya apa yang belum tercatat, siapa yang menanggungnya, dan kapan biaya 
itu muncul? Emisi, limbah, kehilangan jasa ekosistem, atau paparan risiko iklim mungkin tidak seluruhnya 
muncul sebagai biaya akuntansi saat ini, tetapi tetap merupakan kewajiban ekonomi yang potensial. Karena 
itu, manajemen yang matang mencoba menginternalisasi sebagian biaya tersebut melalui harga bayangan, 
target intensitas sumber daya, provisi risiko, standar desain, atau kriteria investasi. Tujuannya bukan 
membuat keputusan menjadi anti-bisnis, melainkan mengurangi ilusi profit yang sebenarnya dibangun 
dengan memindahkan biaya kepada masyarakat, alam, pemasok, atau masa depan. 

Pada tingkat implementasi, instrumen seperti product-as-a-service, sharing, leasing, repair, 
remanufacturing, dan platform sirkular perlu ditempatkan dalam sebuah sistem tata kelola yang jelas. 
Setiap target harus memiliki baseline, pemilik indikator, jadwal, anggaran, dan hubungan dengan 
keputusan. Banyak program keberlanjutan gagal bukan karena perusahaan tidak mempunyai slogan atau 
kebijakan, tetapi karena indikator lingkungan tidak memengaruhi capital expenditure, desain produk, 
evaluasi pemasok, atau remunerasi pimpinan. Transformasi yang efektif menghubungkan data dengan 
otoritas keputusan. Jika konsumsi energi meningkat, misalnya, organisasi harus mengetahui unit mana yang 
bertanggung jawab, penyebab teknisnya, pilihan investasi yang tersedia, periode pengembalian, dampak 
emisi, serta konsekuensi bila tidak bertindak. Dengan cara ini keberlanjutan menjadi proses manajemen, 
bukan kegiatan komunikasi. 

Dari sudut organisasi, model bisnis hijau juga memerlukan koordinasi lintas fungsi. Direktorat keuangan 
cenderung melihat arus kas dan biaya modal; operasi melihat reliabilitas dan throughput; pemasaran 
melihat nilai pelanggan; SDM melihat kompetensi; bagian keberlanjutan melihat dampak dan kepatuhan. 
Tantangannya adalah menciptakan bahasa bersama. Sebuah proyek efisiensi energi, misalnya, seharusnya 
tidak hanya dinilai sebagai proyek teknis, melainkan sebagai kombinasi penghematan biaya, pengurangan 
emisi, pengurangan eksposur harga energi, peningkatan kualitas aset, dan pembelajaran teknologi. Ketika 
manfaat disajikan secara terintegrasi, lebih mudah bagi manajemen puncak untuk membandingkannya 
dengan proyek lain dan mengalokasikan modal secara rasional. 

Dalam konteks Indonesia, peluang muncul pada mobilitas, elektronik, kemasan, konstruksi, tekstil, dan 
jasa. Hal ini membuat pendekatan copy-paste dari negara lain tidak memadai. Struktur industri, bauran 
energi, kapasitas pemerintah daerah, karakter UMKM, geografi kepulauan, tingkat pendapatan konsumen, 
dan kualitas infrastruktur sangat beragam. Prinsip hijau harus diterjemahkan ke dalam urutan prioritas yang 
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realistis: pertama mengurangi pemborosan yang jelas, kemudian memperbaiki proses dan teknologi, lalu 
membangun model bisnis serta ekosistem baru. Perusahaan besar dapat menjadi jangkar dengan 
membantu pemasok kecil meningkatkan standar, menyediakan pembiayaan, berbagi teknologi, dan 
menciptakan permintaan atas produk rendah karbon. Dengan demikian, transisi hijau dapat menjadi proses 
upgrading ekonomi, bukan sekadar tambahan biaya kepatuhan. 

Implikasi manajerial yang penting adalah kebutuhan untuk mengelola trade-off secara terbuka. Tidak semua 
proyek hijau langsung menghasilkan laba yang tinggi; tidak semua teknologi baru bebas risiko; dan tidak 
semua standar dapat diterapkan dengan kecepatan yang sama. Manajemen harus membedakan antara 
tindakan 'no-regret' yang sekaligus menghemat biaya dan menurunkan dampak, investasi strategis yang 
perlu horizon panjang, serta tindakan yang terutama dibutuhkan untuk mempertahankan lisensi sosial dan 
kepatuhan. Portofolio semacam itu menghindarkan perusahaan dari dua kesalahan: menolak semua 
agenda hijau karena dianggap mahal, atau menerima setiap proyek hijau tanpa disiplin ekonomi. Ekonomi 
hijau memerlukan idealisme tujuan dan ketelitian manajerial sekaligus. 

Pada akhirnya, keberhasilan model bisnis hijau ditentukan oleh kemampuan organisasi belajar. Teknologi, 
regulasi, harga karbon, preferensi konsumen, dan standar global berubah cepat. Perusahaan membutuhkan 
mekanisme untuk menguji solusi, mengukur hasil, menghentikan eksperimen yang tidak efektif, serta 
memperbesar inisiatif yang berhasil. Pembelajaran juga harus melampaui batas perusahaan melalui 
asosiasi industri, universitas, pemerintah, lembaga keuangan, startup, dan masyarakat. Ekonomi hijau pada 
dasarnya adalah transformasi ekosistem; keunggulan satu perusahaan akan sulit bertahan bila pemasok, 
infrastruktur publik, tenaga kerja, dan pasar tidak ikut berubah. Karena itu, kompetisi perlu dilengkapi 
kolaborasi pada area seperti standar data, teknologi dasar, daur ulang, pelatihan, dan infrastruktur 
bersama. 

Ilustrasi praktis dapat dilihat pada perusahaan manufaktur hipotetis 'Nusantara Prima'. Ketika perusahaan 
ini menerapkan prinsip model bisnis hijau, manajemen tidak memulai dengan kampanye publik, tetapi 
dengan pemetaan aliran energi, air, material, emisi, biaya kegagalan, dan ketergantungan pemasok. Dari 
pemetaan itu ditemukan bahwa sebagian biaya produksi sebenarnya berasal dari kehilangan panas, scrap 
material, waktu mesin yang tidak optimal, transportasi kosong, dan produk yang sulit diperbaiki. Tim lintas 
fungsi kemudian memilih beberapa proyek awal yang dapat diukur, menyepakati indikator, dan 
memasukkannya ke proses budgeting. Setelah hasil awal terbukti, perusahaan memperluas pendekatan ke 
desain produk, kontrak pemasok, serta model layanan. Kasus hipotetis ini menunjukkan bahwa 
transformasi hijau menjadi kredibel ketika dimulai dari data operasional dan dibawa ke keputusan strategis, 
bukan ketika berhenti pada simbol atau slogan. 

9. Ekonomi Sirkular sebagai Mesin Efisiensi Sumber Daya 
Dalam kerangka ekonomi sirkular, persoalan utama bukan lagi apakah isu lingkungan harus diperhatikan, 
melainkan bagaimana isu tersebut ditempatkan di dalam logika inti manajemen. Secara konseptual, 
mempertahankan nilai produk, komponen, dan material selama mungkin serta memulihkan sistem alam. 
Ini mengubah posisi lingkungan dari fungsi kepatuhan yang bekerja setelah keputusan bisnis dibuat menjadi 
variabel yang hadir sejak tahap perumusan strategi. Ketika keputusan mengenai portofolio produk, 
teknologi, lokasi fasilitas, pemasok, kontrak energi, desain kemasan, dan investasi modal memasukkan 
konsekuensi ekologis sejak awal, organisasi mengurangi kemungkinan terjebak dalam biaya koreksi yang 
mahal di kemudian hari. Pendekatan semacam ini juga menuntut manajer untuk berpikir dalam horizon lebih 
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panjang, sebab sebagian besar manfaat lingkungan—seperti penghematan energi kumulatif, ketahanan 
pasokan, reputasi, atau kualitas ekosistem—tidak selalu muncul dalam satu kuartal keuangan. 

Transformasi ini pada dasarnya merupakan perubahan teori nilai. Dalam paradigma konvensional, nilai 
sering dipahami sebagai selisih antara pendapatan dan biaya yang tercatat di perusahaan. Dalam ekonomi 
hijau, pertanyaan diperluas: biaya apa yang belum tercatat, siapa yang menanggungnya, dan kapan biaya 
itu muncul? Emisi, limbah, kehilangan jasa ekosistem, atau paparan risiko iklim mungkin tidak seluruhnya 
muncul sebagai biaya akuntansi saat ini, tetapi tetap merupakan kewajiban ekonomi yang potensial. Karena 
itu, manajemen yang matang mencoba menginternalisasi sebagian biaya tersebut melalui harga bayangan, 
target intensitas sumber daya, provisi risiko, standar desain, atau kriteria investasi. Tujuannya bukan 
membuat keputusan menjadi anti-bisnis, melainkan mengurangi ilusi profit yang sebenarnya dibangun 
dengan memindahkan biaya kepada masyarakat, alam, pemasok, atau masa depan. 

Pada tingkat implementasi, instrumen seperti eco-design, reuse, repair, refurbishment, remanufacture, 
recycle, dan reverse logistics perlu ditempatkan dalam sebuah sistem tata kelola yang jelas. Setiap target 
harus memiliki baseline, pemilik indikator, jadwal, anggaran, dan hubungan dengan keputusan. Banyak 
program keberlanjutan gagal bukan karena perusahaan tidak mempunyai slogan atau kebijakan, tetapi 
karena indikator lingkungan tidak memengaruhi capital expenditure, desain produk, evaluasi pemasok, atau 
remunerasi pimpinan. Transformasi yang efektif menghubungkan data dengan otoritas keputusan. Jika 
konsumsi energi meningkat, misalnya, organisasi harus mengetahui unit mana yang bertanggung jawab, 
penyebab teknisnya, pilihan investasi yang tersedia, periode pengembalian, dampak emisi, serta 
konsekuensi bila tidak bertindak. Dengan cara ini keberlanjutan menjadi proses manajemen, bukan kegiatan 
komunikasi. 

Dari sudut organisasi, ekonomi sirkular juga memerlukan koordinasi lintas fungsi. Direktorat keuangan 
cenderung melihat arus kas dan biaya modal; operasi melihat reliabilitas dan throughput; pemasaran 
melihat nilai pelanggan; SDM melihat kompetensi; bagian keberlanjutan melihat dampak dan kepatuhan. 
Tantangannya adalah menciptakan bahasa bersama. Sebuah proyek efisiensi energi, misalnya, seharusnya 
tidak hanya dinilai sebagai proyek teknis, melainkan sebagai kombinasi penghematan biaya, pengurangan 
emisi, pengurangan eksposur harga energi, peningkatan kualitas aset, dan pembelajaran teknologi. Ketika 
manfaat disajikan secara terintegrasi, lebih mudah bagi manajemen puncak untuk membandingkannya 
dengan proyek lain dan mengalokasikan modal secara rasional. 

Dalam konteks Indonesia, kota-kota Indonesia dapat menjadikan limbah sebagai sumber bahan baku dan 
lapangan kerja. Hal ini membuat pendekatan copy-paste dari negara lain tidak memadai. Struktur industri, 
bauran energi, kapasitas pemerintah daerah, karakter UMKM, geografi kepulauan, tingkat pendapatan 
konsumen, dan kualitas infrastruktur sangat beragam. Prinsip hijau harus diterjemahkan ke dalam urutan 
prioritas yang realistis: pertama mengurangi pemborosan yang jelas, kemudian memperbaiki proses dan 
teknologi, lalu membangun model bisnis serta ekosistem baru. Perusahaan besar dapat menjadi jangkar 
dengan membantu pemasok kecil meningkatkan standar, menyediakan pembiayaan, berbagi teknologi, dan 
menciptakan permintaan atas produk rendah karbon. Dengan demikian, transisi hijau dapat menjadi proses 
upgrading ekonomi, bukan sekadar tambahan biaya kepatuhan. 

Implikasi manajerial yang penting adalah kebutuhan untuk mengelola trade-off secara terbuka. Tidak semua 
proyek hijau langsung menghasilkan laba yang tinggi; tidak semua teknologi baru bebas risiko; dan tidak 
semua standar dapat diterapkan dengan kecepatan yang sama. Manajemen harus membedakan antara 
tindakan 'no-regret' yang sekaligus menghemat biaya dan menurunkan dampak, investasi strategis yang 
perlu horizon panjang, serta tindakan yang terutama dibutuhkan untuk mempertahankan lisensi sosial dan 
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kepatuhan. Portofolio semacam itu menghindarkan perusahaan dari dua kesalahan: menolak semua 
agenda hijau karena dianggap mahal, atau menerima setiap proyek hijau tanpa disiplin ekonomi. Ekonomi 
hijau memerlukan idealisme tujuan dan ketelitian manajerial sekaligus. 

Pada akhirnya, keberhasilan ekonomi sirkular ditentukan oleh kemampuan organisasi belajar. Teknologi, 
regulasi, harga karbon, preferensi konsumen, dan standar global berubah cepat. Perusahaan membutuhkan 
mekanisme untuk menguji solusi, mengukur hasil, menghentikan eksperimen yang tidak efektif, serta 
memperbesar inisiatif yang berhasil. Pembelajaran juga harus melampaui batas perusahaan melalui 
asosiasi industri, universitas, pemerintah, lembaga keuangan, startup, dan masyarakat. Ekonomi hijau pada 
dasarnya adalah transformasi ekosistem; keunggulan satu perusahaan akan sulit bertahan bila pemasok, 
infrastruktur publik, tenaga kerja, dan pasar tidak ikut berubah. Karena itu, kompetisi perlu dilengkapi 
kolaborasi pada area seperti standar data, teknologi dasar, daur ulang, pelatihan, dan infrastruktur 
bersama. 

Ilustrasi praktis dapat dilihat pada perusahaan manufaktur hipotetis 'Nusantara Prima'. Ketika perusahaan 
ini menerapkan prinsip ekonomi sirkular, manajemen tidak memulai dengan kampanye publik, tetapi 
dengan pemetaan aliran energi, air, material, emisi, biaya kegagalan, dan ketergantungan pemasok. Dari 
pemetaan itu ditemukan bahwa sebagian biaya produksi sebenarnya berasal dari kehilangan panas, scrap 
material, waktu mesin yang tidak optimal, transportasi kosong, dan produk yang sulit diperbaiki. Tim lintas 
fungsi kemudian memilih beberapa proyek awal yang dapat diukur, menyepakati indikator, dan 
memasukkannya ke proses budgeting. Setelah hasil awal terbukti, perusahaan memperluas pendekatan ke 
desain produk, kontrak pemasok, serta model layanan. Kasus hipotetis ini menunjukkan bahwa 
transformasi hijau menjadi kredibel ketika dimulai dari data operasional dan dibawa ke keputusan strategis, 
bukan ketika berhenti pada simbol atau slogan. 

10. Dekarbonisasi Operasi dan Energi 
Dalam kerangka dekarbonisasi, persoalan utama bukan lagi apakah isu lingkungan harus diperhatikan, 
melainkan bagaimana isu tersebut ditempatkan di dalam logika inti manajemen. Secara konseptual, 
menurunkan emisi absolut dan intensitas emisi melalui efisiensi, elektrifikasi, energi terbarukan, dan 
perubahan proses. Ini mengubah posisi lingkungan dari fungsi kepatuhan yang bekerja setelah keputusan 
bisnis dibuat menjadi variabel yang hadir sejak tahap perumusan strategi. Ketika keputusan mengenai 
portofolio produk, teknologi, lokasi fasilitas, pemasok, kontrak energi, desain kemasan, dan investasi modal 
memasukkan konsekuensi ekologis sejak awal, organisasi mengurangi kemungkinan terjebak dalam biaya 
koreksi yang mahal di kemudian hari. Pendekatan semacam ini juga menuntut manajer untuk berpikir dalam 
horizon lebih panjang, sebab sebagian besar manfaat lingkungan—seperti penghematan energi kumulatif, 
ketahanan pasokan, reputasi, atau kualitas ekosistem—tidak selalu muncul dalam satu kuartal keuangan. 

Transformasi ini pada dasarnya merupakan perubahan teori nilai. Dalam paradigma konvensional, nilai 
sering dipahami sebagai selisih antara pendapatan dan biaya yang tercatat di perusahaan. Dalam ekonomi 
hijau, pertanyaan diperluas: biaya apa yang belum tercatat, siapa yang menanggungnya, dan kapan biaya 
itu muncul? Emisi, limbah, kehilangan jasa ekosistem, atau paparan risiko iklim mungkin tidak seluruhnya 
muncul sebagai biaya akuntansi saat ini, tetapi tetap merupakan kewajiban ekonomi yang potensial. Karena 
itu, manajemen yang matang mencoba menginternalisasi sebagian biaya tersebut melalui harga bayangan, 
target intensitas sumber daya, provisi risiko, standar desain, atau kriteria investasi. Tujuannya bukan 
membuat keputusan menjadi anti-bisnis, melainkan mengurangi ilusi profit yang sebenarnya dibangun 
dengan memindahkan biaya kepada masyarakat, alam, pemasok, atau masa depan. 
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Pada tingkat implementasi, instrumen seperti energy audit, renewable procurement, electrification, heat 
recovery, dan science-based targets perlu ditempatkan dalam sebuah sistem tata kelola yang jelas. Setiap 
target harus memiliki baseline, pemilik indikator, jadwal, anggaran, dan hubungan dengan keputusan. 
Banyak program keberlanjutan gagal bukan karena perusahaan tidak mempunyai slogan atau kebijakan, 
tetapi karena indikator lingkungan tidak memengaruhi capital expenditure, desain produk, evaluasi 
pemasok, atau remunerasi pimpinan. Transformasi yang efektif menghubungkan data dengan otoritas 
keputusan. Jika konsumsi energi meningkat, misalnya, organisasi harus mengetahui unit mana yang 
bertanggung jawab, penyebab teknisnya, pilihan investasi yang tersedia, periode pengembalian, dampak 
emisi, serta konsekuensi bila tidak bertindak. Dengan cara ini keberlanjutan menjadi proses manajemen, 
bukan kegiatan komunikasi. 

Dari sudut organisasi, dekarbonisasi juga memerlukan koordinasi lintas fungsi. Direktorat keuangan 
cenderung melihat arus kas dan biaya modal; operasi melihat reliabilitas dan throughput; pemasaran 
melihat nilai pelanggan; SDM melihat kompetensi; bagian keberlanjutan melihat dampak dan kepatuhan. 
Tantangannya adalah menciptakan bahasa bersama. Sebuah proyek efisiensi energi, misalnya, seharusnya 
tidak hanya dinilai sebagai proyek teknis, melainkan sebagai kombinasi penghematan biaya, pengurangan 
emisi, pengurangan eksposur harga energi, peningkatan kualitas aset, dan pembelajaran teknologi. Ketika 
manfaat disajikan secara terintegrasi, lebih mudah bagi manajemen puncak untuk membandingkannya 
dengan proyek lain dan mengalokasikan modal secara rasional. 

Dalam konteks Indonesia, transisi energi sangat menentukan biaya dan daya saing industri Indonesia. Hal 
ini membuat pendekatan copy-paste dari negara lain tidak memadai. Struktur industri, bauran energi, 
kapasitas pemerintah daerah, karakter UMKM, geografi kepulauan, tingkat pendapatan konsumen, dan 
kualitas infrastruktur sangat beragam. Prinsip hijau harus diterjemahkan ke dalam urutan prioritas yang 
realistis: pertama mengurangi pemborosan yang jelas, kemudian memperbaiki proses dan teknologi, lalu 
membangun model bisnis serta ekosistem baru. Perusahaan besar dapat menjadi jangkar dengan 
membantu pemasok kecil meningkatkan standar, menyediakan pembiayaan, berbagi teknologi, dan 
menciptakan permintaan atas produk rendah karbon. Dengan demikian, transisi hijau dapat menjadi proses 
upgrading ekonomi, bukan sekadar tambahan biaya kepatuhan. 

Implikasi manajerial yang penting adalah kebutuhan untuk mengelola trade-off secara terbuka. Tidak semua 
proyek hijau langsung menghasilkan laba yang tinggi; tidak semua teknologi baru bebas risiko; dan tidak 
semua standar dapat diterapkan dengan kecepatan yang sama. Manajemen harus membedakan antara 
tindakan 'no-regret' yang sekaligus menghemat biaya dan menurunkan dampak, investasi strategis yang 
perlu horizon panjang, serta tindakan yang terutama dibutuhkan untuk mempertahankan lisensi sosial dan 
kepatuhan. Portofolio semacam itu menghindarkan perusahaan dari dua kesalahan: menolak semua 
agenda hijau karena dianggap mahal, atau menerima setiap proyek hijau tanpa disiplin ekonomi. Ekonomi 
hijau memerlukan idealisme tujuan dan ketelitian manajerial sekaligus. 

Pada akhirnya, keberhasilan dekarbonisasi ditentukan oleh kemampuan organisasi belajar. Teknologi, 
regulasi, harga karbon, preferensi konsumen, dan standar global berubah cepat. Perusahaan membutuhkan 
mekanisme untuk menguji solusi, mengukur hasil, menghentikan eksperimen yang tidak efektif, serta 
memperbesar inisiatif yang berhasil. Pembelajaran juga harus melampaui batas perusahaan melalui 
asosiasi industri, universitas, pemerintah, lembaga keuangan, startup, dan masyarakat. Ekonomi hijau pada 
dasarnya adalah transformasi ekosistem; keunggulan satu perusahaan akan sulit bertahan bila pemasok, 
infrastruktur publik, tenaga kerja, dan pasar tidak ikut berubah. Karena itu, kompetisi perlu dilengkapi 
kolaborasi pada area seperti standar data, teknologi dasar, daur ulang, pelatihan, dan infrastruktur 
bersama. 
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Ilustrasi praktis dapat dilihat pada perusahaan manufaktur hipotetis 'Nusantara Prima'. Ketika perusahaan 
ini menerapkan prinsip dekarbonisasi, manajemen tidak memulai dengan kampanye publik, tetapi dengan 
pemetaan aliran energi, air, material, emisi, biaya kegagalan, dan ketergantungan pemasok. Dari pemetaan 
itu ditemukan bahwa sebagian biaya produksi sebenarnya berasal dari kehilangan panas, scrap material, 
waktu mesin yang tidak optimal, transportasi kosong, dan produk yang sulit diperbaiki. Tim lintas fungsi 
kemudian memilih beberapa proyek awal yang dapat diukur, menyepakati indikator, dan memasukkannya 
ke proses budgeting. Setelah hasil awal terbukti, perusahaan memperluas pendekatan ke desain produk, 
kontrak pemasok, serta model layanan. Kasus hipotetis ini menunjukkan bahwa transformasi hijau menjadi 
kredibel ketika dimulai dari data operasional dan dibawa ke keputusan strategis, bukan ketika berhenti pada 
simbol atau slogan. 

11. Green Supply Chain Management 
Dalam kerangka rantai pasok hijau, persoalan utama bukan lagi apakah isu lingkungan harus diperhatikan, 
melainkan bagaimana isu tersebut ditempatkan di dalam logika inti manajemen. Secara konseptual, 
memperluas tanggung jawab lingkungan dari batas pabrik ke seluruh jejaring pemasok dan distribusi. Ini 
mengubah posisi lingkungan dari fungsi kepatuhan yang bekerja setelah keputusan bisnis dibuat menjadi 
variabel yang hadir sejak tahap perumusan strategi. Ketika keputusan mengenai portofolio produk, 
teknologi, lokasi fasilitas, pemasok, kontrak energi, desain kemasan, dan investasi modal memasukkan 
konsekuensi ekologis sejak awal, organisasi mengurangi kemungkinan terjebak dalam biaya koreksi yang 
mahal di kemudian hari. Pendekatan semacam ini juga menuntut manajer untuk berpikir dalam horizon lebih 
panjang, sebab sebagian besar manfaat lingkungan—seperti penghematan energi kumulatif, ketahanan 
pasokan, reputasi, atau kualitas ekosistem—tidak selalu muncul dalam satu kuartal keuangan. 

Transformasi ini pada dasarnya merupakan perubahan teori nilai. Dalam paradigma konvensional, nilai 
sering dipahami sebagai selisih antara pendapatan dan biaya yang tercatat di perusahaan. Dalam ekonomi 
hijau, pertanyaan diperluas: biaya apa yang belum tercatat, siapa yang menanggungnya, dan kapan biaya 
itu muncul? Emisi, limbah, kehilangan jasa ekosistem, atau paparan risiko iklim mungkin tidak seluruhnya 
muncul sebagai biaya akuntansi saat ini, tetapi tetap merupakan kewajiban ekonomi yang potensial. Karena 
itu, manajemen yang matang mencoba menginternalisasi sebagian biaya tersebut melalui harga bayangan, 
target intensitas sumber daya, provisi risiko, standar desain, atau kriteria investasi. Tujuannya bukan 
membuat keputusan menjadi anti-bisnis, melainkan mengurangi ilusi profit yang sebenarnya dibangun 
dengan memindahkan biaya kepada masyarakat, alam, pemasok, atau masa depan. 

Pada tingkat implementasi, instrumen seperti green procurement, supplier development, traceability, 
logistics optimization, dan lifecycle assessment perlu ditempatkan dalam sebuah sistem tata kelola yang 
jelas. Setiap target harus memiliki baseline, pemilik indikator, jadwal, anggaran, dan hubungan dengan 
keputusan. Banyak program keberlanjutan gagal bukan karena perusahaan tidak mempunyai slogan atau 
kebijakan, tetapi karena indikator lingkungan tidak memengaruhi capital expenditure, desain produk, 
evaluasi pemasok, atau remunerasi pimpinan. Transformasi yang efektif menghubungkan data dengan 
otoritas keputusan. Jika konsumsi energi meningkat, misalnya, organisasi harus mengetahui unit mana yang 
bertanggung jawab, penyebab teknisnya, pilihan investasi yang tersedia, periode pengembalian, dampak 
emisi, serta konsekuensi bila tidak bertindak. Dengan cara ini keberlanjutan menjadi proses manajemen, 
bukan kegiatan komunikasi. 

Dari sudut organisasi, rantai pasok hijau juga memerlukan koordinasi lintas fungsi. Direktorat keuangan 
cenderung melihat arus kas dan biaya modal; operasi melihat reliabilitas dan throughput; pemasaran 
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melihat nilai pelanggan; SDM melihat kompetensi; bagian keberlanjutan melihat dampak dan kepatuhan. 
Tantangannya adalah menciptakan bahasa bersama. Sebuah proyek efisiensi energi, misalnya, seharusnya 
tidak hanya dinilai sebagai proyek teknis, melainkan sebagai kombinasi penghematan biaya, pengurangan 
emisi, pengurangan eksposur harga energi, peningkatan kualitas aset, dan pembelajaran teknologi. Ketika 
manfaat disajikan secara terintegrasi, lebih mudah bagi manajemen puncak untuk membandingkannya 
dengan proyek lain dan mengalokasikan modal secara rasional. 

Dalam konteks Indonesia, komoditas Indonesia semakin dituntut memiliki keterlacakan dan bukti 
keberlanjutan. Hal ini membuat pendekatan copy-paste dari negara lain tidak memadai. Struktur industri, 
bauran energi, kapasitas pemerintah daerah, karakter UMKM, geografi kepulauan, tingkat pendapatan 
konsumen, dan kualitas infrastruktur sangat beragam. Prinsip hijau harus diterjemahkan ke dalam urutan 
prioritas yang realistis: pertama mengurangi pemborosan yang jelas, kemudian memperbaiki proses dan 
teknologi, lalu membangun model bisnis serta ekosistem baru. Perusahaan besar dapat menjadi jangkar 
dengan membantu pemasok kecil meningkatkan standar, menyediakan pembiayaan, berbagi teknologi, dan 
menciptakan permintaan atas produk rendah karbon. Dengan demikian, transisi hijau dapat menjadi proses 
upgrading ekonomi, bukan sekadar tambahan biaya kepatuhan. 

Implikasi manajerial yang penting adalah kebutuhan untuk mengelola trade-off secara terbuka. Tidak semua 
proyek hijau langsung menghasilkan laba yang tinggi; tidak semua teknologi baru bebas risiko; dan tidak 
semua standar dapat diterapkan dengan kecepatan yang sama. Manajemen harus membedakan antara 
tindakan 'no-regret' yang sekaligus menghemat biaya dan menurunkan dampak, investasi strategis yang 
perlu horizon panjang, serta tindakan yang terutama dibutuhkan untuk mempertahankan lisensi sosial dan 
kepatuhan. Portofolio semacam itu menghindarkan perusahaan dari dua kesalahan: menolak semua 
agenda hijau karena dianggap mahal, atau menerima setiap proyek hijau tanpa disiplin ekonomi. Ekonomi 
hijau memerlukan idealisme tujuan dan ketelitian manajerial sekaligus. 

Pada akhirnya, keberhasilan rantai pasok hijau ditentukan oleh kemampuan organisasi belajar. Teknologi, 
regulasi, harga karbon, preferensi konsumen, dan standar global berubah cepat. Perusahaan membutuhkan 
mekanisme untuk menguji solusi, mengukur hasil, menghentikan eksperimen yang tidak efektif, serta 
memperbesar inisiatif yang berhasil. Pembelajaran juga harus melampaui batas perusahaan melalui 
asosiasi industri, universitas, pemerintah, lembaga keuangan, startup, dan masyarakat. Ekonomi hijau pada 
dasarnya adalah transformasi ekosistem; keunggulan satu perusahaan akan sulit bertahan bila pemasok, 
infrastruktur publik, tenaga kerja, dan pasar tidak ikut berubah. Karena itu, kompetisi perlu dilengkapi 
kolaborasi pada area seperti standar data, teknologi dasar, daur ulang, pelatihan, dan infrastruktur 
bersama. 

Ilustrasi praktis dapat dilihat pada perusahaan manufaktur hipotetis 'Nusantara Prima'. Ketika perusahaan 
ini menerapkan prinsip rantai pasok hijau, manajemen tidak memulai dengan kampanye publik, tetapi 
dengan pemetaan aliran energi, air, material, emisi, biaya kegagalan, dan ketergantungan pemasok. Dari 
pemetaan itu ditemukan bahwa sebagian biaya produksi sebenarnya berasal dari kehilangan panas, scrap 
material, waktu mesin yang tidak optimal, transportasi kosong, dan produk yang sulit diperbaiki. Tim lintas 
fungsi kemudian memilih beberapa proyek awal yang dapat diukur, menyepakati indikator, dan 
memasukkannya ke proses budgeting. Setelah hasil awal terbukti, perusahaan memperluas pendekatan ke 
desain produk, kontrak pemasok, serta model layanan. Kasus hipotetis ini menunjukkan bahwa 
transformasi hijau menjadi kredibel ketika dimulai dari data operasional dan dibawa ke keputusan strategis, 
bukan ketika berhenti pada simbol atau slogan. 
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12. Green Innovation dan Eco-Design 
Dalam kerangka green innovation, persoalan utama bukan lagi apakah isu lingkungan harus diperhatikan, 
melainkan bagaimana isu tersebut ditempatkan di dalam logika inti manajemen. Secara konseptual, 
mengubah masalah lingkungan menjadi ruang inovasi produk, proses, layanan, dan teknologi. Ini mengubah 
posisi lingkungan dari fungsi kepatuhan yang bekerja setelah keputusan bisnis dibuat menjadi variabel yang 
hadir sejak tahap perumusan strategi. Ketika keputusan mengenai portofolio produk, teknologi, lokasi 
fasilitas, pemasok, kontrak energi, desain kemasan, dan investasi modal memasukkan konsekuensi 
ekologis sejak awal, organisasi mengurangi kemungkinan terjebak dalam biaya koreksi yang mahal di 
kemudian hari. Pendekatan semacam ini juga menuntut manajer untuk berpikir dalam horizon lebih 
panjang, sebab sebagian besar manfaat lingkungan—seperti penghematan energi kumulatif, ketahanan 
pasokan, reputasi, atau kualitas ekosistem—tidak selalu muncul dalam satu kuartal keuangan. 

Transformasi ini pada dasarnya merupakan perubahan teori nilai. Dalam paradigma konvensional, nilai 
sering dipahami sebagai selisih antara pendapatan dan biaya yang tercatat di perusahaan. Dalam ekonomi 
hijau, pertanyaan diperluas: biaya apa yang belum tercatat, siapa yang menanggungnya, dan kapan biaya 
itu muncul? Emisi, limbah, kehilangan jasa ekosistem, atau paparan risiko iklim mungkin tidak seluruhnya 
muncul sebagai biaya akuntansi saat ini, tetapi tetap merupakan kewajiban ekonomi yang potensial. Karena 
itu, manajemen yang matang mencoba menginternalisasi sebagian biaya tersebut melalui harga bayangan, 
target intensitas sumber daya, provisi risiko, standar desain, atau kriteria investasi. Tujuannya bukan 
membuat keputusan menjadi anti-bisnis, melainkan mengurangi ilusi profit yang sebenarnya dibangun 
dengan memindahkan biaya kepada masyarakat, alam, pemasok, atau masa depan. 

Pada tingkat implementasi, instrumen seperti design for durability, modularity, low-impact materials, 
cleaner production, dan digital prototyping perlu ditempatkan dalam sebuah sistem tata kelola yang jelas. 
Setiap target harus memiliki baseline, pemilik indikator, jadwal, anggaran, dan hubungan dengan 
keputusan. Banyak program keberlanjutan gagal bukan karena perusahaan tidak mempunyai slogan atau 
kebijakan, tetapi karena indikator lingkungan tidak memengaruhi capital expenditure, desain produk, 
evaluasi pemasok, atau remunerasi pimpinan. Transformasi yang efektif menghubungkan data dengan 
otoritas keputusan. Jika konsumsi energi meningkat, misalnya, organisasi harus mengetahui unit mana yang 
bertanggung jawab, penyebab teknisnya, pilihan investasi yang tersedia, periode pengembalian, dampak 
emisi, serta konsekuensi bila tidak bertindak. Dengan cara ini keberlanjutan menjadi proses manajemen, 
bukan kegiatan komunikasi. 

Dari sudut organisasi, green innovation juga memerlukan koordinasi lintas fungsi. Direktorat keuangan 
cenderung melihat arus kas dan biaya modal; operasi melihat reliabilitas dan throughput; pemasaran 
melihat nilai pelanggan; SDM melihat kompetensi; bagian keberlanjutan melihat dampak dan kepatuhan. 
Tantangannya adalah menciptakan bahasa bersama. Sebuah proyek efisiensi energi, misalnya, seharusnya 
tidak hanya dinilai sebagai proyek teknis, melainkan sebagai kombinasi penghematan biaya, pengurangan 
emisi, pengurangan eksposur harga energi, peningkatan kualitas aset, dan pembelajaran teknologi. Ketika 
manfaat disajikan secara terintegrasi, lebih mudah bagi manajemen puncak untuk membandingkannya 
dengan proyek lain dan mengalokasikan modal secara rasional. 

Dalam konteks Indonesia, inovasi hijau dapat meningkatkan nilai tambah industri dan mengurangi 
ketergantungan bahan impor. Hal ini membuat pendekatan copy-paste dari negara lain tidak memadai. 
Struktur industri, bauran energi, kapasitas pemerintah daerah, karakter UMKM, geografi kepulauan, tingkat 
pendapatan konsumen, dan kualitas infrastruktur sangat beragam. Prinsip hijau harus diterjemahkan ke 
dalam urutan prioritas yang realistis: pertama mengurangi pemborosan yang jelas, kemudian memperbaiki 
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proses dan teknologi, lalu membangun model bisnis serta ekosistem baru. Perusahaan besar dapat menjadi 
jangkar dengan membantu pemasok kecil meningkatkan standar, menyediakan pembiayaan, berbagi 
teknologi, dan menciptakan permintaan atas produk rendah karbon. Dengan demikian, transisi hijau dapat 
menjadi proses upgrading ekonomi, bukan sekadar tambahan biaya kepatuhan. 

Implikasi manajerial yang penting adalah kebutuhan untuk mengelola trade-off secara terbuka. Tidak semua 
proyek hijau langsung menghasilkan laba yang tinggi; tidak semua teknologi baru bebas risiko; dan tidak 
semua standar dapat diterapkan dengan kecepatan yang sama. Manajemen harus membedakan antara 
tindakan 'no-regret' yang sekaligus menghemat biaya dan menurunkan dampak, investasi strategis yang 
perlu horizon panjang, serta tindakan yang terutama dibutuhkan untuk mempertahankan lisensi sosial dan 
kepatuhan. Portofolio semacam itu menghindarkan perusahaan dari dua kesalahan: menolak semua 
agenda hijau karena dianggap mahal, atau menerima setiap proyek hijau tanpa disiplin ekonomi. Ekonomi 
hijau memerlukan idealisme tujuan dan ketelitian manajerial sekaligus. 

Pada akhirnya, keberhasilan green innovation ditentukan oleh kemampuan organisasi belajar. Teknologi, 
regulasi, harga karbon, preferensi konsumen, dan standar global berubah cepat. Perusahaan membutuhkan 
mekanisme untuk menguji solusi, mengukur hasil, menghentikan eksperimen yang tidak efektif, serta 
memperbesar inisiatif yang berhasil. Pembelajaran juga harus melampaui batas perusahaan melalui 
asosiasi industri, universitas, pemerintah, lembaga keuangan, startup, dan masyarakat. Ekonomi hijau pada 
dasarnya adalah transformasi ekosistem; keunggulan satu perusahaan akan sulit bertahan bila pemasok, 
infrastruktur publik, tenaga kerja, dan pasar tidak ikut berubah. Karena itu, kompetisi perlu dilengkapi 
kolaborasi pada area seperti standar data, teknologi dasar, daur ulang, pelatihan, dan infrastruktur 
bersama. 

Ilustrasi praktis dapat dilihat pada perusahaan manufaktur hipotetis 'Nusantara Prima'. Ketika perusahaan 
ini menerapkan prinsip green innovation, manajemen tidak memulai dengan kampanye publik, tetapi 
dengan pemetaan aliran energi, air, material, emisi, biaya kegagalan, dan ketergantungan pemasok. Dari 
pemetaan itu ditemukan bahwa sebagian biaya produksi sebenarnya berasal dari kehilangan panas, scrap 
material, waktu mesin yang tidak optimal, transportasi kosong, dan produk yang sulit diperbaiki. Tim lintas 
fungsi kemudian memilih beberapa proyek awal yang dapat diukur, menyepakati indikator, dan 
memasukkannya ke proses budgeting. Setelah hasil awal terbukti, perusahaan memperluas pendekatan ke 
desain produk, kontrak pemasok, serta model layanan. Kasus hipotetis ini menunjukkan bahwa 
transformasi hijau menjadi kredibel ketika dimulai dari data operasional dan dibawa ke keputusan strategis, 
bukan ketika berhenti pada simbol atau slogan. 

13. Keuangan Hijau dan Penganggaran Modal 
Dalam kerangka green finance, persoalan utama bukan lagi apakah isu lingkungan harus diperhatikan, 
melainkan bagaimana isu tersebut ditempatkan di dalam logika inti manajemen. Secara konseptual, 
memasukkan risiko iklim dan dampak lingkungan ke dalam keputusan alokasi modal. Ini mengubah posisi 
lingkungan dari fungsi kepatuhan yang bekerja setelah keputusan bisnis dibuat menjadi variabel yang hadir 
sejak tahap perumusan strategi. Ketika keputusan mengenai portofolio produk, teknologi, lokasi fasilitas, 
pemasok, kontrak energi, desain kemasan, dan investasi modal memasukkan konsekuensi ekologis sejak 
awal, organisasi mengurangi kemungkinan terjebak dalam biaya koreksi yang mahal di kemudian hari. 
Pendekatan semacam ini juga menuntut manajer untuk berpikir dalam horizon lebih panjang, sebab 
sebagian besar manfaat lingkungan—seperti penghematan energi kumulatif, ketahanan pasokan, reputasi, 
atau kualitas ekosistem—tidak selalu muncul dalam satu kuartal keuangan. 
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Transformasi ini pada dasarnya merupakan perubahan teori nilai. Dalam paradigma konvensional, nilai 
sering dipahami sebagai selisih antara pendapatan dan biaya yang tercatat di perusahaan. Dalam ekonomi 
hijau, pertanyaan diperluas: biaya apa yang belum tercatat, siapa yang menanggungnya, dan kapan biaya 
itu muncul? Emisi, limbah, kehilangan jasa ekosistem, atau paparan risiko iklim mungkin tidak seluruhnya 
muncul sebagai biaya akuntansi saat ini, tetapi tetap merupakan kewajiban ekonomi yang potensial. Karena 
itu, manajemen yang matang mencoba menginternalisasi sebagian biaya tersebut melalui harga bayangan, 
target intensitas sumber daya, provisi risiko, standar desain, atau kriteria investasi. Tujuannya bukan 
membuat keputusan menjadi anti-bisnis, melainkan mengurangi ilusi profit yang sebenarnya dibangun 
dengan memindahkan biaya kepada masyarakat, alam, pemasok, atau masa depan. 

Pada tingkat implementasi, instrumen seperti green bonds, sustainability-linked finance, internal carbon 
price, scenario analysis, dan shadow pricing perlu ditempatkan dalam sebuah sistem tata kelola yang jelas. 
Setiap target harus memiliki baseline, pemilik indikator, jadwal, anggaran, dan hubungan dengan 
keputusan. Banyak program keberlanjutan gagal bukan karena perusahaan tidak mempunyai slogan atau 
kebijakan, tetapi karena indikator lingkungan tidak memengaruhi capital expenditure, desain produk, 
evaluasi pemasok, atau remunerasi pimpinan. Transformasi yang efektif menghubungkan data dengan 
otoritas keputusan. Jika konsumsi energi meningkat, misalnya, organisasi harus mengetahui unit mana yang 
bertanggung jawab, penyebab teknisnya, pilihan investasi yang tersedia, periode pengembalian, dampak 
emisi, serta konsekuensi bila tidak bertindak. Dengan cara ini keberlanjutan menjadi proses manajemen, 
bukan kegiatan komunikasi. 

Dari sudut organisasi, green finance juga memerlukan koordinasi lintas fungsi. Direktorat keuangan 
cenderung melihat arus kas dan biaya modal; operasi melihat reliabilitas dan throughput; pemasaran 
melihat nilai pelanggan; SDM melihat kompetensi; bagian keberlanjutan melihat dampak dan kepatuhan. 
Tantangannya adalah menciptakan bahasa bersama. Sebuah proyek efisiensi energi, misalnya, seharusnya 
tidak hanya dinilai sebagai proyek teknis, melainkan sebagai kombinasi penghematan biaya, pengurangan 
emisi, pengurangan eksposur harga energi, peningkatan kualitas aset, dan pembelajaran teknologi. Ketika 
manfaat disajikan secara terintegrasi, lebih mudah bagi manajemen puncak untuk membandingkannya 
dengan proyek lain dan mengalokasikan modal secara rasional. 

Dalam konteks Indonesia, taksonomi dan pembiayaan transisi penting untuk mengarahkan investasi 
Indonesia. Hal ini membuat pendekatan copy-paste dari negara lain tidak memadai. Struktur industri, 
bauran energi, kapasitas pemerintah daerah, karakter UMKM, geografi kepulauan, tingkat pendapatan 
konsumen, dan kualitas infrastruktur sangat beragam. Prinsip hijau harus diterjemahkan ke dalam urutan 
prioritas yang realistis: pertama mengurangi pemborosan yang jelas, kemudian memperbaiki proses dan 
teknologi, lalu membangun model bisnis serta ekosistem baru. Perusahaan besar dapat menjadi jangkar 
dengan membantu pemasok kecil meningkatkan standar, menyediakan pembiayaan, berbagi teknologi, dan 
menciptakan permintaan atas produk rendah karbon. Dengan demikian, transisi hijau dapat menjadi proses 
upgrading ekonomi, bukan sekadar tambahan biaya kepatuhan. 

Implikasi manajerial yang penting adalah kebutuhan untuk mengelola trade-off secara terbuka. Tidak semua 
proyek hijau langsung menghasilkan laba yang tinggi; tidak semua teknologi baru bebas risiko; dan tidak 
semua standar dapat diterapkan dengan kecepatan yang sama. Manajemen harus membedakan antara 
tindakan 'no-regret' yang sekaligus menghemat biaya dan menurunkan dampak, investasi strategis yang 
perlu horizon panjang, serta tindakan yang terutama dibutuhkan untuk mempertahankan lisensi sosial dan 
kepatuhan. Portofolio semacam itu menghindarkan perusahaan dari dua kesalahan: menolak semua 
agenda hijau karena dianggap mahal, atau menerima setiap proyek hijau tanpa disiplin ekonomi. Ekonomi 
hijau memerlukan idealisme tujuan dan ketelitian manajerial sekaligus. 
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Pada akhirnya, keberhasilan green finance ditentukan oleh kemampuan organisasi belajar. Teknologi, 
regulasi, harga karbon, preferensi konsumen, dan standar global berubah cepat. Perusahaan membutuhkan 
mekanisme untuk menguji solusi, mengukur hasil, menghentikan eksperimen yang tidak efektif, serta 
memperbesar inisiatif yang berhasil. Pembelajaran juga harus melampaui batas perusahaan melalui 
asosiasi industri, universitas, pemerintah, lembaga keuangan, startup, dan masyarakat. Ekonomi hijau pada 
dasarnya adalah transformasi ekosistem; keunggulan satu perusahaan akan sulit bertahan bila pemasok, 
infrastruktur publik, tenaga kerja, dan pasar tidak ikut berubah. Karena itu, kompetisi perlu dilengkapi 
kolaborasi pada area seperti standar data, teknologi dasar, daur ulang, pelatihan, dan infrastruktur 
bersama. 

Ilustrasi praktis dapat dilihat pada perusahaan manufaktur hipotetis 'Nusantara Prima'. Ketika perusahaan 
ini menerapkan prinsip green finance, manajemen tidak memulai dengan kampanye publik, tetapi dengan 
pemetaan aliran energi, air, material, emisi, biaya kegagalan, dan ketergantungan pemasok. Dari pemetaan 
itu ditemukan bahwa sebagian biaya produksi sebenarnya berasal dari kehilangan panas, scrap material, 
waktu mesin yang tidak optimal, transportasi kosong, dan produk yang sulit diperbaiki. Tim lintas fungsi 
kemudian memilih beberapa proyek awal yang dapat diukur, menyepakati indikator, dan memasukkannya 
ke proses budgeting. Setelah hasil awal terbukti, perusahaan memperluas pendekatan ke desain produk, 
kontrak pemasok, serta model layanan. Kasus hipotetis ini menunjukkan bahwa transformasi hijau menjadi 
kredibel ketika dimulai dari data operasional dan dibawa ke keputusan strategis, bukan ketika berhenti pada 
simbol atau slogan. 

14. ESG: Dari Pelaporan ke Sistem Manajemen 
Dalam kerangka ESG, persoalan utama bukan lagi apakah isu lingkungan harus diperhatikan, melainkan 
bagaimana isu tersebut ditempatkan di dalam logika inti manajemen. Secara konseptual, menggeser ESG 
dari laporan reputasi menjadi sistem informasi dan pengambilan keputusan. Ini mengubah posisi 
lingkungan dari fungsi kepatuhan yang bekerja setelah keputusan bisnis dibuat menjadi variabel yang hadir 
sejak tahap perumusan strategi. Ketika keputusan mengenai portofolio produk, teknologi, lokasi fasilitas, 
pemasok, kontrak energi, desain kemasan, dan investasi modal memasukkan konsekuensi ekologis sejak 
awal, organisasi mengurangi kemungkinan terjebak dalam biaya koreksi yang mahal di kemudian hari. 
Pendekatan semacam ini juga menuntut manajer untuk berpikir dalam horizon lebih panjang, sebab 
sebagian besar manfaat lingkungan—seperti penghematan energi kumulatif, ketahanan pasokan, reputasi, 
atau kualitas ekosistem—tidak selalu muncul dalam satu kuartal keuangan. 

Transformasi ini pada dasarnya merupakan perubahan teori nilai. Dalam paradigma konvensional, nilai 
sering dipahami sebagai selisih antara pendapatan dan biaya yang tercatat di perusahaan. Dalam ekonomi 
hijau, pertanyaan diperluas: biaya apa yang belum tercatat, siapa yang menanggungnya, dan kapan biaya 
itu muncul? Emisi, limbah, kehilangan jasa ekosistem, atau paparan risiko iklim mungkin tidak seluruhnya 
muncul sebagai biaya akuntansi saat ini, tetapi tetap merupakan kewajiban ekonomi yang potensial. Karena 
itu, manajemen yang matang mencoba menginternalisasi sebagian biaya tersebut melalui harga bayangan, 
target intensitas sumber daya, provisi risiko, standar desain, atau kriteria investasi. Tujuannya bukan 
membuat keputusan menjadi anti-bisnis, melainkan mengurangi ilusi profit yang sebenarnya dibangun 
dengan memindahkan biaya kepada masyarakat, alam, pemasok, atau masa depan. 

Pada tingkat implementasi, instrumen seperti materiality, KPI, assurance, board oversight, dan data 
governance perlu ditempatkan dalam sebuah sistem tata kelola yang jelas. Setiap target harus memiliki 
baseline, pemilik indikator, jadwal, anggaran, dan hubungan dengan keputusan. Banyak program 
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keberlanjutan gagal bukan karena perusahaan tidak mempunyai slogan atau kebijakan, tetapi karena 
indikator lingkungan tidak memengaruhi capital expenditure, desain produk, evaluasi pemasok, atau 
remunerasi pimpinan. Transformasi yang efektif menghubungkan data dengan otoritas keputusan. Jika 
konsumsi energi meningkat, misalnya, organisasi harus mengetahui unit mana yang bertanggung jawab, 
penyebab teknisnya, pilihan investasi yang tersedia, periode pengembalian, dampak emisi, serta 
konsekuensi bila tidak bertindak. Dengan cara ini keberlanjutan menjadi proses manajemen, bukan kegiatan 
komunikasi. 

Dari sudut organisasi, ESG juga memerlukan koordinasi lintas fungsi. Direktorat keuangan cenderung 
melihat arus kas dan biaya modal; operasi melihat reliabilitas dan throughput; pemasaran melihat nilai 
pelanggan; SDM melihat kompetensi; bagian keberlanjutan melihat dampak dan kepatuhan. Tantangannya 
adalah menciptakan bahasa bersama. Sebuah proyek efisiensi energi, misalnya, seharusnya tidak hanya 
dinilai sebagai proyek teknis, melainkan sebagai kombinasi penghematan biaya, pengurangan emisi, 
pengurangan eksposur harga energi, peningkatan kualitas aset, dan pembelajaran teknologi. Ketika manfaat 
disajikan secara terintegrasi, lebih mudah bagi manajemen puncak untuk membandingkannya dengan 
proyek lain dan mengalokasikan modal secara rasional. 

Dalam konteks Indonesia, perusahaan terbuka dan rantai pasok ekspor menghadapi tuntutan transparansi 
yang meningkat. Hal ini membuat pendekatan copy-paste dari negara lain tidak memadai. Struktur industri, 
bauran energi, kapasitas pemerintah daerah, karakter UMKM, geografi kepulauan, tingkat pendapatan 
konsumen, dan kualitas infrastruktur sangat beragam. Prinsip hijau harus diterjemahkan ke dalam urutan 
prioritas yang realistis: pertama mengurangi pemborosan yang jelas, kemudian memperbaiki proses dan 
teknologi, lalu membangun model bisnis serta ekosistem baru. Perusahaan besar dapat menjadi jangkar 
dengan membantu pemasok kecil meningkatkan standar, menyediakan pembiayaan, berbagi teknologi, dan 
menciptakan permintaan atas produk rendah karbon. Dengan demikian, transisi hijau dapat menjadi proses 
upgrading ekonomi, bukan sekadar tambahan biaya kepatuhan. 

Implikasi manajerial yang penting adalah kebutuhan untuk mengelola trade-off secara terbuka. Tidak semua 
proyek hijau langsung menghasilkan laba yang tinggi; tidak semua teknologi baru bebas risiko; dan tidak 
semua standar dapat diterapkan dengan kecepatan yang sama. Manajemen harus membedakan antara 
tindakan 'no-regret' yang sekaligus menghemat biaya dan menurunkan dampak, investasi strategis yang 
perlu horizon panjang, serta tindakan yang terutama dibutuhkan untuk mempertahankan lisensi sosial dan 
kepatuhan. Portofolio semacam itu menghindarkan perusahaan dari dua kesalahan: menolak semua 
agenda hijau karena dianggap mahal, atau menerima setiap proyek hijau tanpa disiplin ekonomi. Ekonomi 
hijau memerlukan idealisme tujuan dan ketelitian manajerial sekaligus. 

Pada akhirnya, keberhasilan ESG ditentukan oleh kemampuan organisasi belajar. Teknologi, regulasi, harga 
karbon, preferensi konsumen, dan standar global berubah cepat. Perusahaan membutuhkan mekanisme 
untuk menguji solusi, mengukur hasil, menghentikan eksperimen yang tidak efektif, serta memperbesar 
inisiatif yang berhasil. Pembelajaran juga harus melampaui batas perusahaan melalui asosiasi industri, 
universitas, pemerintah, lembaga keuangan, startup, dan masyarakat. Ekonomi hijau pada dasarnya adalah 
transformasi ekosistem; keunggulan satu perusahaan akan sulit bertahan bila pemasok, infrastruktur 
publik, tenaga kerja, dan pasar tidak ikut berubah. Karena itu, kompetisi perlu dilengkapi kolaborasi pada 
area seperti standar data, teknologi dasar, daur ulang, pelatihan, dan infrastruktur bersama. 

Ilustrasi praktis dapat dilihat pada perusahaan manufaktur hipotetis 'Nusantara Prima'. Ketika perusahaan 
ini menerapkan prinsip ESG, manajemen tidak memulai dengan kampanye publik, tetapi dengan pemetaan 
aliran energi, air, material, emisi, biaya kegagalan, dan ketergantungan pemasok. Dari pemetaan itu 
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ditemukan bahwa sebagian biaya produksi sebenarnya berasal dari kehilangan panas, scrap material, waktu 
mesin yang tidak optimal, transportasi kosong, dan produk yang sulit diperbaiki. Tim lintas fungsi kemudian 
memilih beberapa proyek awal yang dapat diukur, menyepakati indikator, dan memasukkannya ke proses 
budgeting. Setelah hasil awal terbukti, perusahaan memperluas pendekatan ke desain produk, kontrak 
pemasok, serta model layanan. Kasus hipotetis ini menunjukkan bahwa transformasi hijau menjadi kredibel 
ketika dimulai dari data operasional dan dibawa ke keputusan strategis, bukan ketika berhenti pada simbol 
atau slogan. 

15. Akuntansi Karbon dan Internal Carbon Pricing 
Dalam kerangka akuntansi karbon, persoalan utama bukan lagi apakah isu lingkungan harus diperhatikan, 
melainkan bagaimana isu tersebut ditempatkan di dalam logika inti manajemen. Secara konseptual, 
membuat emisi terlihat dalam bahasa manajemen dan keputusan investasi. Ini mengubah posisi lingkungan 
dari fungsi kepatuhan yang bekerja setelah keputusan bisnis dibuat menjadi variabel yang hadir sejak tahap 
perumusan strategi. Ketika keputusan mengenai portofolio produk, teknologi, lokasi fasilitas, pemasok, 
kontrak energi, desain kemasan, dan investasi modal memasukkan konsekuensi ekologis sejak awal, 
organisasi mengurangi kemungkinan terjebak dalam biaya koreksi yang mahal di kemudian hari. Pendekatan 
semacam ini juga menuntut manajer untuk berpikir dalam horizon lebih panjang, sebab sebagian besar 
manfaat lingkungan—seperti penghematan energi kumulatif, ketahanan pasokan, reputasi, atau kualitas 
ekosistem—tidak selalu muncul dalam satu kuartal keuangan. 

Transformasi ini pada dasarnya merupakan perubahan teori nilai. Dalam paradigma konvensional, nilai 
sering dipahami sebagai selisih antara pendapatan dan biaya yang tercatat di perusahaan. Dalam ekonomi 
hijau, pertanyaan diperluas: biaya apa yang belum tercatat, siapa yang menanggungnya, dan kapan biaya 
itu muncul? Emisi, limbah, kehilangan jasa ekosistem, atau paparan risiko iklim mungkin tidak seluruhnya 
muncul sebagai biaya akuntansi saat ini, tetapi tetap merupakan kewajiban ekonomi yang potensial. Karena 
itu, manajemen yang matang mencoba menginternalisasi sebagian biaya tersebut melalui harga bayangan, 
target intensitas sumber daya, provisi risiko, standar desain, atau kriteria investasi. Tujuannya bukan 
membuat keputusan menjadi anti-bisnis, melainkan mengurangi ilusi profit yang sebenarnya dibangun 
dengan memindahkan biaya kepada masyarakat, alam, pemasok, atau masa depan. 

Pada tingkat implementasi, instrumen seperti Scope 1, Scope 2, Scope 3, marginal abatement cost, dan 
internal carbon price perlu ditempatkan dalam sebuah sistem tata kelola yang jelas. Setiap target harus 
memiliki baseline, pemilik indikator, jadwal, anggaran, dan hubungan dengan keputusan. Banyak program 
keberlanjutan gagal bukan karena perusahaan tidak mempunyai slogan atau kebijakan, tetapi karena 
indikator lingkungan tidak memengaruhi capital expenditure, desain produk, evaluasi pemasok, atau 
remunerasi pimpinan. Transformasi yang efektif menghubungkan data dengan otoritas keputusan. Jika 
konsumsi energi meningkat, misalnya, organisasi harus mengetahui unit mana yang bertanggung jawab, 
penyebab teknisnya, pilihan investasi yang tersedia, periode pengembalian, dampak emisi, serta 
konsekuensi bila tidak bertindak. Dengan cara ini keberlanjutan menjadi proses manajemen, bukan kegiatan 
komunikasi. 

Dari sudut organisasi, akuntansi karbon juga memerlukan koordinasi lintas fungsi. Direktorat keuangan 
cenderung melihat arus kas dan biaya modal; operasi melihat reliabilitas dan throughput; pemasaran 
melihat nilai pelanggan; SDM melihat kompetensi; bagian keberlanjutan melihat dampak dan kepatuhan. 
Tantangannya adalah menciptakan bahasa bersama. Sebuah proyek efisiensi energi, misalnya, seharusnya 
tidak hanya dinilai sebagai proyek teknis, melainkan sebagai kombinasi penghematan biaya, pengurangan 
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emisi, pengurangan eksposur harga energi, peningkatan kualitas aset, dan pembelajaran teknologi. Ketika 
manfaat disajikan secara terintegrasi, lebih mudah bagi manajemen puncak untuk membandingkannya 
dengan proyek lain dan mengalokasikan modal secara rasional. 

Dalam konteks Indonesia, pengukuran emisi yang kredibel menjadi fondasi pasar karbon dan strategi 
dekarbonisasi. Hal ini membuat pendekatan copy-paste dari negara lain tidak memadai. Struktur industri, 
bauran energi, kapasitas pemerintah daerah, karakter UMKM, geografi kepulauan, tingkat pendapatan 
konsumen, dan kualitas infrastruktur sangat beragam. Prinsip hijau harus diterjemahkan ke dalam urutan 
prioritas yang realistis: pertama mengurangi pemborosan yang jelas, kemudian memperbaiki proses dan 
teknologi, lalu membangun model bisnis serta ekosistem baru. Perusahaan besar dapat menjadi jangkar 
dengan membantu pemasok kecil meningkatkan standar, menyediakan pembiayaan, berbagi teknologi, dan 
menciptakan permintaan atas produk rendah karbon. Dengan demikian, transisi hijau dapat menjadi proses 
upgrading ekonomi, bukan sekadar tambahan biaya kepatuhan. 

Implikasi manajerial yang penting adalah kebutuhan untuk mengelola trade-off secara terbuka. Tidak semua 
proyek hijau langsung menghasilkan laba yang tinggi; tidak semua teknologi baru bebas risiko; dan tidak 
semua standar dapat diterapkan dengan kecepatan yang sama. Manajemen harus membedakan antara 
tindakan 'no-regret' yang sekaligus menghemat biaya dan menurunkan dampak, investasi strategis yang 
perlu horizon panjang, serta tindakan yang terutama dibutuhkan untuk mempertahankan lisensi sosial dan 
kepatuhan. Portofolio semacam itu menghindarkan perusahaan dari dua kesalahan: menolak semua 
agenda hijau karena dianggap mahal, atau menerima setiap proyek hijau tanpa disiplin ekonomi. Ekonomi 
hijau memerlukan idealisme tujuan dan ketelitian manajerial sekaligus. 

Pada akhirnya, keberhasilan akuntansi karbon ditentukan oleh kemampuan organisasi belajar. Teknologi, 
regulasi, harga karbon, preferensi konsumen, dan standar global berubah cepat. Perusahaan membutuhkan 
mekanisme untuk menguji solusi, mengukur hasil, menghentikan eksperimen yang tidak efektif, serta 
memperbesar inisiatif yang berhasil. Pembelajaran juga harus melampaui batas perusahaan melalui 
asosiasi industri, universitas, pemerintah, lembaga keuangan, startup, dan masyarakat. Ekonomi hijau pada 
dasarnya adalah transformasi ekosistem; keunggulan satu perusahaan akan sulit bertahan bila pemasok, 
infrastruktur publik, tenaga kerja, dan pasar tidak ikut berubah. Karena itu, kompetisi perlu dilengkapi 
kolaborasi pada area seperti standar data, teknologi dasar, daur ulang, pelatihan, dan infrastruktur 
bersama. 

Ilustrasi praktis dapat dilihat pada perusahaan manufaktur hipotetis 'Nusantara Prima'. Ketika perusahaan 
ini menerapkan prinsip akuntansi karbon, manajemen tidak memulai dengan kampanye publik, tetapi 
dengan pemetaan aliran energi, air, material, emisi, biaya kegagalan, dan ketergantungan pemasok. Dari 
pemetaan itu ditemukan bahwa sebagian biaya produksi sebenarnya berasal dari kehilangan panas, scrap 
material, waktu mesin yang tidak optimal, transportasi kosong, dan produk yang sulit diperbaiki. Tim lintas 
fungsi kemudian memilih beberapa proyek awal yang dapat diukur, menyepakati indikator, dan 
memasukkannya ke proses budgeting. Setelah hasil awal terbukti, perusahaan memperluas pendekatan ke 
desain produk, kontrak pemasok, serta model layanan. Kasus hipotetis ini menunjukkan bahwa 
transformasi hijau menjadi kredibel ketika dimulai dari data operasional dan dibawa ke keputusan strategis, 
bukan ketika berhenti pada simbol atau slogan. 

16. Risiko Iklim dan Resiliensi Bisnis 
Dalam kerangka risiko iklim, persoalan utama bukan lagi apakah isu lingkungan harus diperhatikan, 
melainkan bagaimana isu tersebut ditempatkan di dalam logika inti manajemen. Secara konseptual, 
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mengelola risiko fisik dan transisi sebagai bagian dari enterprise risk management. Ini mengubah posisi 
lingkungan dari fungsi kepatuhan yang bekerja setelah keputusan bisnis dibuat menjadi variabel yang hadir 
sejak tahap perumusan strategi. Ketika keputusan mengenai portofolio produk, teknologi, lokasi fasilitas, 
pemasok, kontrak energi, desain kemasan, dan investasi modal memasukkan konsekuensi ekologis sejak 
awal, organisasi mengurangi kemungkinan terjebak dalam biaya koreksi yang mahal di kemudian hari. 
Pendekatan semacam ini juga menuntut manajer untuk berpikir dalam horizon lebih panjang, sebab 
sebagian besar manfaat lingkungan—seperti penghematan energi kumulatif, ketahanan pasokan, reputasi, 
atau kualitas ekosistem—tidak selalu muncul dalam satu kuartal keuangan. 

Transformasi ini pada dasarnya merupakan perubahan teori nilai. Dalam paradigma konvensional, nilai 
sering dipahami sebagai selisih antara pendapatan dan biaya yang tercatat di perusahaan. Dalam ekonomi 
hijau, pertanyaan diperluas: biaya apa yang belum tercatat, siapa yang menanggungnya, dan kapan biaya 
itu muncul? Emisi, limbah, kehilangan jasa ekosistem, atau paparan risiko iklim mungkin tidak seluruhnya 
muncul sebagai biaya akuntansi saat ini, tetapi tetap merupakan kewajiban ekonomi yang potensial. Karena 
itu, manajemen yang matang mencoba menginternalisasi sebagian biaya tersebut melalui harga bayangan, 
target intensitas sumber daya, provisi risiko, standar desain, atau kriteria investasi. Tujuannya bukan 
membuat keputusan menjadi anti-bisnis, melainkan mengurangi ilusi profit yang sebenarnya dibangun 
dengan memindahkan biaya kepada masyarakat, alam, pemasok, atau masa depan. 

Pada tingkat implementasi, instrumen seperti scenario planning, adaptation, insurance, redundancy, dan 
business continuity perlu ditempatkan dalam sebuah sistem tata kelola yang jelas. Setiap target harus 
memiliki baseline, pemilik indikator, jadwal, anggaran, dan hubungan dengan keputusan. Banyak program 
keberlanjutan gagal bukan karena perusahaan tidak mempunyai slogan atau kebijakan, tetapi karena 
indikator lingkungan tidak memengaruhi capital expenditure, desain produk, evaluasi pemasok, atau 
remunerasi pimpinan. Transformasi yang efektif menghubungkan data dengan otoritas keputusan. Jika 
konsumsi energi meningkat, misalnya, organisasi harus mengetahui unit mana yang bertanggung jawab, 
penyebab teknisnya, pilihan investasi yang tersedia, periode pengembalian, dampak emisi, serta 
konsekuensi bila tidak bertindak. Dengan cara ini keberlanjutan menjadi proses manajemen, bukan kegiatan 
komunikasi. 

Dari sudut organisasi, risiko iklim juga memerlukan koordinasi lintas fungsi. Direktorat keuangan cenderung 
melihat arus kas dan biaya modal; operasi melihat reliabilitas dan throughput; pemasaran melihat nilai 
pelanggan; SDM melihat kompetensi; bagian keberlanjutan melihat dampak dan kepatuhan. Tantangannya 
adalah menciptakan bahasa bersama. Sebuah proyek efisiensi energi, misalnya, seharusnya tidak hanya 
dinilai sebagai proyek teknis, melainkan sebagai kombinasi penghematan biaya, pengurangan emisi, 
pengurangan eksposur harga energi, peningkatan kualitas aset, dan pembelajaran teknologi. Ketika manfaat 
disajikan secara terintegrasi, lebih mudah bagi manajemen puncak untuk membandingkannya dengan 
proyek lain dan mengalokasikan modal secara rasional. 

Dalam konteks Indonesia, banjir, kekeringan, kebakaran, panas ekstrem, dan perubahan pola hujan relevan 
bagi banyak sektor Indonesia. Hal ini membuat pendekatan copy-paste dari negara lain tidak memadai. 
Struktur industri, bauran energi, kapasitas pemerintah daerah, karakter UMKM, geografi kepulauan, tingkat 
pendapatan konsumen, dan kualitas infrastruktur sangat beragam. Prinsip hijau harus diterjemahkan ke 
dalam urutan prioritas yang realistis: pertama mengurangi pemborosan yang jelas, kemudian memperbaiki 
proses dan teknologi, lalu membangun model bisnis serta ekosistem baru. Perusahaan besar dapat menjadi 
jangkar dengan membantu pemasok kecil meningkatkan standar, menyediakan pembiayaan, berbagi 
teknologi, dan menciptakan permintaan atas produk rendah karbon. Dengan demikian, transisi hijau dapat 
menjadi proses upgrading ekonomi, bukan sekadar tambahan biaya kepatuhan. 
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Implikasi manajerial yang penting adalah kebutuhan untuk mengelola trade-off secara terbuka. Tidak semua 
proyek hijau langsung menghasilkan laba yang tinggi; tidak semua teknologi baru bebas risiko; dan tidak 
semua standar dapat diterapkan dengan kecepatan yang sama. Manajemen harus membedakan antara 
tindakan 'no-regret' yang sekaligus menghemat biaya dan menurunkan dampak, investasi strategis yang 
perlu horizon panjang, serta tindakan yang terutama dibutuhkan untuk mempertahankan lisensi sosial dan 
kepatuhan. Portofolio semacam itu menghindarkan perusahaan dari dua kesalahan: menolak semua 
agenda hijau karena dianggap mahal, atau menerima setiap proyek hijau tanpa disiplin ekonomi. Ekonomi 
hijau memerlukan idealisme tujuan dan ketelitian manajerial sekaligus. 

Pada akhirnya, keberhasilan risiko iklim ditentukan oleh kemampuan organisasi belajar. Teknologi, regulasi, 
harga karbon, preferensi konsumen, dan standar global berubah cepat. Perusahaan membutuhkan 
mekanisme untuk menguji solusi, mengukur hasil, menghentikan eksperimen yang tidak efektif, serta 
memperbesar inisiatif yang berhasil. Pembelajaran juga harus melampaui batas perusahaan melalui 
asosiasi industri, universitas, pemerintah, lembaga keuangan, startup, dan masyarakat. Ekonomi hijau pada 
dasarnya adalah transformasi ekosistem; keunggulan satu perusahaan akan sulit bertahan bila pemasok, 
infrastruktur publik, tenaga kerja, dan pasar tidak ikut berubah. Karena itu, kompetisi perlu dilengkapi 
kolaborasi pada area seperti standar data, teknologi dasar, daur ulang, pelatihan, dan infrastruktur 
bersama. 

Ilustrasi praktis dapat dilihat pada perusahaan manufaktur hipotetis 'Nusantara Prima'. Ketika perusahaan 
ini menerapkan prinsip risiko iklim, manajemen tidak memulai dengan kampanye publik, tetapi dengan 
pemetaan aliran energi, air, material, emisi, biaya kegagalan, dan ketergantungan pemasok. Dari pemetaan 
itu ditemukan bahwa sebagian biaya produksi sebenarnya berasal dari kehilangan panas, scrap material, 
waktu mesin yang tidak optimal, transportasi kosong, dan produk yang sulit diperbaiki. Tim lintas fungsi 
kemudian memilih beberapa proyek awal yang dapat diukur, menyepakati indikator, dan memasukkannya 
ke proses budgeting. Setelah hasil awal terbukti, perusahaan memperluas pendekatan ke desain produk, 
kontrak pemasok, serta model layanan. Kasus hipotetis ini menunjukkan bahwa transformasi hijau menjadi 
kredibel ketika dimulai dari data operasional dan dibawa ke keputusan strategis, bukan ketika berhenti pada 
simbol atau slogan. 

17. Biodiversitas dan Modal Alam 
Dalam kerangka modal alam, persoalan utama bukan lagi apakah isu lingkungan harus diperhatikan, 
melainkan bagaimana isu tersebut ditempatkan di dalam logika inti manajemen. Secara konseptual, 
memahami ketergantungan dan dampak bisnis terhadap ekosistem, spesies, air, tanah, dan jasa 
lingkungan. Ini mengubah posisi lingkungan dari fungsi kepatuhan yang bekerja setelah keputusan bisnis 
dibuat menjadi variabel yang hadir sejak tahap perumusan strategi. Ketika keputusan mengenai portofolio 
produk, teknologi, lokasi fasilitas, pemasok, kontrak energi, desain kemasan, dan investasi modal 
memasukkan konsekuensi ekologis sejak awal, organisasi mengurangi kemungkinan terjebak dalam biaya 
koreksi yang mahal di kemudian hari. Pendekatan semacam ini juga menuntut manajer untuk berpikir dalam 
horizon lebih panjang, sebab sebagian besar manfaat lingkungan—seperti penghematan energi kumulatif, 
ketahanan pasokan, reputasi, atau kualitas ekosistem—tidak selalu muncul dalam satu kuartal keuangan. 

Transformasi ini pada dasarnya merupakan perubahan teori nilai. Dalam paradigma konvensional, nilai 
sering dipahami sebagai selisih antara pendapatan dan biaya yang tercatat di perusahaan. Dalam ekonomi 
hijau, pertanyaan diperluas: biaya apa yang belum tercatat, siapa yang menanggungnya, dan kapan biaya 
itu muncul? Emisi, limbah, kehilangan jasa ekosistem, atau paparan risiko iklim mungkin tidak seluruhnya 
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muncul sebagai biaya akuntansi saat ini, tetapi tetap merupakan kewajiban ekonomi yang potensial. Karena 
itu, manajemen yang matang mencoba menginternalisasi sebagian biaya tersebut melalui harga bayangan, 
target intensitas sumber daya, provisi risiko, standar desain, atau kriteria investasi. Tujuannya bukan 
membuat keputusan menjadi anti-bisnis, melainkan mengurangi ilusi profit yang sebenarnya dibangun 
dengan memindahkan biaya kepada masyarakat, alam, pemasok, atau masa depan. 

Pada tingkat implementasi, instrumen seperti nature-related risk assessment, no-deforestation, 
restoration, biodiversity net gain, dan landscape approach perlu ditempatkan dalam sebuah sistem tata 
kelola yang jelas. Setiap target harus memiliki baseline, pemilik indikator, jadwal, anggaran, dan hubungan 
dengan keputusan. Banyak program keberlanjutan gagal bukan karena perusahaan tidak mempunyai slogan 
atau kebijakan, tetapi karena indikator lingkungan tidak memengaruhi capital expenditure, desain produk, 
evaluasi pemasok, atau remunerasi pimpinan. Transformasi yang efektif menghubungkan data dengan 
otoritas keputusan. Jika konsumsi energi meningkat, misalnya, organisasi harus mengetahui unit mana yang 
bertanggung jawab, penyebab teknisnya, pilihan investasi yang tersedia, periode pengembalian, dampak 
emisi, serta konsekuensi bila tidak bertindak. Dengan cara ini keberlanjutan menjadi proses manajemen, 
bukan kegiatan komunikasi. 

Dari sudut organisasi, modal alam juga memerlukan koordinasi lintas fungsi. Direktorat keuangan 
cenderung melihat arus kas dan biaya modal; operasi melihat reliabilitas dan throughput; pemasaran 
melihat nilai pelanggan; SDM melihat kompetensi; bagian keberlanjutan melihat dampak dan kepatuhan. 
Tantangannya adalah menciptakan bahasa bersama. Sebuah proyek efisiensi energi, misalnya, seharusnya 
tidak hanya dinilai sebagai proyek teknis, melainkan sebagai kombinasi penghematan biaya, pengurangan 
emisi, pengurangan eksposur harga energi, peningkatan kualitas aset, dan pembelajaran teknologi. Ketika 
manfaat disajikan secara terintegrasi, lebih mudah bagi manajemen puncak untuk membandingkannya 
dengan proyek lain dan mengalokasikan modal secara rasional. 

Dalam konteks Indonesia, keunggulan biodiversitas Indonesia adalah aset ekonomi sekaligus tanggung 
jawab pengelolaan. Hal ini membuat pendekatan copy-paste dari negara lain tidak memadai. Struktur 
industri, bauran energi, kapasitas pemerintah daerah, karakter UMKM, geografi kepulauan, tingkat 
pendapatan konsumen, dan kualitas infrastruktur sangat beragam. Prinsip hijau harus diterjemahkan ke 
dalam urutan prioritas yang realistis: pertama mengurangi pemborosan yang jelas, kemudian memperbaiki 
proses dan teknologi, lalu membangun model bisnis serta ekosistem baru. Perusahaan besar dapat menjadi 
jangkar dengan membantu pemasok kecil meningkatkan standar, menyediakan pembiayaan, berbagi 
teknologi, dan menciptakan permintaan atas produk rendah karbon. Dengan demikian, transisi hijau dapat 
menjadi proses upgrading ekonomi, bukan sekadar tambahan biaya kepatuhan. 

Implikasi manajerial yang penting adalah kebutuhan untuk mengelola trade-off secara terbuka. Tidak semua 
proyek hijau langsung menghasilkan laba yang tinggi; tidak semua teknologi baru bebas risiko; dan tidak 
semua standar dapat diterapkan dengan kecepatan yang sama. Manajemen harus membedakan antara 
tindakan 'no-regret' yang sekaligus menghemat biaya dan menurunkan dampak, investasi strategis yang 
perlu horizon panjang, serta tindakan yang terutama dibutuhkan untuk mempertahankan lisensi sosial dan 
kepatuhan. Portofolio semacam itu menghindarkan perusahaan dari dua kesalahan: menolak semua 
agenda hijau karena dianggap mahal, atau menerima setiap proyek hijau tanpa disiplin ekonomi. Ekonomi 
hijau memerlukan idealisme tujuan dan ketelitian manajerial sekaligus. 

Pada akhirnya, keberhasilan modal alam ditentukan oleh kemampuan organisasi belajar. Teknologi, 
regulasi, harga karbon, preferensi konsumen, dan standar global berubah cepat. Perusahaan membutuhkan 
mekanisme untuk menguji solusi, mengukur hasil, menghentikan eksperimen yang tidak efektif, serta 
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memperbesar inisiatif yang berhasil. Pembelajaran juga harus melampaui batas perusahaan melalui 
asosiasi industri, universitas, pemerintah, lembaga keuangan, startup, dan masyarakat. Ekonomi hijau pada 
dasarnya adalah transformasi ekosistem; keunggulan satu perusahaan akan sulit bertahan bila pemasok, 
infrastruktur publik, tenaga kerja, dan pasar tidak ikut berubah. Karena itu, kompetisi perlu dilengkapi 
kolaborasi pada area seperti standar data, teknologi dasar, daur ulang, pelatihan, dan infrastruktur 
bersama. 

Ilustrasi praktis dapat dilihat pada perusahaan manufaktur hipotetis 'Nusantara Prima'. Ketika perusahaan 
ini menerapkan prinsip modal alam, manajemen tidak memulai dengan kampanye publik, tetapi dengan 
pemetaan aliran energi, air, material, emisi, biaya kegagalan, dan ketergantungan pemasok. Dari pemetaan 
itu ditemukan bahwa sebagian biaya produksi sebenarnya berasal dari kehilangan panas, scrap material, 
waktu mesin yang tidak optimal, transportasi kosong, dan produk yang sulit diperbaiki. Tim lintas fungsi 
kemudian memilih beberapa proyek awal yang dapat diukur, menyepakati indikator, dan memasukkannya 
ke proses budgeting. Setelah hasil awal terbukti, perusahaan memperluas pendekatan ke desain produk, 
kontrak pemasok, serta model layanan. Kasus hipotetis ini menunjukkan bahwa transformasi hijau menjadi 
kredibel ketika dimulai dari data operasional dan dibawa ke keputusan strategis, bukan ketika berhenti pada 
simbol atau slogan. 

18. Manajemen SDM untuk Green Skills 
Dalam kerangka green human resource management, persoalan utama bukan lagi apakah isu lingkungan 
harus diperhatikan, melainkan bagaimana isu tersebut ditempatkan di dalam logika inti manajemen. Secara 
konseptual, membangun kompetensi, perilaku, budaya, dan kepemimpinan yang mendukung transisi hijau. 
Ini mengubah posisi lingkungan dari fungsi kepatuhan yang bekerja setelah keputusan bisnis dibuat menjadi 
variabel yang hadir sejak tahap perumusan strategi. Ketika keputusan mengenai portofolio produk, 
teknologi, lokasi fasilitas, pemasok, kontrak energi, desain kemasan, dan investasi modal memasukkan 
konsekuensi ekologis sejak awal, organisasi mengurangi kemungkinan terjebak dalam biaya koreksi yang 
mahal di kemudian hari. Pendekatan semacam ini juga menuntut manajer untuk berpikir dalam horizon lebih 
panjang, sebab sebagian besar manfaat lingkungan—seperti penghematan energi kumulatif, ketahanan 
pasokan, reputasi, atau kualitas ekosistem—tidak selalu muncul dalam satu kuartal keuangan. 

Transformasi ini pada dasarnya merupakan perubahan teori nilai. Dalam paradigma konvensional, nilai 
sering dipahami sebagai selisih antara pendapatan dan biaya yang tercatat di perusahaan. Dalam ekonomi 
hijau, pertanyaan diperluas: biaya apa yang belum tercatat, siapa yang menanggungnya, dan kapan biaya 
itu muncul? Emisi, limbah, kehilangan jasa ekosistem, atau paparan risiko iklim mungkin tidak seluruhnya 
muncul sebagai biaya akuntansi saat ini, tetapi tetap merupakan kewajiban ekonomi yang potensial. Karena 
itu, manajemen yang matang mencoba menginternalisasi sebagian biaya tersebut melalui harga bayangan, 
target intensitas sumber daya, provisi risiko, standar desain, atau kriteria investasi. Tujuannya bukan 
membuat keputusan menjadi anti-bisnis, melainkan mengurangi ilusi profit yang sebenarnya dibangun 
dengan memindahkan biaya kepada masyarakat, alam, pemasok, atau masa depan. 

Pada tingkat implementasi, instrumen seperti green recruitment, reskilling, performance appraisal, 
incentive, dan employee engagement perlu ditempatkan dalam sebuah sistem tata kelola yang jelas. Setiap 
target harus memiliki baseline, pemilik indikator, jadwal, anggaran, dan hubungan dengan keputusan. 
Banyak program keberlanjutan gagal bukan karena perusahaan tidak mempunyai slogan atau kebijakan, 
tetapi karena indikator lingkungan tidak memengaruhi capital expenditure, desain produk, evaluasi 
pemasok, atau remunerasi pimpinan. Transformasi yang efektif menghubungkan data dengan otoritas 



Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD | Dari Profit ke Planet: Transformasi Manajemen dalam Ekonomi Hijau 
 
 
 

33 

keputusan. Jika konsumsi energi meningkat, misalnya, organisasi harus mengetahui unit mana yang 
bertanggung jawab, penyebab teknisnya, pilihan investasi yang tersedia, periode pengembalian, dampak 
emisi, serta konsekuensi bila tidak bertindak. Dengan cara ini keberlanjutan menjadi proses manajemen, 
bukan kegiatan komunikasi. 

Dari sudut organisasi, green human resource management juga memerlukan koordinasi lintas fungsi. 
Direktorat keuangan cenderung melihat arus kas dan biaya modal; operasi melihat reliabilitas dan 
throughput; pemasaran melihat nilai pelanggan; SDM melihat kompetensi; bagian keberlanjutan melihat 
dampak dan kepatuhan. Tantangannya adalah menciptakan bahasa bersama. Sebuah proyek efisiensi 
energi, misalnya, seharusnya tidak hanya dinilai sebagai proyek teknis, melainkan sebagai kombinasi 
penghematan biaya, pengurangan emisi, pengurangan eksposur harga energi, peningkatan kualitas aset, 
dan pembelajaran teknologi. Ketika manfaat disajikan secara terintegrasi, lebih mudah bagi manajemen 
puncak untuk membandingkannya dengan proyek lain dan mengalokasikan modal secara rasional. 

Dalam konteks Indonesia, transisi energi dan industrialisasi hijau memerlukan teknisi, analis, manajer, dan 
pekerja dengan keterampilan baru. Hal ini membuat pendekatan copy-paste dari negara lain tidak memadai. 
Struktur industri, bauran energi, kapasitas pemerintah daerah, karakter UMKM, geografi kepulauan, tingkat 
pendapatan konsumen, dan kualitas infrastruktur sangat beragam. Prinsip hijau harus diterjemahkan ke 
dalam urutan prioritas yang realistis: pertama mengurangi pemborosan yang jelas, kemudian memperbaiki 
proses dan teknologi, lalu membangun model bisnis serta ekosistem baru. Perusahaan besar dapat menjadi 
jangkar dengan membantu pemasok kecil meningkatkan standar, menyediakan pembiayaan, berbagi 
teknologi, dan menciptakan permintaan atas produk rendah karbon. Dengan demikian, transisi hijau dapat 
menjadi proses upgrading ekonomi, bukan sekadar tambahan biaya kepatuhan. 

Implikasi manajerial yang penting adalah kebutuhan untuk mengelola trade-off secara terbuka. Tidak semua 
proyek hijau langsung menghasilkan laba yang tinggi; tidak semua teknologi baru bebas risiko; dan tidak 
semua standar dapat diterapkan dengan kecepatan yang sama. Manajemen harus membedakan antara 
tindakan 'no-regret' yang sekaligus menghemat biaya dan menurunkan dampak, investasi strategis yang 
perlu horizon panjang, serta tindakan yang terutama dibutuhkan untuk mempertahankan lisensi sosial dan 
kepatuhan. Portofolio semacam itu menghindarkan perusahaan dari dua kesalahan: menolak semua 
agenda hijau karena dianggap mahal, atau menerima setiap proyek hijau tanpa disiplin ekonomi. Ekonomi 
hijau memerlukan idealisme tujuan dan ketelitian manajerial sekaligus. 

Pada akhirnya, keberhasilan green human resource management ditentukan oleh kemampuan organisasi 
belajar. Teknologi, regulasi, harga karbon, preferensi konsumen, dan standar global berubah cepat. 
Perusahaan membutuhkan mekanisme untuk menguji solusi, mengukur hasil, menghentikan eksperimen 
yang tidak efektif, serta memperbesar inisiatif yang berhasil. Pembelajaran juga harus melampaui batas 
perusahaan melalui asosiasi industri, universitas, pemerintah, lembaga keuangan, startup, dan 
masyarakat. Ekonomi hijau pada dasarnya adalah transformasi ekosistem; keunggulan satu perusahaan 
akan sulit bertahan bila pemasok, infrastruktur publik, tenaga kerja, dan pasar tidak ikut berubah. Karena 
itu, kompetisi perlu dilengkapi kolaborasi pada area seperti standar data, teknologi dasar, daur ulang, 
pelatihan, dan infrastruktur bersama. 

Ilustrasi praktis dapat dilihat pada perusahaan manufaktur hipotetis 'Nusantara Prima'. Ketika perusahaan 
ini menerapkan prinsip green human resource management, manajemen tidak memulai dengan kampanye 
publik, tetapi dengan pemetaan aliran energi, air, material, emisi, biaya kegagalan, dan ketergantungan 
pemasok. Dari pemetaan itu ditemukan bahwa sebagian biaya produksi sebenarnya berasal dari kehilangan 
panas, scrap material, waktu mesin yang tidak optimal, transportasi kosong, dan produk yang sulit 
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diperbaiki. Tim lintas fungsi kemudian memilih beberapa proyek awal yang dapat diukur, menyepakati 
indikator, dan memasukkannya ke proses budgeting. Setelah hasil awal terbukti, perusahaan memperluas 
pendekatan ke desain produk, kontrak pemasok, serta model layanan. Kasus hipotetis ini menunjukkan 
bahwa transformasi hijau menjadi kredibel ketika dimulai dari data operasional dan dibawa ke keputusan 
strategis, bukan ketika berhenti pada simbol atau slogan. 

19. Kepemimpinan untuk Transformasi Hijau 
Dalam kerangka green leadership, persoalan utama bukan lagi apakah isu lingkungan harus diperhatikan, 
melainkan bagaimana isu tersebut ditempatkan di dalam logika inti manajemen. Secara konseptual, 
menggabungkan visi jangka panjang, keberanian strategis, integritas, dan kemampuan mengelola konflik 
transisi. Ini mengubah posisi lingkungan dari fungsi kepatuhan yang bekerja setelah keputusan bisnis dibuat 
menjadi variabel yang hadir sejak tahap perumusan strategi. Ketika keputusan mengenai portofolio produk, 
teknologi, lokasi fasilitas, pemasok, kontrak energi, desain kemasan, dan investasi modal memasukkan 
konsekuensi ekologis sejak awal, organisasi mengurangi kemungkinan terjebak dalam biaya koreksi yang 
mahal di kemudian hari. Pendekatan semacam ini juga menuntut manajer untuk berpikir dalam horizon lebih 
panjang, sebab sebagian besar manfaat lingkungan—seperti penghematan energi kumulatif, ketahanan 
pasokan, reputasi, atau kualitas ekosistem—tidak selalu muncul dalam satu kuartal keuangan. 

Transformasi ini pada dasarnya merupakan perubahan teori nilai. Dalam paradigma konvensional, nilai 
sering dipahami sebagai selisih antara pendapatan dan biaya yang tercatat di perusahaan. Dalam ekonomi 
hijau, pertanyaan diperluas: biaya apa yang belum tercatat, siapa yang menanggungnya, dan kapan biaya 
itu muncul? Emisi, limbah, kehilangan jasa ekosistem, atau paparan risiko iklim mungkin tidak seluruhnya 
muncul sebagai biaya akuntansi saat ini, tetapi tetap merupakan kewajiban ekonomi yang potensial. Karena 
itu, manajemen yang matang mencoba menginternalisasi sebagian biaya tersebut melalui harga bayangan, 
target intensitas sumber daya, provisi risiko, standar desain, atau kriteria investasi. Tujuannya bukan 
membuat keputusan menjadi anti-bisnis, melainkan mengurangi ilusi profit yang sebenarnya dibangun 
dengan memindahkan biaya kepada masyarakat, alam, pemasok, atau masa depan. 

Pada tingkat implementasi, instrumen seperti purpose, governance, cross-functional coalition, transparent 
communication, dan adaptive leadership perlu ditempatkan dalam sebuah sistem tata kelola yang jelas. 
Setiap target harus memiliki baseline, pemilik indikator, jadwal, anggaran, dan hubungan dengan 
keputusan. Banyak program keberlanjutan gagal bukan karena perusahaan tidak mempunyai slogan atau 
kebijakan, tetapi karena indikator lingkungan tidak memengaruhi capital expenditure, desain produk, 
evaluasi pemasok, atau remunerasi pimpinan. Transformasi yang efektif menghubungkan data dengan 
otoritas keputusan. Jika konsumsi energi meningkat, misalnya, organisasi harus mengetahui unit mana yang 
bertanggung jawab, penyebab teknisnya, pilihan investasi yang tersedia, periode pengembalian, dampak 
emisi, serta konsekuensi bila tidak bertindak. Dengan cara ini keberlanjutan menjadi proses manajemen, 
bukan kegiatan komunikasi. 

Dari sudut organisasi, green leadership juga memerlukan koordinasi lintas fungsi. Direktorat keuangan 
cenderung melihat arus kas dan biaya modal; operasi melihat reliabilitas dan throughput; pemasaran 
melihat nilai pelanggan; SDM melihat kompetensi; bagian keberlanjutan melihat dampak dan kepatuhan. 
Tantangannya adalah menciptakan bahasa bersama. Sebuah proyek efisiensi energi, misalnya, seharusnya 
tidak hanya dinilai sebagai proyek teknis, melainkan sebagai kombinasi penghematan biaya, pengurangan 
emisi, pengurangan eksposur harga energi, peningkatan kualitas aset, dan pembelajaran teknologi. Ketika 
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manfaat disajikan secara terintegrasi, lebih mudah bagi manajemen puncak untuk membandingkannya 
dengan proyek lain dan mengalokasikan modal secara rasional. 

Dalam konteks Indonesia, pemimpin perlu menjembatani sasaran ekonomi, tuntutan publik, dan realitas 
operasional. Hal ini membuat pendekatan copy-paste dari negara lain tidak memadai. Struktur industri, 
bauran energi, kapasitas pemerintah daerah, karakter UMKM, geografi kepulauan, tingkat pendapatan 
konsumen, dan kualitas infrastruktur sangat beragam. Prinsip hijau harus diterjemahkan ke dalam urutan 
prioritas yang realistis: pertama mengurangi pemborosan yang jelas, kemudian memperbaiki proses dan 
teknologi, lalu membangun model bisnis serta ekosistem baru. Perusahaan besar dapat menjadi jangkar 
dengan membantu pemasok kecil meningkatkan standar, menyediakan pembiayaan, berbagi teknologi, dan 
menciptakan permintaan atas produk rendah karbon. Dengan demikian, transisi hijau dapat menjadi proses 
upgrading ekonomi, bukan sekadar tambahan biaya kepatuhan. 

Implikasi manajerial yang penting adalah kebutuhan untuk mengelola trade-off secara terbuka. Tidak semua 
proyek hijau langsung menghasilkan laba yang tinggi; tidak semua teknologi baru bebas risiko; dan tidak 
semua standar dapat diterapkan dengan kecepatan yang sama. Manajemen harus membedakan antara 
tindakan 'no-regret' yang sekaligus menghemat biaya dan menurunkan dampak, investasi strategis yang 
perlu horizon panjang, serta tindakan yang terutama dibutuhkan untuk mempertahankan lisensi sosial dan 
kepatuhan. Portofolio semacam itu menghindarkan perusahaan dari dua kesalahan: menolak semua 
agenda hijau karena dianggap mahal, atau menerima setiap proyek hijau tanpa disiplin ekonomi. Ekonomi 
hijau memerlukan idealisme tujuan dan ketelitian manajerial sekaligus. 

Pada akhirnya, keberhasilan green leadership ditentukan oleh kemampuan organisasi belajar. Teknologi, 
regulasi, harga karbon, preferensi konsumen, dan standar global berubah cepat. Perusahaan membutuhkan 
mekanisme untuk menguji solusi, mengukur hasil, menghentikan eksperimen yang tidak efektif, serta 
memperbesar inisiatif yang berhasil. Pembelajaran juga harus melampaui batas perusahaan melalui 
asosiasi industri, universitas, pemerintah, lembaga keuangan, startup, dan masyarakat. Ekonomi hijau pada 
dasarnya adalah transformasi ekosistem; keunggulan satu perusahaan akan sulit bertahan bila pemasok, 
infrastruktur publik, tenaga kerja, dan pasar tidak ikut berubah. Karena itu, kompetisi perlu dilengkapi 
kolaborasi pada area seperti standar data, teknologi dasar, daur ulang, pelatihan, dan infrastruktur 
bersama. 

Ilustrasi praktis dapat dilihat pada perusahaan manufaktur hipotetis 'Nusantara Prima'. Ketika perusahaan 
ini menerapkan prinsip green leadership, manajemen tidak memulai dengan kampanye publik, tetapi 
dengan pemetaan aliran energi, air, material, emisi, biaya kegagalan, dan ketergantungan pemasok. Dari 
pemetaan itu ditemukan bahwa sebagian biaya produksi sebenarnya berasal dari kehilangan panas, scrap 
material, waktu mesin yang tidak optimal, transportasi kosong, dan produk yang sulit diperbaiki. Tim lintas 
fungsi kemudian memilih beberapa proyek awal yang dapat diukur, menyepakati indikator, dan 
memasukkannya ke proses budgeting. Setelah hasil awal terbukti, perusahaan memperluas pendekatan ke 
desain produk, kontrak pemasok, serta model layanan. Kasus hipotetis ini menunjukkan bahwa 
transformasi hijau menjadi kredibel ketika dimulai dari data operasional dan dibawa ke keputusan strategis, 
bukan ketika berhenti pada simbol atau slogan. 

20. Budaya Organisasi dan Perubahan Perilaku 
Dalam kerangka budaya hijau, persoalan utama bukan lagi apakah isu lingkungan harus diperhatikan, 
melainkan bagaimana isu tersebut ditempatkan di dalam logika inti manajemen. Secara konseptual, 
membuat keberlanjutan menjadi kebiasaan operasional, bukan proyek sementara. Ini mengubah posisi 
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lingkungan dari fungsi kepatuhan yang bekerja setelah keputusan bisnis dibuat menjadi variabel yang hadir 
sejak tahap perumusan strategi. Ketika keputusan mengenai portofolio produk, teknologi, lokasi fasilitas, 
pemasok, kontrak energi, desain kemasan, dan investasi modal memasukkan konsekuensi ekologis sejak 
awal, organisasi mengurangi kemungkinan terjebak dalam biaya koreksi yang mahal di kemudian hari. 
Pendekatan semacam ini juga menuntut manajer untuk berpikir dalam horizon lebih panjang, sebab 
sebagian besar manfaat lingkungan—seperti penghematan energi kumulatif, ketahanan pasokan, reputasi, 
atau kualitas ekosistem—tidak selalu muncul dalam satu kuartal keuangan. 

Transformasi ini pada dasarnya merupakan perubahan teori nilai. Dalam paradigma konvensional, nilai 
sering dipahami sebagai selisih antara pendapatan dan biaya yang tercatat di perusahaan. Dalam ekonomi 
hijau, pertanyaan diperluas: biaya apa yang belum tercatat, siapa yang menanggungnya, dan kapan biaya 
itu muncul? Emisi, limbah, kehilangan jasa ekosistem, atau paparan risiko iklim mungkin tidak seluruhnya 
muncul sebagai biaya akuntansi saat ini, tetapi tetap merupakan kewajiban ekonomi yang potensial. Karena 
itu, manajemen yang matang mencoba menginternalisasi sebagian biaya tersebut melalui harga bayangan, 
target intensitas sumber daya, provisi risiko, standar desain, atau kriteria investasi. Tujuannya bukan 
membuat keputusan menjadi anti-bisnis, melainkan mengurangi ilusi profit yang sebenarnya dibangun 
dengan memindahkan biaya kepada masyarakat, alam, pemasok, atau masa depan. 

Pada tingkat implementasi, instrumen seperti ritual kerja, norma, simbol, pelatihan, kaizen, nudges, dan 
employee-led innovation perlu ditempatkan dalam sebuah sistem tata kelola yang jelas. Setiap target harus 
memiliki baseline, pemilik indikator, jadwal, anggaran, dan hubungan dengan keputusan. Banyak program 
keberlanjutan gagal bukan karena perusahaan tidak mempunyai slogan atau kebijakan, tetapi karena 
indikator lingkungan tidak memengaruhi capital expenditure, desain produk, evaluasi pemasok, atau 
remunerasi pimpinan. Transformasi yang efektif menghubungkan data dengan otoritas keputusan. Jika 
konsumsi energi meningkat, misalnya, organisasi harus mengetahui unit mana yang bertanggung jawab, 
penyebab teknisnya, pilihan investasi yang tersedia, periode pengembalian, dampak emisi, serta 
konsekuensi bila tidak bertindak. Dengan cara ini keberlanjutan menjadi proses manajemen, bukan kegiatan 
komunikasi. 

Dari sudut organisasi, budaya hijau juga memerlukan koordinasi lintas fungsi. Direktorat keuangan 
cenderung melihat arus kas dan biaya modal; operasi melihat reliabilitas dan throughput; pemasaran 
melihat nilai pelanggan; SDM melihat kompetensi; bagian keberlanjutan melihat dampak dan kepatuhan. 
Tantangannya adalah menciptakan bahasa bersama. Sebuah proyek efisiensi energi, misalnya, seharusnya 
tidak hanya dinilai sebagai proyek teknis, melainkan sebagai kombinasi penghematan biaya, pengurangan 
emisi, pengurangan eksposur harga energi, peningkatan kualitas aset, dan pembelajaran teknologi. Ketika 
manfaat disajikan secara terintegrasi, lebih mudah bagi manajemen puncak untuk membandingkannya 
dengan proyek lain dan mengalokasikan modal secara rasional. 

Dalam konteks Indonesia, perubahan kecil yang konsisten dapat menurunkan limbah dan energi secara 
kumulatif. Hal ini membuat pendekatan copy-paste dari negara lain tidak memadai. Struktur industri, 
bauran energi, kapasitas pemerintah daerah, karakter UMKM, geografi kepulauan, tingkat pendapatan 
konsumen, dan kualitas infrastruktur sangat beragam. Prinsip hijau harus diterjemahkan ke dalam urutan 
prioritas yang realistis: pertama mengurangi pemborosan yang jelas, kemudian memperbaiki proses dan 
teknologi, lalu membangun model bisnis serta ekosistem baru. Perusahaan besar dapat menjadi jangkar 
dengan membantu pemasok kecil meningkatkan standar, menyediakan pembiayaan, berbagi teknologi, dan 
menciptakan permintaan atas produk rendah karbon. Dengan demikian, transisi hijau dapat menjadi proses 
upgrading ekonomi, bukan sekadar tambahan biaya kepatuhan. 
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Implikasi manajerial yang penting adalah kebutuhan untuk mengelola trade-off secara terbuka. Tidak semua 
proyek hijau langsung menghasilkan laba yang tinggi; tidak semua teknologi baru bebas risiko; dan tidak 
semua standar dapat diterapkan dengan kecepatan yang sama. Manajemen harus membedakan antara 
tindakan 'no-regret' yang sekaligus menghemat biaya dan menurunkan dampak, investasi strategis yang 
perlu horizon panjang, serta tindakan yang terutama dibutuhkan untuk mempertahankan lisensi sosial dan 
kepatuhan. Portofolio semacam itu menghindarkan perusahaan dari dua kesalahan: menolak semua 
agenda hijau karena dianggap mahal, atau menerima setiap proyek hijau tanpa disiplin ekonomi. Ekonomi 
hijau memerlukan idealisme tujuan dan ketelitian manajerial sekaligus. 

Pada akhirnya, keberhasilan budaya hijau ditentukan oleh kemampuan organisasi belajar. Teknologi, 
regulasi, harga karbon, preferensi konsumen, dan standar global berubah cepat. Perusahaan membutuhkan 
mekanisme untuk menguji solusi, mengukur hasil, menghentikan eksperimen yang tidak efektif, serta 
memperbesar inisiatif yang berhasil. Pembelajaran juga harus melampaui batas perusahaan melalui 
asosiasi industri, universitas, pemerintah, lembaga keuangan, startup, dan masyarakat. Ekonomi hijau pada 
dasarnya adalah transformasi ekosistem; keunggulan satu perusahaan akan sulit bertahan bila pemasok, 
infrastruktur publik, tenaga kerja, dan pasar tidak ikut berubah. Karena itu, kompetisi perlu dilengkapi 
kolaborasi pada area seperti standar data, teknologi dasar, daur ulang, pelatihan, dan infrastruktur 
bersama. 

Ilustrasi praktis dapat dilihat pada perusahaan manufaktur hipotetis 'Nusantara Prima'. Ketika perusahaan 
ini menerapkan prinsip budaya hijau, manajemen tidak memulai dengan kampanye publik, tetapi dengan 
pemetaan aliran energi, air, material, emisi, biaya kegagalan, dan ketergantungan pemasok. Dari pemetaan 
itu ditemukan bahwa sebagian biaya produksi sebenarnya berasal dari kehilangan panas, scrap material, 
waktu mesin yang tidak optimal, transportasi kosong, dan produk yang sulit diperbaiki. Tim lintas fungsi 
kemudian memilih beberapa proyek awal yang dapat diukur, menyepakati indikator, dan memasukkannya 
ke proses budgeting. Setelah hasil awal terbukti, perusahaan memperluas pendekatan ke desain produk, 
kontrak pemasok, serta model layanan. Kasus hipotetis ini menunjukkan bahwa transformasi hijau menjadi 
kredibel ketika dimulai dari data operasional dan dibawa ke keputusan strategis, bukan ketika berhenti pada 
simbol atau slogan. 

21. Digitalisasi sebagai Enabler Ekonomi Hijau 
Dalam kerangka digitalisasi hijau, persoalan utama bukan lagi apakah isu lingkungan harus diperhatikan, 
melainkan bagaimana isu tersebut ditempatkan di dalam logika inti manajemen. Secara konseptual, 
menggunakan data, AI, IoT, digital twin, dan analitik untuk meningkatkan visibilitas dan efisiensi sumber 
daya. Ini mengubah posisi lingkungan dari fungsi kepatuhan yang bekerja setelah keputusan bisnis dibuat 
menjadi variabel yang hadir sejak tahap perumusan strategi. Ketika keputusan mengenai portofolio produk, 
teknologi, lokasi fasilitas, pemasok, kontrak energi, desain kemasan, dan investasi modal memasukkan 
konsekuensi ekologis sejak awal, organisasi mengurangi kemungkinan terjebak dalam biaya koreksi yang 
mahal di kemudian hari. Pendekatan semacam ini juga menuntut manajer untuk berpikir dalam horizon lebih 
panjang, sebab sebagian besar manfaat lingkungan—seperti penghematan energi kumulatif, ketahanan 
pasokan, reputasi, atau kualitas ekosistem—tidak selalu muncul dalam satu kuartal keuangan. 

Transformasi ini pada dasarnya merupakan perubahan teori nilai. Dalam paradigma konvensional, nilai 
sering dipahami sebagai selisih antara pendapatan dan biaya yang tercatat di perusahaan. Dalam ekonomi 
hijau, pertanyaan diperluas: biaya apa yang belum tercatat, siapa yang menanggungnya, dan kapan biaya 
itu muncul? Emisi, limbah, kehilangan jasa ekosistem, atau paparan risiko iklim mungkin tidak seluruhnya 
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muncul sebagai biaya akuntansi saat ini, tetapi tetap merupakan kewajiban ekonomi yang potensial. Karena 
itu, manajemen yang matang mencoba menginternalisasi sebagian biaya tersebut melalui harga bayangan, 
target intensitas sumber daya, provisi risiko, standar desain, atau kriteria investasi. Tujuannya bukan 
membuat keputusan menjadi anti-bisnis, melainkan mengurangi ilusi profit yang sebenarnya dibangun 
dengan memindahkan biaya kepada masyarakat, alam, pemasok, atau masa depan. 

Pada tingkat implementasi, instrumen seperti smart metering, predictive maintenance, route optimization, 
precision agriculture, dan digital MRV perlu ditempatkan dalam sebuah sistem tata kelola yang jelas. Setiap 
target harus memiliki baseline, pemilik indikator, jadwal, anggaran, dan hubungan dengan keputusan. 
Banyak program keberlanjutan gagal bukan karena perusahaan tidak mempunyai slogan atau kebijakan, 
tetapi karena indikator lingkungan tidak memengaruhi capital expenditure, desain produk, evaluasi 
pemasok, atau remunerasi pimpinan. Transformasi yang efektif menghubungkan data dengan otoritas 
keputusan. Jika konsumsi energi meningkat, misalnya, organisasi harus mengetahui unit mana yang 
bertanggung jawab, penyebab teknisnya, pilihan investasi yang tersedia, periode pengembalian, dampak 
emisi, serta konsekuensi bila tidak bertindak. Dengan cara ini keberlanjutan menjadi proses manajemen, 
bukan kegiatan komunikasi. 

Dari sudut organisasi, digitalisasi hijau juga memerlukan koordinasi lintas fungsi. Direktorat keuangan 
cenderung melihat arus kas dan biaya modal; operasi melihat reliabilitas dan throughput; pemasaran 
melihat nilai pelanggan; SDM melihat kompetensi; bagian keberlanjutan melihat dampak dan kepatuhan. 
Tantangannya adalah menciptakan bahasa bersama. Sebuah proyek efisiensi energi, misalnya, seharusnya 
tidak hanya dinilai sebagai proyek teknis, melainkan sebagai kombinasi penghematan biaya, pengurangan 
emisi, pengurangan eksposur harga energi, peningkatan kualitas aset, dan pembelajaran teknologi. Ketika 
manfaat disajikan secara terintegrasi, lebih mudah bagi manajemen puncak untuk membandingkannya 
dengan proyek lain dan mengalokasikan modal secara rasional. 

Dalam konteks Indonesia, Indonesia dapat menggabungkan transformasi digital dan hijau agar investasi 
teknologi menghasilkan produktivitas ekologis. Hal ini membuat pendekatan copy-paste dari negara lain 
tidak memadai. Struktur industri, bauran energi, kapasitas pemerintah daerah, karakter UMKM, geografi 
kepulauan, tingkat pendapatan konsumen, dan kualitas infrastruktur sangat beragam. Prinsip hijau harus 
diterjemahkan ke dalam urutan prioritas yang realistis: pertama mengurangi pemborosan yang jelas, 
kemudian memperbaiki proses dan teknologi, lalu membangun model bisnis serta ekosistem baru. 
Perusahaan besar dapat menjadi jangkar dengan membantu pemasok kecil meningkatkan standar, 
menyediakan pembiayaan, berbagi teknologi, dan menciptakan permintaan atas produk rendah karbon. 
Dengan demikian, transisi hijau dapat menjadi proses upgrading ekonomi, bukan sekadar tambahan biaya 
kepatuhan. 

Implikasi manajerial yang penting adalah kebutuhan untuk mengelola trade-off secara terbuka. Tidak semua 
proyek hijau langsung menghasilkan laba yang tinggi; tidak semua teknologi baru bebas risiko; dan tidak 
semua standar dapat diterapkan dengan kecepatan yang sama. Manajemen harus membedakan antara 
tindakan 'no-regret' yang sekaligus menghemat biaya dan menurunkan dampak, investasi strategis yang 
perlu horizon panjang, serta tindakan yang terutama dibutuhkan untuk mempertahankan lisensi sosial dan 
kepatuhan. Portofolio semacam itu menghindarkan perusahaan dari dua kesalahan: menolak semua 
agenda hijau karena dianggap mahal, atau menerima setiap proyek hijau tanpa disiplin ekonomi. Ekonomi 
hijau memerlukan idealisme tujuan dan ketelitian manajerial sekaligus. 

Pada akhirnya, keberhasilan digitalisasi hijau ditentukan oleh kemampuan organisasi belajar. Teknologi, 
regulasi, harga karbon, preferensi konsumen, dan standar global berubah cepat. Perusahaan membutuhkan 
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mekanisme untuk menguji solusi, mengukur hasil, menghentikan eksperimen yang tidak efektif, serta 
memperbesar inisiatif yang berhasil. Pembelajaran juga harus melampaui batas perusahaan melalui 
asosiasi industri, universitas, pemerintah, lembaga keuangan, startup, dan masyarakat. Ekonomi hijau pada 
dasarnya adalah transformasi ekosistem; keunggulan satu perusahaan akan sulit bertahan bila pemasok, 
infrastruktur publik, tenaga kerja, dan pasar tidak ikut berubah. Karena itu, kompetisi perlu dilengkapi 
kolaborasi pada area seperti standar data, teknologi dasar, daur ulang, pelatihan, dan infrastruktur 
bersama. 

Ilustrasi praktis dapat dilihat pada perusahaan manufaktur hipotetis 'Nusantara Prima'. Ketika perusahaan 
ini menerapkan prinsip digitalisasi hijau, manajemen tidak memulai dengan kampanye publik, tetapi dengan 
pemetaan aliran energi, air, material, emisi, biaya kegagalan, dan ketergantungan pemasok. Dari pemetaan 
itu ditemukan bahwa sebagian biaya produksi sebenarnya berasal dari kehilangan panas, scrap material, 
waktu mesin yang tidak optimal, transportasi kosong, dan produk yang sulit diperbaiki. Tim lintas fungsi 
kemudian memilih beberapa proyek awal yang dapat diukur, menyepakati indikator, dan memasukkannya 
ke proses budgeting. Setelah hasil awal terbukti, perusahaan memperluas pendekatan ke desain produk, 
kontrak pemasok, serta model layanan. Kasus hipotetis ini menunjukkan bahwa transformasi hijau menjadi 
kredibel ketika dimulai dari data operasional dan dibawa ke keputusan strategis, bukan ketika berhenti pada 
simbol atau slogan. 

22. Pemasaran Hijau dan Perilaku Konsumen 
Dalam kerangka green marketing, persoalan utama bukan lagi apakah isu lingkungan harus diperhatikan, 
melainkan bagaimana isu tersebut ditempatkan di dalam logika inti manajemen. Secara konseptual, 
menghubungkan manfaat lingkungan dengan nilai pelanggan tanpa greenwashing. Ini mengubah posisi 
lingkungan dari fungsi kepatuhan yang bekerja setelah keputusan bisnis dibuat menjadi variabel yang hadir 
sejak tahap perumusan strategi. Ketika keputusan mengenai portofolio produk, teknologi, lokasi fasilitas, 
pemasok, kontrak energi, desain kemasan, dan investasi modal memasukkan konsekuensi ekologis sejak 
awal, organisasi mengurangi kemungkinan terjebak dalam biaya koreksi yang mahal di kemudian hari. 
Pendekatan semacam ini juga menuntut manajer untuk berpikir dalam horizon lebih panjang, sebab 
sebagian besar manfaat lingkungan—seperti penghematan energi kumulatif, ketahanan pasokan, reputasi, 
atau kualitas ekosistem—tidak selalu muncul dalam satu kuartal keuangan. 

Transformasi ini pada dasarnya merupakan perubahan teori nilai. Dalam paradigma konvensional, nilai 
sering dipahami sebagai selisih antara pendapatan dan biaya yang tercatat di perusahaan. Dalam ekonomi 
hijau, pertanyaan diperluas: biaya apa yang belum tercatat, siapa yang menanggungnya, dan kapan biaya 
itu muncul? Emisi, limbah, kehilangan jasa ekosistem, atau paparan risiko iklim mungkin tidak seluruhnya 
muncul sebagai biaya akuntansi saat ini, tetapi tetap merupakan kewajiban ekonomi yang potensial. Karena 
itu, manajemen yang matang mencoba menginternalisasi sebagian biaya tersebut melalui harga bayangan, 
target intensitas sumber daya, provisi risiko, standar desain, atau kriteria investasi. Tujuannya bukan 
membuat keputusan menjadi anti-bisnis, melainkan mengurangi ilusi profit yang sebenarnya dibangun 
dengan memindahkan biaya kepada masyarakat, alam, pemasok, atau masa depan. 

Pada tingkat implementasi, instrumen seperti eco-label, transparency, lifecycle claims, behavioral design, 
dan product information perlu ditempatkan dalam sebuah sistem tata kelola yang jelas. Setiap target harus 
memiliki baseline, pemilik indikator, jadwal, anggaran, dan hubungan dengan keputusan. Banyak program 
keberlanjutan gagal bukan karena perusahaan tidak mempunyai slogan atau kebijakan, tetapi karena 
indikator lingkungan tidak memengaruhi capital expenditure, desain produk, evaluasi pemasok, atau 
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remunerasi pimpinan. Transformasi yang efektif menghubungkan data dengan otoritas keputusan. Jika 
konsumsi energi meningkat, misalnya, organisasi harus mengetahui unit mana yang bertanggung jawab, 
penyebab teknisnya, pilihan investasi yang tersedia, periode pengembalian, dampak emisi, serta 
konsekuensi bila tidak bertindak. Dengan cara ini keberlanjutan menjadi proses manajemen, bukan kegiatan 
komunikasi. 

Dari sudut organisasi, green marketing juga memerlukan koordinasi lintas fungsi. Direktorat keuangan 
cenderung melihat arus kas dan biaya modal; operasi melihat reliabilitas dan throughput; pemasaran 
melihat nilai pelanggan; SDM melihat kompetensi; bagian keberlanjutan melihat dampak dan kepatuhan. 
Tantangannya adalah menciptakan bahasa bersama. Sebuah proyek efisiensi energi, misalnya, seharusnya 
tidak hanya dinilai sebagai proyek teknis, melainkan sebagai kombinasi penghematan biaya, pengurangan 
emisi, pengurangan eksposur harga energi, peningkatan kualitas aset, dan pembelajaran teknologi. Ketika 
manfaat disajikan secara terintegrasi, lebih mudah bagi manajemen puncak untuk membandingkannya 
dengan proyek lain dan mengalokasikan modal secara rasional. 

Dalam konteks Indonesia, konsumen makin sensitif terhadap harga sehingga proposisi hijau harus tetap 
ekonomis dan relevan. Hal ini membuat pendekatan copy-paste dari negara lain tidak memadai. Struktur 
industri, bauran energi, kapasitas pemerintah daerah, karakter UMKM, geografi kepulauan, tingkat 
pendapatan konsumen, dan kualitas infrastruktur sangat beragam. Prinsip hijau harus diterjemahkan ke 
dalam urutan prioritas yang realistis: pertama mengurangi pemborosan yang jelas, kemudian memperbaiki 
proses dan teknologi, lalu membangun model bisnis serta ekosistem baru. Perusahaan besar dapat menjadi 
jangkar dengan membantu pemasok kecil meningkatkan standar, menyediakan pembiayaan, berbagi 
teknologi, dan menciptakan permintaan atas produk rendah karbon. Dengan demikian, transisi hijau dapat 
menjadi proses upgrading ekonomi, bukan sekadar tambahan biaya kepatuhan. 

Implikasi manajerial yang penting adalah kebutuhan untuk mengelola trade-off secara terbuka. Tidak semua 
proyek hijau langsung menghasilkan laba yang tinggi; tidak semua teknologi baru bebas risiko; dan tidak 
semua standar dapat diterapkan dengan kecepatan yang sama. Manajemen harus membedakan antara 
tindakan 'no-regret' yang sekaligus menghemat biaya dan menurunkan dampak, investasi strategis yang 
perlu horizon panjang, serta tindakan yang terutama dibutuhkan untuk mempertahankan lisensi sosial dan 
kepatuhan. Portofolio semacam itu menghindarkan perusahaan dari dua kesalahan: menolak semua 
agenda hijau karena dianggap mahal, atau menerima setiap proyek hijau tanpa disiplin ekonomi. Ekonomi 
hijau memerlukan idealisme tujuan dan ketelitian manajerial sekaligus. 

Pada akhirnya, keberhasilan green marketing ditentukan oleh kemampuan organisasi belajar. Teknologi, 
regulasi, harga karbon, preferensi konsumen, dan standar global berubah cepat. Perusahaan membutuhkan 
mekanisme untuk menguji solusi, mengukur hasil, menghentikan eksperimen yang tidak efektif, serta 
memperbesar inisiatif yang berhasil. Pembelajaran juga harus melampaui batas perusahaan melalui 
asosiasi industri, universitas, pemerintah, lembaga keuangan, startup, dan masyarakat. Ekonomi hijau pada 
dasarnya adalah transformasi ekosistem; keunggulan satu perusahaan akan sulit bertahan bila pemasok, 
infrastruktur publik, tenaga kerja, dan pasar tidak ikut berubah. Karena itu, kompetisi perlu dilengkapi 
kolaborasi pada area seperti standar data, teknologi dasar, daur ulang, pelatihan, dan infrastruktur 
bersama. 

Ilustrasi praktis dapat dilihat pada perusahaan manufaktur hipotetis 'Nusantara Prima'. Ketika perusahaan 
ini menerapkan prinsip green marketing, manajemen tidak memulai dengan kampanye publik, tetapi dengan 
pemetaan aliran energi, air, material, emisi, biaya kegagalan, dan ketergantungan pemasok. Dari pemetaan 
itu ditemukan bahwa sebagian biaya produksi sebenarnya berasal dari kehilangan panas, scrap material, 
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waktu mesin yang tidak optimal, transportasi kosong, dan produk yang sulit diperbaiki. Tim lintas fungsi 
kemudian memilih beberapa proyek awal yang dapat diukur, menyepakati indikator, dan memasukkannya 
ke proses budgeting. Setelah hasil awal terbukti, perusahaan memperluas pendekatan ke desain produk, 
kontrak pemasok, serta model layanan. Kasus hipotetis ini menunjukkan bahwa transformasi hijau menjadi 
kredibel ketika dimulai dari data operasional dan dibawa ke keputusan strategis, bukan ketika berhenti pada 
simbol atau slogan. 

23. UMKM dalam Transisi Ekonomi Hijau 
Dalam kerangka UMKM hijau, persoalan utama bukan lagi apakah isu lingkungan harus diperhatikan, 
melainkan bagaimana isu tersebut ditempatkan di dalam logika inti manajemen. Secara konseptual, 
membuat agenda keberlanjutan dapat diakses oleh usaha kecil melalui teknologi sederhana, pembiayaan, 
agregasi, dan pendampingan. Ini mengubah posisi lingkungan dari fungsi kepatuhan yang bekerja setelah 
keputusan bisnis dibuat menjadi variabel yang hadir sejak tahap perumusan strategi. Ketika keputusan 
mengenai portofolio produk, teknologi, lokasi fasilitas, pemasok, kontrak energi, desain kemasan, dan 
investasi modal memasukkan konsekuensi ekologis sejak awal, organisasi mengurangi kemungkinan 
terjebak dalam biaya koreksi yang mahal di kemudian hari. Pendekatan semacam ini juga menuntut manajer 
untuk berpikir dalam horizon lebih panjang, sebab sebagian besar manfaat lingkungan—seperti 
penghematan energi kumulatif, ketahanan pasokan, reputasi, atau kualitas ekosistem—tidak selalu muncul 
dalam satu kuartal keuangan. 

Transformasi ini pada dasarnya merupakan perubahan teori nilai. Dalam paradigma konvensional, nilai 
sering dipahami sebagai selisih antara pendapatan dan biaya yang tercatat di perusahaan. Dalam ekonomi 
hijau, pertanyaan diperluas: biaya apa yang belum tercatat, siapa yang menanggungnya, dan kapan biaya 
itu muncul? Emisi, limbah, kehilangan jasa ekosistem, atau paparan risiko iklim mungkin tidak seluruhnya 
muncul sebagai biaya akuntansi saat ini, tetapi tetap merupakan kewajiban ekonomi yang potensial. Karena 
itu, manajemen yang matang mencoba menginternalisasi sebagian biaya tersebut melalui harga bayangan, 
target intensitas sumber daya, provisi risiko, standar desain, atau kriteria investasi. Tujuannya bukan 
membuat keputusan menjadi anti-bisnis, melainkan mengurangi ilusi profit yang sebenarnya dibangun 
dengan memindahkan biaya kepada masyarakat, alam, pemasok, atau masa depan. 

Pada tingkat implementasi, instrumen seperti energy efficiency kits, shared facilities, digital bookkeeping, 
cooperative procurement, dan certification support perlu ditempatkan dalam sebuah sistem tata kelola 
yang jelas. Setiap target harus memiliki baseline, pemilik indikator, jadwal, anggaran, dan hubungan dengan 
keputusan. Banyak program keberlanjutan gagal bukan karena perusahaan tidak mempunyai slogan atau 
kebijakan, tetapi karena indikator lingkungan tidak memengaruhi capital expenditure, desain produk, 
evaluasi pemasok, atau remunerasi pimpinan. Transformasi yang efektif menghubungkan data dengan 
otoritas keputusan. Jika konsumsi energi meningkat, misalnya, organisasi harus mengetahui unit mana yang 
bertanggung jawab, penyebab teknisnya, pilihan investasi yang tersedia, periode pengembalian, dampak 
emisi, serta konsekuensi bila tidak bertindak. Dengan cara ini keberlanjutan menjadi proses manajemen, 
bukan kegiatan komunikasi. 

Dari sudut organisasi, UMKM hijau juga memerlukan koordinasi lintas fungsi. Direktorat keuangan 
cenderung melihat arus kas dan biaya modal; operasi melihat reliabilitas dan throughput; pemasaran 
melihat nilai pelanggan; SDM melihat kompetensi; bagian keberlanjutan melihat dampak dan kepatuhan. 
Tantangannya adalah menciptakan bahasa bersama. Sebuah proyek efisiensi energi, misalnya, seharusnya 
tidak hanya dinilai sebagai proyek teknis, melainkan sebagai kombinasi penghematan biaya, pengurangan 
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emisi, pengurangan eksposur harga energi, peningkatan kualitas aset, dan pembelajaran teknologi. Ketika 
manfaat disajikan secara terintegrasi, lebih mudah bagi manajemen puncak untuk membandingkannya 
dengan proyek lain dan mengalokasikan modal secara rasional. 

Dalam konteks Indonesia, sebagian besar pelaku usaha Indonesia membutuhkan model transisi yang 
murah, bertahap, dan praktis. Hal ini membuat pendekatan copy-paste dari negara lain tidak memadai. 
Struktur industri, bauran energi, kapasitas pemerintah daerah, karakter UMKM, geografi kepulauan, tingkat 
pendapatan konsumen, dan kualitas infrastruktur sangat beragam. Prinsip hijau harus diterjemahkan ke 
dalam urutan prioritas yang realistis: pertama mengurangi pemborosan yang jelas, kemudian memperbaiki 
proses dan teknologi, lalu membangun model bisnis serta ekosistem baru. Perusahaan besar dapat menjadi 
jangkar dengan membantu pemasok kecil meningkatkan standar, menyediakan pembiayaan, berbagi 
teknologi, dan menciptakan permintaan atas produk rendah karbon. Dengan demikian, transisi hijau dapat 
menjadi proses upgrading ekonomi, bukan sekadar tambahan biaya kepatuhan. 

Implikasi manajerial yang penting adalah kebutuhan untuk mengelola trade-off secara terbuka. Tidak semua 
proyek hijau langsung menghasilkan laba yang tinggi; tidak semua teknologi baru bebas risiko; dan tidak 
semua standar dapat diterapkan dengan kecepatan yang sama. Manajemen harus membedakan antara 
tindakan 'no-regret' yang sekaligus menghemat biaya dan menurunkan dampak, investasi strategis yang 
perlu horizon panjang, serta tindakan yang terutama dibutuhkan untuk mempertahankan lisensi sosial dan 
kepatuhan. Portofolio semacam itu menghindarkan perusahaan dari dua kesalahan: menolak semua 
agenda hijau karena dianggap mahal, atau menerima setiap proyek hijau tanpa disiplin ekonomi. Ekonomi 
hijau memerlukan idealisme tujuan dan ketelitian manajerial sekaligus. 

Pada akhirnya, keberhasilan UMKM hijau ditentukan oleh kemampuan organisasi belajar. Teknologi, 
regulasi, harga karbon, preferensi konsumen, dan standar global berubah cepat. Perusahaan membutuhkan 
mekanisme untuk menguji solusi, mengukur hasil, menghentikan eksperimen yang tidak efektif, serta 
memperbesar inisiatif yang berhasil. Pembelajaran juga harus melampaui batas perusahaan melalui 
asosiasi industri, universitas, pemerintah, lembaga keuangan, startup, dan masyarakat. Ekonomi hijau pada 
dasarnya adalah transformasi ekosistem; keunggulan satu perusahaan akan sulit bertahan bila pemasok, 
infrastruktur publik, tenaga kerja, dan pasar tidak ikut berubah. Karena itu, kompetisi perlu dilengkapi 
kolaborasi pada area seperti standar data, teknologi dasar, daur ulang, pelatihan, dan infrastruktur 
bersama. 

Ilustrasi praktis dapat dilihat pada perusahaan manufaktur hipotetis 'Nusantara Prima'. Ketika perusahaan 
ini menerapkan prinsip UMKM hijau, manajemen tidak memulai dengan kampanye publik, tetapi dengan 
pemetaan aliran energi, air, material, emisi, biaya kegagalan, dan ketergantungan pemasok. Dari pemetaan 
itu ditemukan bahwa sebagian biaya produksi sebenarnya berasal dari kehilangan panas, scrap material, 
waktu mesin yang tidak optimal, transportasi kosong, dan produk yang sulit diperbaiki. Tim lintas fungsi 
kemudian memilih beberapa proyek awal yang dapat diukur, menyepakati indikator, dan memasukkannya 
ke proses budgeting. Setelah hasil awal terbukti, perusahaan memperluas pendekatan ke desain produk, 
kontrak pemasok, serta model layanan. Kasus hipotetis ini menunjukkan bahwa transformasi hijau menjadi 
kredibel ketika dimulai dari data operasional dan dibawa ke keputusan strategis, bukan ketika berhenti pada 
simbol atau slogan. 

24. Industri, Hilirisasi, dan Dilema Nilai Tambah 
Dalam kerangka industrialisasi hijau, persoalan utama bukan lagi apakah isu lingkungan harus diperhatikan, 
melainkan bagaimana isu tersebut ditempatkan di dalam logika inti manajemen. Secara konseptual, 
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mendorong hilirisasi dan nilai tambah tanpa memindahkan beban ekologis ke wilayah produksi. Ini 
mengubah posisi lingkungan dari fungsi kepatuhan yang bekerja setelah keputusan bisnis dibuat menjadi 
variabel yang hadir sejak tahap perumusan strategi. Ketika keputusan mengenai portofolio produk, 
teknologi, lokasi fasilitas, pemasok, kontrak energi, desain kemasan, dan investasi modal memasukkan 
konsekuensi ekologis sejak awal, organisasi mengurangi kemungkinan terjebak dalam biaya koreksi yang 
mahal di kemudian hari. Pendekatan semacam ini juga menuntut manajer untuk berpikir dalam horizon lebih 
panjang, sebab sebagian besar manfaat lingkungan—seperti penghematan energi kumulatif, ketahanan 
pasokan, reputasi, atau kualitas ekosistem—tidak selalu muncul dalam satu kuartal keuangan. 

Transformasi ini pada dasarnya merupakan perubahan teori nilai. Dalam paradigma konvensional, nilai 
sering dipahami sebagai selisih antara pendapatan dan biaya yang tercatat di perusahaan. Dalam ekonomi 
hijau, pertanyaan diperluas: biaya apa yang belum tercatat, siapa yang menanggungnya, dan kapan biaya 
itu muncul? Emisi, limbah, kehilangan jasa ekosistem, atau paparan risiko iklim mungkin tidak seluruhnya 
muncul sebagai biaya akuntansi saat ini, tetapi tetap merupakan kewajiban ekonomi yang potensial. Karena 
itu, manajemen yang matang mencoba menginternalisasi sebagian biaya tersebut melalui harga bayangan, 
target intensitas sumber daya, provisi risiko, standar desain, atau kriteria investasi. Tujuannya bukan 
membuat keputusan menjadi anti-bisnis, melainkan mengurangi ilusi profit yang sebenarnya dibangun 
dengan memindahkan biaya kepada masyarakat, alam, pemasok, atau masa depan. 

Pada tingkat implementasi, instrumen seperti best available technology, renewable power, water 
stewardship, tailing management, dan industrial symbiosis perlu ditempatkan dalam sebuah sistem tata 
kelola yang jelas. Setiap target harus memiliki baseline, pemilik indikator, jadwal, anggaran, dan hubungan 
dengan keputusan. Banyak program keberlanjutan gagal bukan karena perusahaan tidak mempunyai slogan 
atau kebijakan, tetapi karena indikator lingkungan tidak memengaruhi capital expenditure, desain produk, 
evaluasi pemasok, atau remunerasi pimpinan. Transformasi yang efektif menghubungkan data dengan 
otoritas keputusan. Jika konsumsi energi meningkat, misalnya, organisasi harus mengetahui unit mana yang 
bertanggung jawab, penyebab teknisnya, pilihan investasi yang tersedia, periode pengembalian, dampak 
emisi, serta konsekuensi bila tidak bertindak. Dengan cara ini keberlanjutan menjadi proses manajemen, 
bukan kegiatan komunikasi. 

Dari sudut organisasi, industrialisasi hijau juga memerlukan koordinasi lintas fungsi. Direktorat keuangan 
cenderung melihat arus kas dan biaya modal; operasi melihat reliabilitas dan throughput; pemasaran 
melihat nilai pelanggan; SDM melihat kompetensi; bagian keberlanjutan melihat dampak dan kepatuhan. 
Tantangannya adalah menciptakan bahasa bersama. Sebuah proyek efisiensi energi, misalnya, seharusnya 
tidak hanya dinilai sebagai proyek teknis, melainkan sebagai kombinasi penghematan biaya, pengurangan 
emisi, pengurangan eksposur harga energi, peningkatan kualitas aset, dan pembelajaran teknologi. Ketika 
manfaat disajikan secara terintegrasi, lebih mudah bagi manajemen puncak untuk membandingkannya 
dengan proyek lain dan mengalokasikan modal secara rasional. 

Dalam konteks Indonesia, hilirisasi mineral strategis harus dinilai dari nilai tambah bersih setelah biaya 
ekologis dan sosial. Hal ini membuat pendekatan copy-paste dari negara lain tidak memadai. Struktur 
industri, bauran energi, kapasitas pemerintah daerah, karakter UMKM, geografi kepulauan, tingkat 
pendapatan konsumen, dan kualitas infrastruktur sangat beragam. Prinsip hijau harus diterjemahkan ke 
dalam urutan prioritas yang realistis: pertama mengurangi pemborosan yang jelas, kemudian memperbaiki 
proses dan teknologi, lalu membangun model bisnis serta ekosistem baru. Perusahaan besar dapat menjadi 
jangkar dengan membantu pemasok kecil meningkatkan standar, menyediakan pembiayaan, berbagi 
teknologi, dan menciptakan permintaan atas produk rendah karbon. Dengan demikian, transisi hijau dapat 
menjadi proses upgrading ekonomi, bukan sekadar tambahan biaya kepatuhan. 
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Implikasi manajerial yang penting adalah kebutuhan untuk mengelola trade-off secara terbuka. Tidak semua 
proyek hijau langsung menghasilkan laba yang tinggi; tidak semua teknologi baru bebas risiko; dan tidak 
semua standar dapat diterapkan dengan kecepatan yang sama. Manajemen harus membedakan antara 
tindakan 'no-regret' yang sekaligus menghemat biaya dan menurunkan dampak, investasi strategis yang 
perlu horizon panjang, serta tindakan yang terutama dibutuhkan untuk mempertahankan lisensi sosial dan 
kepatuhan. Portofolio semacam itu menghindarkan perusahaan dari dua kesalahan: menolak semua 
agenda hijau karena dianggap mahal, atau menerima setiap proyek hijau tanpa disiplin ekonomi. Ekonomi 
hijau memerlukan idealisme tujuan dan ketelitian manajerial sekaligus. 

Pada akhirnya, keberhasilan industrialisasi hijau ditentukan oleh kemampuan organisasi belajar. Teknologi, 
regulasi, harga karbon, preferensi konsumen, dan standar global berubah cepat. Perusahaan membutuhkan 
mekanisme untuk menguji solusi, mengukur hasil, menghentikan eksperimen yang tidak efektif, serta 
memperbesar inisiatif yang berhasil. Pembelajaran juga harus melampaui batas perusahaan melalui 
asosiasi industri, universitas, pemerintah, lembaga keuangan, startup, dan masyarakat. Ekonomi hijau pada 
dasarnya adalah transformasi ekosistem; keunggulan satu perusahaan akan sulit bertahan bila pemasok, 
infrastruktur publik, tenaga kerja, dan pasar tidak ikut berubah. Karena itu, kompetisi perlu dilengkapi 
kolaborasi pada area seperti standar data, teknologi dasar, daur ulang, pelatihan, dan infrastruktur 
bersama. 

Ilustrasi praktis dapat dilihat pada perusahaan manufaktur hipotetis 'Nusantara Prima'. Ketika perusahaan 
ini menerapkan prinsip industrialisasi hijau, manajemen tidak memulai dengan kampanye publik, tetapi 
dengan pemetaan aliran energi, air, material, emisi, biaya kegagalan, dan ketergantungan pemasok. Dari 
pemetaan itu ditemukan bahwa sebagian biaya produksi sebenarnya berasal dari kehilangan panas, scrap 
material, waktu mesin yang tidak optimal, transportasi kosong, dan produk yang sulit diperbaiki. Tim lintas 
fungsi kemudian memilih beberapa proyek awal yang dapat diukur, menyepakati indikator, dan 
memasukkannya ke proses budgeting. Setelah hasil awal terbukti, perusahaan memperluas pendekatan ke 
desain produk, kontrak pemasok, serta model layanan. Kasus hipotetis ini menunjukkan bahwa 
transformasi hijau menjadi kredibel ketika dimulai dari data operasional dan dibawa ke keputusan strategis, 
bukan ketika berhenti pada simbol atau slogan. 

25. Ekonomi Hijau Indonesia: Peluang Sektoral 
Dalam kerangka transformasi sektoral, persoalan utama bukan lagi apakah isu lingkungan harus 
diperhatikan, melainkan bagaimana isu tersebut ditempatkan di dalam logika inti manajemen. Secara 
konseptual, mengadaptasi prinsip hijau sesuai karakter energi, pangan, kehutanan, manufaktur, 
transportasi, bangunan, pariwisata, dan kelautan. Ini mengubah posisi lingkungan dari fungsi kepatuhan 
yang bekerja setelah keputusan bisnis dibuat menjadi variabel yang hadir sejak tahap perumusan strategi. 
Ketika keputusan mengenai portofolio produk, teknologi, lokasi fasilitas, pemasok, kontrak energi, desain 
kemasan, dan investasi modal memasukkan konsekuensi ekologis sejak awal, organisasi mengurangi 
kemungkinan terjebak dalam biaya koreksi yang mahal di kemudian hari. Pendekatan semacam ini juga 
menuntut manajer untuk berpikir dalam horizon lebih panjang, sebab sebagian besar manfaat lingkungan—
seperti penghematan energi kumulatif, ketahanan pasokan, reputasi, atau kualitas ekosistem—tidak selalu 
muncul dalam satu kuartal keuangan. 

Transformasi ini pada dasarnya merupakan perubahan teori nilai. Dalam paradigma konvensional, nilai 
sering dipahami sebagai selisih antara pendapatan dan biaya yang tercatat di perusahaan. Dalam ekonomi 
hijau, pertanyaan diperluas: biaya apa yang belum tercatat, siapa yang menanggungnya, dan kapan biaya 
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itu muncul? Emisi, limbah, kehilangan jasa ekosistem, atau paparan risiko iklim mungkin tidak seluruhnya 
muncul sebagai biaya akuntansi saat ini, tetapi tetap merupakan kewajiban ekonomi yang potensial. Karena 
itu, manajemen yang matang mencoba menginternalisasi sebagian biaya tersebut melalui harga bayangan, 
target intensitas sumber daya, provisi risiko, standar desain, atau kriteria investasi. Tujuannya bukan 
membuat keputusan menjadi anti-bisnis, melainkan mengurangi ilusi profit yang sebenarnya dibangun 
dengan memindahkan biaya kepada masyarakat, alam, pemasok, atau masa depan. 

Pada tingkat implementasi, instrumen seperti sector roadmaps, standards, public procurement, 
infrastructure, dan blended finance perlu ditempatkan dalam sebuah sistem tata kelola yang jelas. Setiap 
target harus memiliki baseline, pemilik indikator, jadwal, anggaran, dan hubungan dengan keputusan. 
Banyak program keberlanjutan gagal bukan karena perusahaan tidak mempunyai slogan atau kebijakan, 
tetapi karena indikator lingkungan tidak memengaruhi capital expenditure, desain produk, evaluasi 
pemasok, atau remunerasi pimpinan. Transformasi yang efektif menghubungkan data dengan otoritas 
keputusan. Jika konsumsi energi meningkat, misalnya, organisasi harus mengetahui unit mana yang 
bertanggung jawab, penyebab teknisnya, pilihan investasi yang tersedia, periode pengembalian, dampak 
emisi, serta konsekuensi bila tidak bertindak. Dengan cara ini keberlanjutan menjadi proses manajemen, 
bukan kegiatan komunikasi. 

Dari sudut organisasi, transformasi sektoral juga memerlukan koordinasi lintas fungsi. Direktorat keuangan 
cenderung melihat arus kas dan biaya modal; operasi melihat reliabilitas dan throughput; pemasaran 
melihat nilai pelanggan; SDM melihat kompetensi; bagian keberlanjutan melihat dampak dan kepatuhan. 
Tantangannya adalah menciptakan bahasa bersama. Sebuah proyek efisiensi energi, misalnya, seharusnya 
tidak hanya dinilai sebagai proyek teknis, melainkan sebagai kombinasi penghematan biaya, pengurangan 
emisi, pengurangan eksposur harga energi, peningkatan kualitas aset, dan pembelajaran teknologi. Ketika 
manfaat disajikan secara terintegrasi, lebih mudah bagi manajemen puncak untuk membandingkannya 
dengan proyek lain dan mengalokasikan modal secara rasional. 

Dalam konteks Indonesia, keragaman geografis Indonesia menuntut strategi yang berbeda antarwilayah 
tetapi terhubung oleh tujuan nasional. Hal ini membuat pendekatan copy-paste dari negara lain tidak 
memadai. Struktur industri, bauran energi, kapasitas pemerintah daerah, karakter UMKM, geografi 
kepulauan, tingkat pendapatan konsumen, dan kualitas infrastruktur sangat beragam. Prinsip hijau harus 
diterjemahkan ke dalam urutan prioritas yang realistis: pertama mengurangi pemborosan yang jelas, 
kemudian memperbaiki proses dan teknologi, lalu membangun model bisnis serta ekosistem baru. 
Perusahaan besar dapat menjadi jangkar dengan membantu pemasok kecil meningkatkan standar, 
menyediakan pembiayaan, berbagi teknologi, dan menciptakan permintaan atas produk rendah karbon. 
Dengan demikian, transisi hijau dapat menjadi proses upgrading ekonomi, bukan sekadar tambahan biaya 
kepatuhan. 

Implikasi manajerial yang penting adalah kebutuhan untuk mengelola trade-off secara terbuka. Tidak semua 
proyek hijau langsung menghasilkan laba yang tinggi; tidak semua teknologi baru bebas risiko; dan tidak 
semua standar dapat diterapkan dengan kecepatan yang sama. Manajemen harus membedakan antara 
tindakan 'no-regret' yang sekaligus menghemat biaya dan menurunkan dampak, investasi strategis yang 
perlu horizon panjang, serta tindakan yang terutama dibutuhkan untuk mempertahankan lisensi sosial dan 
kepatuhan. Portofolio semacam itu menghindarkan perusahaan dari dua kesalahan: menolak semua 
agenda hijau karena dianggap mahal, atau menerima setiap proyek hijau tanpa disiplin ekonomi. Ekonomi 
hijau memerlukan idealisme tujuan dan ketelitian manajerial sekaligus. 
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Pada akhirnya, keberhasilan transformasi sektoral ditentukan oleh kemampuan organisasi belajar. 
Teknologi, regulasi, harga karbon, preferensi konsumen, dan standar global berubah cepat. Perusahaan 
membutuhkan mekanisme untuk menguji solusi, mengukur hasil, menghentikan eksperimen yang tidak 
efektif, serta memperbesar inisiatif yang berhasil. Pembelajaran juga harus melampaui batas perusahaan 
melalui asosiasi industri, universitas, pemerintah, lembaga keuangan, startup, dan masyarakat. Ekonomi 
hijau pada dasarnya adalah transformasi ekosistem; keunggulan satu perusahaan akan sulit bertahan bila 
pemasok, infrastruktur publik, tenaga kerja, dan pasar tidak ikut berubah. Karena itu, kompetisi perlu 
dilengkapi kolaborasi pada area seperti standar data, teknologi dasar, daur ulang, pelatihan, dan 
infrastruktur bersama. 

Ilustrasi praktis dapat dilihat pada perusahaan manufaktur hipotetis 'Nusantara Prima'. Ketika perusahaan 
ini menerapkan prinsip transformasi sektoral, manajemen tidak memulai dengan kampanye publik, tetapi 
dengan pemetaan aliran energi, air, material, emisi, biaya kegagalan, dan ketergantungan pemasok. Dari 
pemetaan itu ditemukan bahwa sebagian biaya produksi sebenarnya berasal dari kehilangan panas, scrap 
material, waktu mesin yang tidak optimal, transportasi kosong, dan produk yang sulit diperbaiki. Tim lintas 
fungsi kemudian memilih beberapa proyek awal yang dapat diukur, menyepakati indikator, dan 
memasukkannya ke proses budgeting. Setelah hasil awal terbukti, perusahaan memperluas pendekatan ke 
desain produk, kontrak pemasok, serta model layanan. Kasus hipotetis ini menunjukkan bahwa 
transformasi hijau menjadi kredibel ketika dimulai dari data operasional dan dibawa ke keputusan strategis, 
bukan ketika berhenti pada simbol atau slogan. 

26. Tata Kelola, Kebijakan Publik, dan Just Transition 
Dalam kerangka tata kelola transisi, persoalan utama bukan lagi apakah isu lingkungan harus diperhatikan, 
melainkan bagaimana isu tersebut ditempatkan di dalam logika inti manajemen. Secara konseptual, 
memastikan bahwa perubahan harga, teknologi, dan struktur industri tidak meninggalkan pekerja dan 
masyarakat rentan. Ini mengubah posisi lingkungan dari fungsi kepatuhan yang bekerja setelah keputusan 
bisnis dibuat menjadi variabel yang hadir sejak tahap perumusan strategi. Ketika keputusan mengenai 
portofolio produk, teknologi, lokasi fasilitas, pemasok, kontrak energi, desain kemasan, dan investasi modal 
memasukkan konsekuensi ekologis sejak awal, organisasi mengurangi kemungkinan terjebak dalam biaya 
koreksi yang mahal di kemudian hari. Pendekatan semacam ini juga menuntut manajer untuk berpikir dalam 
horizon lebih panjang, sebab sebagian besar manfaat lingkungan—seperti penghematan energi kumulatif, 
ketahanan pasokan, reputasi, atau kualitas ekosistem—tidak selalu muncul dalam satu kuartal keuangan. 

Transformasi ini pada dasarnya merupakan perubahan teori nilai. Dalam paradigma konvensional, nilai 
sering dipahami sebagai selisih antara pendapatan dan biaya yang tercatat di perusahaan. Dalam ekonomi 
hijau, pertanyaan diperluas: biaya apa yang belum tercatat, siapa yang menanggungnya, dan kapan biaya 
itu muncul? Emisi, limbah, kehilangan jasa ekosistem, atau paparan risiko iklim mungkin tidak seluruhnya 
muncul sebagai biaya akuntansi saat ini, tetapi tetap merupakan kewajiban ekonomi yang potensial. Karena 
itu, manajemen yang matang mencoba menginternalisasi sebagian biaya tersebut melalui harga bayangan, 
target intensitas sumber daya, provisi risiko, standar desain, atau kriteria investasi. Tujuannya bukan 
membuat keputusan menjadi anti-bisnis, melainkan mengurangi ilusi profit yang sebenarnya dibangun 
dengan memindahkan biaya kepada masyarakat, alam, pemasok, atau masa depan. 

Pada tingkat implementasi, instrumen seperti social dialogue, retraining, regional diversification, targeted 
support, dan transparent regulation perlu ditempatkan dalam sebuah sistem tata kelola yang jelas. Setiap 
target harus memiliki baseline, pemilik indikator, jadwal, anggaran, dan hubungan dengan keputusan. 
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Banyak program keberlanjutan gagal bukan karena perusahaan tidak mempunyai slogan atau kebijakan, 
tetapi karena indikator lingkungan tidak memengaruhi capital expenditure, desain produk, evaluasi 
pemasok, atau remunerasi pimpinan. Transformasi yang efektif menghubungkan data dengan otoritas 
keputusan. Jika konsumsi energi meningkat, misalnya, organisasi harus mengetahui unit mana yang 
bertanggung jawab, penyebab teknisnya, pilihan investasi yang tersedia, periode pengembalian, dampak 
emisi, serta konsekuensi bila tidak bertindak. Dengan cara ini keberlanjutan menjadi proses manajemen, 
bukan kegiatan komunikasi. 

Dari sudut organisasi, tata kelola transisi juga memerlukan koordinasi lintas fungsi. Direktorat keuangan 
cenderung melihat arus kas dan biaya modal; operasi melihat reliabilitas dan throughput; pemasaran 
melihat nilai pelanggan; SDM melihat kompetensi; bagian keberlanjutan melihat dampak dan kepatuhan. 
Tantangannya adalah menciptakan bahasa bersama. Sebuah proyek efisiensi energi, misalnya, seharusnya 
tidak hanya dinilai sebagai proyek teknis, melainkan sebagai kombinasi penghematan biaya, pengurangan 
emisi, pengurangan eksposur harga energi, peningkatan kualitas aset, dan pembelajaran teknologi. Ketika 
manfaat disajikan secara terintegrasi, lebih mudah bagi manajemen puncak untuk membandingkannya 
dengan proyek lain dan mengalokasikan modal secara rasional. 

Dalam konteks Indonesia, transisi yang adil penting agar kebijakan hijau memperoleh legitimasi politik dan 
sosial. Hal ini membuat pendekatan copy-paste dari negara lain tidak memadai. Struktur industri, bauran 
energi, kapasitas pemerintah daerah, karakter UMKM, geografi kepulauan, tingkat pendapatan konsumen, 
dan kualitas infrastruktur sangat beragam. Prinsip hijau harus diterjemahkan ke dalam urutan prioritas yang 
realistis: pertama mengurangi pemborosan yang jelas, kemudian memperbaiki proses dan teknologi, lalu 
membangun model bisnis serta ekosistem baru. Perusahaan besar dapat menjadi jangkar dengan 
membantu pemasok kecil meningkatkan standar, menyediakan pembiayaan, berbagi teknologi, dan 
menciptakan permintaan atas produk rendah karbon. Dengan demikian, transisi hijau dapat menjadi proses 
upgrading ekonomi, bukan sekadar tambahan biaya kepatuhan. 

Implikasi manajerial yang penting adalah kebutuhan untuk mengelola trade-off secara terbuka. Tidak semua 
proyek hijau langsung menghasilkan laba yang tinggi; tidak semua teknologi baru bebas risiko; dan tidak 
semua standar dapat diterapkan dengan kecepatan yang sama. Manajemen harus membedakan antara 
tindakan 'no-regret' yang sekaligus menghemat biaya dan menurunkan dampak, investasi strategis yang 
perlu horizon panjang, serta tindakan yang terutama dibutuhkan untuk mempertahankan lisensi sosial dan 
kepatuhan. Portofolio semacam itu menghindarkan perusahaan dari dua kesalahan: menolak semua 
agenda hijau karena dianggap mahal, atau menerima setiap proyek hijau tanpa disiplin ekonomi. Ekonomi 
hijau memerlukan idealisme tujuan dan ketelitian manajerial sekaligus. 

Pada akhirnya, keberhasilan tata kelola transisi ditentukan oleh kemampuan organisasi belajar. Teknologi, 
regulasi, harga karbon, preferensi konsumen, dan standar global berubah cepat. Perusahaan membutuhkan 
mekanisme untuk menguji solusi, mengukur hasil, menghentikan eksperimen yang tidak efektif, serta 
memperbesar inisiatif yang berhasil. Pembelajaran juga harus melampaui batas perusahaan melalui 
asosiasi industri, universitas, pemerintah, lembaga keuangan, startup, dan masyarakat. Ekonomi hijau pada 
dasarnya adalah transformasi ekosistem; keunggulan satu perusahaan akan sulit bertahan bila pemasok, 
infrastruktur publik, tenaga kerja, dan pasar tidak ikut berubah. Karena itu, kompetisi perlu dilengkapi 
kolaborasi pada area seperti standar data, teknologi dasar, daur ulang, pelatihan, dan infrastruktur 
bersama. 

Ilustrasi praktis dapat dilihat pada perusahaan manufaktur hipotetis 'Nusantara Prima'. Ketika perusahaan 
ini menerapkan prinsip tata kelola transisi, manajemen tidak memulai dengan kampanye publik, tetapi 
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dengan pemetaan aliran energi, air, material, emisi, biaya kegagalan, dan ketergantungan pemasok. Dari 
pemetaan itu ditemukan bahwa sebagian biaya produksi sebenarnya berasal dari kehilangan panas, scrap 
material, waktu mesin yang tidak optimal, transportasi kosong, dan produk yang sulit diperbaiki. Tim lintas 
fungsi kemudian memilih beberapa proyek awal yang dapat diukur, menyepakati indikator, dan 
memasukkannya ke proses budgeting. Setelah hasil awal terbukti, perusahaan memperluas pendekatan ke 
desain produk, kontrak pemasok, serta model layanan. Kasus hipotetis ini menunjukkan bahwa 
transformasi hijau menjadi kredibel ketika dimulai dari data operasional dan dibawa ke keputusan strategis, 
bukan ketika berhenti pada simbol atau slogan. 

27. Pengukuran Kinerja: Dari ROI ke Integrated Value 
Dalam kerangka integrated performance management, persoalan utama bukan lagi apakah isu lingkungan 
harus diperhatikan, melainkan bagaimana isu tersebut ditempatkan di dalam logika inti manajemen. Secara 
konseptual, menggabungkan hasil finansial dengan karbon, energi, air, material, limbah, biodiversitas, 
keselamatan, dan dampak sosial. Ini mengubah posisi lingkungan dari fungsi kepatuhan yang bekerja 
setelah keputusan bisnis dibuat menjadi variabel yang hadir sejak tahap perumusan strategi. Ketika 
keputusan mengenai portofolio produk, teknologi, lokasi fasilitas, pemasok, kontrak energi, desain 
kemasan, dan investasi modal memasukkan konsekuensi ekologis sejak awal, organisasi mengurangi 
kemungkinan terjebak dalam biaya koreksi yang mahal di kemudian hari. Pendekatan semacam ini juga 
menuntut manajer untuk berpikir dalam horizon lebih panjang, sebab sebagian besar manfaat lingkungan—
seperti penghematan energi kumulatif, ketahanan pasokan, reputasi, atau kualitas ekosistem—tidak selalu 
muncul dalam satu kuartal keuangan. 

Transformasi ini pada dasarnya merupakan perubahan teori nilai. Dalam paradigma konvensional, nilai 
sering dipahami sebagai selisih antara pendapatan dan biaya yang tercatat di perusahaan. Dalam ekonomi 
hijau, pertanyaan diperluas: biaya apa yang belum tercatat, siapa yang menanggungnya, dan kapan biaya 
itu muncul? Emisi, limbah, kehilangan jasa ekosistem, atau paparan risiko iklim mungkin tidak seluruhnya 
muncul sebagai biaya akuntansi saat ini, tetapi tetap merupakan kewajiban ekonomi yang potensial. Karena 
itu, manajemen yang matang mencoba menginternalisasi sebagian biaya tersebut melalui harga bayangan, 
target intensitas sumber daya, provisi risiko, standar desain, atau kriteria investasi. Tujuannya bukan 
membuat keputusan menjadi anti-bisnis, melainkan mengurangi ilusi profit yang sebenarnya dibangun 
dengan memindahkan biaya kepada masyarakat, alam, pemasok, atau masa depan. 

Pada tingkat implementasi, instrumen seperti balanced scorecard hijau, dashboards, target absolut dan 
intensitas, serta assurance perlu ditempatkan dalam sebuah sistem tata kelola yang jelas. Setiap target 
harus memiliki baseline, pemilik indikator, jadwal, anggaran, dan hubungan dengan keputusan. Banyak 
program keberlanjutan gagal bukan karena perusahaan tidak mempunyai slogan atau kebijakan, tetapi 
karena indikator lingkungan tidak memengaruhi capital expenditure, desain produk, evaluasi pemasok, atau 
remunerasi pimpinan. Transformasi yang efektif menghubungkan data dengan otoritas keputusan. Jika 
konsumsi energi meningkat, misalnya, organisasi harus mengetahui unit mana yang bertanggung jawab, 
penyebab teknisnya, pilihan investasi yang tersedia, periode pengembalian, dampak emisi, serta 
konsekuensi bila tidak bertindak. Dengan cara ini keberlanjutan menjadi proses manajemen, bukan kegiatan 
komunikasi. 

Dari sudut organisasi, integrated performance management juga memerlukan koordinasi lintas fungsi. 
Direktorat keuangan cenderung melihat arus kas dan biaya modal; operasi melihat reliabilitas dan 
throughput; pemasaran melihat nilai pelanggan; SDM melihat kompetensi; bagian keberlanjutan melihat 



Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD | Dari Profit ke Planet: Transformasi Manajemen dalam Ekonomi Hijau 
 
 
 

49 

dampak dan kepatuhan. Tantangannya adalah menciptakan bahasa bersama. Sebuah proyek efisiensi 
energi, misalnya, seharusnya tidak hanya dinilai sebagai proyek teknis, melainkan sebagai kombinasi 
penghematan biaya, pengurangan emisi, pengurangan eksposur harga energi, peningkatan kualitas aset, 
dan pembelajaran teknologi. Ketika manfaat disajikan secara terintegrasi, lebih mudah bagi manajemen 
puncak untuk membandingkannya dengan proyek lain dan mengalokasikan modal secara rasional. 

Dalam konteks Indonesia, indikator yang sederhana namun konsisten lebih berguna daripada ratusan 
indikator tanpa konsekuensi keputusan. Hal ini membuat pendekatan copy-paste dari negara lain tidak 
memadai. Struktur industri, bauran energi, kapasitas pemerintah daerah, karakter UMKM, geografi 
kepulauan, tingkat pendapatan konsumen, dan kualitas infrastruktur sangat beragam. Prinsip hijau harus 
diterjemahkan ke dalam urutan prioritas yang realistis: pertama mengurangi pemborosan yang jelas, 
kemudian memperbaiki proses dan teknologi, lalu membangun model bisnis serta ekosistem baru. 
Perusahaan besar dapat menjadi jangkar dengan membantu pemasok kecil meningkatkan standar, 
menyediakan pembiayaan, berbagi teknologi, dan menciptakan permintaan atas produk rendah karbon. 
Dengan demikian, transisi hijau dapat menjadi proses upgrading ekonomi, bukan sekadar tambahan biaya 
kepatuhan. 

Implikasi manajerial yang penting adalah kebutuhan untuk mengelola trade-off secara terbuka. Tidak semua 
proyek hijau langsung menghasilkan laba yang tinggi; tidak semua teknologi baru bebas risiko; dan tidak 
semua standar dapat diterapkan dengan kecepatan yang sama. Manajemen harus membedakan antara 
tindakan 'no-regret' yang sekaligus menghemat biaya dan menurunkan dampak, investasi strategis yang 
perlu horizon panjang, serta tindakan yang terutama dibutuhkan untuk mempertahankan lisensi sosial dan 
kepatuhan. Portofolio semacam itu menghindarkan perusahaan dari dua kesalahan: menolak semua 
agenda hijau karena dianggap mahal, atau menerima setiap proyek hijau tanpa disiplin ekonomi. Ekonomi 
hijau memerlukan idealisme tujuan dan ketelitian manajerial sekaligus. 

Pada akhirnya, keberhasilan integrated performance management ditentukan oleh kemampuan organisasi 
belajar. Teknologi, regulasi, harga karbon, preferensi konsumen, dan standar global berubah cepat. 
Perusahaan membutuhkan mekanisme untuk menguji solusi, mengukur hasil, menghentikan eksperimen 
yang tidak efektif, serta memperbesar inisiatif yang berhasil. Pembelajaran juga harus melampaui batas 
perusahaan melalui asosiasi industri, universitas, pemerintah, lembaga keuangan, startup, dan 
masyarakat. Ekonomi hijau pada dasarnya adalah transformasi ekosistem; keunggulan satu perusahaan 
akan sulit bertahan bila pemasok, infrastruktur publik, tenaga kerja, dan pasar tidak ikut berubah. Karena 
itu, kompetisi perlu dilengkapi kolaborasi pada area seperti standar data, teknologi dasar, daur ulang, 
pelatihan, dan infrastruktur bersama. 

Ilustrasi praktis dapat dilihat pada perusahaan manufaktur hipotetis 'Nusantara Prima'. Ketika perusahaan 
ini menerapkan prinsip integrated performance management, manajemen tidak memulai dengan kampanye 
publik, tetapi dengan pemetaan aliran energi, air, material, emisi, biaya kegagalan, dan ketergantungan 
pemasok. Dari pemetaan itu ditemukan bahwa sebagian biaya produksi sebenarnya berasal dari kehilangan 
panas, scrap material, waktu mesin yang tidak optimal, transportasi kosong, dan produk yang sulit 
diperbaiki. Tim lintas fungsi kemudian memilih beberapa proyek awal yang dapat diukur, menyepakati 
indikator, dan memasukkannya ke proses budgeting. Setelah hasil awal terbukti, perusahaan memperluas 
pendekatan ke desain produk, kontrak pemasok, serta model layanan. Kasus hipotetis ini menunjukkan 
bahwa transformasi hijau menjadi kredibel ketika dimulai dari data operasional dan dibawa ke keputusan 
strategis, bukan ketika berhenti pada simbol atau slogan. 
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28. Roadmap Transformasi Manajemen Hijau 
Dalam kerangka roadmap transformasi, persoalan utama bukan lagi apakah isu lingkungan harus 
diperhatikan, melainkan bagaimana isu tersebut ditempatkan di dalam logika inti manajemen. Secara 
konseptual, mengubah aspirasi menjadi urutan tindakan yang memiliki baseline, target, penanggung jawab, 
anggaran, dan mekanisme evaluasi. Ini mengubah posisi lingkungan dari fungsi kepatuhan yang bekerja 
setelah keputusan bisnis dibuat menjadi variabel yang hadir sejak tahap perumusan strategi. Ketika 
keputusan mengenai portofolio produk, teknologi, lokasi fasilitas, pemasok, kontrak energi, desain 
kemasan, dan investasi modal memasukkan konsekuensi ekologis sejak awal, organisasi mengurangi 
kemungkinan terjebak dalam biaya koreksi yang mahal di kemudian hari. Pendekatan semacam ini juga 
menuntut manajer untuk berpikir dalam horizon lebih panjang, sebab sebagian besar manfaat lingkungan—
seperti penghematan energi kumulatif, ketahanan pasokan, reputasi, atau kualitas ekosistem—tidak selalu 
muncul dalam satu kuartal keuangan. 

Transformasi ini pada dasarnya merupakan perubahan teori nilai. Dalam paradigma konvensional, nilai 
sering dipahami sebagai selisih antara pendapatan dan biaya yang tercatat di perusahaan. Dalam ekonomi 
hijau, pertanyaan diperluas: biaya apa yang belum tercatat, siapa yang menanggungnya, dan kapan biaya 
itu muncul? Emisi, limbah, kehilangan jasa ekosistem, atau paparan risiko iklim mungkin tidak seluruhnya 
muncul sebagai biaya akuntansi saat ini, tetapi tetap merupakan kewajiban ekonomi yang potensial. Karena 
itu, manajemen yang matang mencoba menginternalisasi sebagian biaya tersebut melalui harga bayangan, 
target intensitas sumber daya, provisi risiko, standar desain, atau kriteria investasi. Tujuannya bukan 
membuat keputusan menjadi anti-bisnis, melainkan mengurangi ilusi profit yang sebenarnya dibangun 
dengan memindahkan biaya kepada masyarakat, alam, pemasok, atau masa depan. 

Pada tingkat implementasi, instrumen seperti diagnosis, materiality, target, pilots, scaling, governance, 
disclosure, dan continuous improvement perlu ditempatkan dalam sebuah sistem tata kelola yang jelas. 
Setiap target harus memiliki baseline, pemilik indikator, jadwal, anggaran, dan hubungan dengan 
keputusan. Banyak program keberlanjutan gagal bukan karena perusahaan tidak mempunyai slogan atau 
kebijakan, tetapi karena indikator lingkungan tidak memengaruhi capital expenditure, desain produk, 
evaluasi pemasok, atau remunerasi pimpinan. Transformasi yang efektif menghubungkan data dengan 
otoritas keputusan. Jika konsumsi energi meningkat, misalnya, organisasi harus mengetahui unit mana yang 
bertanggung jawab, penyebab teknisnya, pilihan investasi yang tersedia, periode pengembalian, dampak 
emisi, serta konsekuensi bila tidak bertindak. Dengan cara ini keberlanjutan menjadi proses manajemen, 
bukan kegiatan komunikasi. 

Dari sudut organisasi, roadmap transformasi juga memerlukan koordinasi lintas fungsi. Direktorat keuangan 
cenderung melihat arus kas dan biaya modal; operasi melihat reliabilitas dan throughput; pemasaran 
melihat nilai pelanggan; SDM melihat kompetensi; bagian keberlanjutan melihat dampak dan kepatuhan. 
Tantangannya adalah menciptakan bahasa bersama. Sebuah proyek efisiensi energi, misalnya, seharusnya 
tidak hanya dinilai sebagai proyek teknis, melainkan sebagai kombinasi penghematan biaya, pengurangan 
emisi, pengurangan eksposur harga energi, peningkatan kualitas aset, dan pembelajaran teknologi. Ketika 
manfaat disajikan secara terintegrasi, lebih mudah bagi manajemen puncak untuk membandingkannya 
dengan proyek lain dan mengalokasikan modal secara rasional. 

Dalam konteks Indonesia, perusahaan dapat memulai dari area dengan manfaat ekonomi-lingkungan paling 
jelas lalu memperluas cakupan secara bertahap. Hal ini membuat pendekatan copy-paste dari negara lain 
tidak memadai. Struktur industri, bauran energi, kapasitas pemerintah daerah, karakter UMKM, geografi 
kepulauan, tingkat pendapatan konsumen, dan kualitas infrastruktur sangat beragam. Prinsip hijau harus 
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diterjemahkan ke dalam urutan prioritas yang realistis: pertama mengurangi pemborosan yang jelas, 
kemudian memperbaiki proses dan teknologi, lalu membangun model bisnis serta ekosistem baru. 
Perusahaan besar dapat menjadi jangkar dengan membantu pemasok kecil meningkatkan standar, 
menyediakan pembiayaan, berbagi teknologi, dan menciptakan permintaan atas produk rendah karbon. 
Dengan demikian, transisi hijau dapat menjadi proses upgrading ekonomi, bukan sekadar tambahan biaya 
kepatuhan. 

Implikasi manajerial yang penting adalah kebutuhan untuk mengelola trade-off secara terbuka. Tidak semua 
proyek hijau langsung menghasilkan laba yang tinggi; tidak semua teknologi baru bebas risiko; dan tidak 
semua standar dapat diterapkan dengan kecepatan yang sama. Manajemen harus membedakan antara 
tindakan 'no-regret' yang sekaligus menghemat biaya dan menurunkan dampak, investasi strategis yang 
perlu horizon panjang, serta tindakan yang terutama dibutuhkan untuk mempertahankan lisensi sosial dan 
kepatuhan. Portofolio semacam itu menghindarkan perusahaan dari dua kesalahan: menolak semua 
agenda hijau karena dianggap mahal, atau menerima setiap proyek hijau tanpa disiplin ekonomi. Ekonomi 
hijau memerlukan idealisme tujuan dan ketelitian manajerial sekaligus. 

Pada akhirnya, keberhasilan roadmap transformasi ditentukan oleh kemampuan organisasi belajar. 
Teknologi, regulasi, harga karbon, preferensi konsumen, dan standar global berubah cepat. Perusahaan 
membutuhkan mekanisme untuk menguji solusi, mengukur hasil, menghentikan eksperimen yang tidak 
efektif, serta memperbesar inisiatif yang berhasil. Pembelajaran juga harus melampaui batas perusahaan 
melalui asosiasi industri, universitas, pemerintah, lembaga keuangan, startup, dan masyarakat. Ekonomi 
hijau pada dasarnya adalah transformasi ekosistem; keunggulan satu perusahaan akan sulit bertahan bila 
pemasok, infrastruktur publik, tenaga kerja, dan pasar tidak ikut berubah. Karena itu, kompetisi perlu 
dilengkapi kolaborasi pada area seperti standar data, teknologi dasar, daur ulang, pelatihan, dan 
infrastruktur bersama. 

Ilustrasi praktis dapat dilihat pada perusahaan manufaktur hipotetis 'Nusantara Prima'. Ketika perusahaan 
ini menerapkan prinsip roadmap transformasi, manajemen tidak memulai dengan kampanye publik, tetapi 
dengan pemetaan aliran energi, air, material, emisi, biaya kegagalan, dan ketergantungan pemasok. Dari 
pemetaan itu ditemukan bahwa sebagian biaya produksi sebenarnya berasal dari kehilangan panas, scrap 
material, waktu mesin yang tidak optimal, transportasi kosong, dan produk yang sulit diperbaiki. Tim lintas 
fungsi kemudian memilih beberapa proyek awal yang dapat diukur, menyepakati indikator, dan 
memasukkannya ke proses budgeting. Setelah hasil awal terbukti, perusahaan memperluas pendekatan ke 
desain produk, kontrak pemasok, serta model layanan. Kasus hipotetis ini menunjukkan bahwa 
transformasi hijau menjadi kredibel ketika dimulai dari data operasional dan dibawa ke keputusan strategis, 
bukan ketika berhenti pada simbol atau slogan. 

29. Pendidikan Manajemen di Era Ekonomi Hijau 
Dalam kerangka pendidikan manajemen hijau, persoalan utama bukan lagi apakah isu lingkungan harus 
diperhatikan, melainkan bagaimana isu tersebut ditempatkan di dalam logika inti manajemen. Secara 
konseptual, mempersiapkan manajer yang mampu membaca laporan keuangan sekaligus memahami 
karbon, ekologi, teknologi, risiko iklim, dan keadilan transisi. Ini mengubah posisi lingkungan dari fungsi 
kepatuhan yang bekerja setelah keputusan bisnis dibuat menjadi variabel yang hadir sejak tahap perumusan 
strategi. Ketika keputusan mengenai portofolio produk, teknologi, lokasi fasilitas, pemasok, kontrak energi, 
desain kemasan, dan investasi modal memasukkan konsekuensi ekologis sejak awal, organisasi 
mengurangi kemungkinan terjebak dalam biaya koreksi yang mahal di kemudian hari. Pendekatan semacam 
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ini juga menuntut manajer untuk berpikir dalam horizon lebih panjang, sebab sebagian besar manfaat 
lingkungan—seperti penghematan energi kumulatif, ketahanan pasokan, reputasi, atau kualitas 
ekosistem—tidak selalu muncul dalam satu kuartal keuangan. 

Transformasi ini pada dasarnya merupakan perubahan teori nilai. Dalam paradigma konvensional, nilai 
sering dipahami sebagai selisih antara pendapatan dan biaya yang tercatat di perusahaan. Dalam ekonomi 
hijau, pertanyaan diperluas: biaya apa yang belum tercatat, siapa yang menanggungnya, dan kapan biaya 
itu muncul? Emisi, limbah, kehilangan jasa ekosistem, atau paparan risiko iklim mungkin tidak seluruhnya 
muncul sebagai biaya akuntansi saat ini, tetapi tetap merupakan kewajiban ekonomi yang potensial. Karena 
itu, manajemen yang matang mencoba menginternalisasi sebagian biaya tersebut melalui harga bayangan, 
target intensitas sumber daya, provisi risiko, standar desain, atau kriteria investasi. Tujuannya bukan 
membuat keputusan menjadi anti-bisnis, melainkan mengurangi ilusi profit yang sebenarnya dibangun 
dengan memindahkan biaya kepada masyarakat, alam, pemasok, atau masa depan. 

Pada tingkat implementasi, instrumen seperti case method, systems thinking, lifecycle analysis, 
sustainability accounting, dan interdisciplinary learning perlu ditempatkan dalam sebuah sistem tata kelola 
yang jelas. Setiap target harus memiliki baseline, pemilik indikator, jadwal, anggaran, dan hubungan dengan 
keputusan. Banyak program keberlanjutan gagal bukan karena perusahaan tidak mempunyai slogan atau 
kebijakan, tetapi karena indikator lingkungan tidak memengaruhi capital expenditure, desain produk, 
evaluasi pemasok, atau remunerasi pimpinan. Transformasi yang efektif menghubungkan data dengan 
otoritas keputusan. Jika konsumsi energi meningkat, misalnya, organisasi harus mengetahui unit mana yang 
bertanggung jawab, penyebab teknisnya, pilihan investasi yang tersedia, periode pengembalian, dampak 
emisi, serta konsekuensi bila tidak bertindak. Dengan cara ini keberlanjutan menjadi proses manajemen, 
bukan kegiatan komunikasi. 

Dari sudut organisasi, pendidikan manajemen hijau juga memerlukan koordinasi lintas fungsi. Direktorat 
keuangan cenderung melihat arus kas dan biaya modal; operasi melihat reliabilitas dan throughput; 
pemasaran melihat nilai pelanggan; SDM melihat kompetensi; bagian keberlanjutan melihat dampak dan 
kepatuhan. Tantangannya adalah menciptakan bahasa bersama. Sebuah proyek efisiensi energi, misalnya, 
seharusnya tidak hanya dinilai sebagai proyek teknis, melainkan sebagai kombinasi penghematan biaya, 
pengurangan emisi, pengurangan eksposur harga energi, peningkatan kualitas aset, dan pembelajaran 
teknologi. Ketika manfaat disajikan secara terintegrasi, lebih mudah bagi manajemen puncak untuk 
membandingkannya dengan proyek lain dan mengalokasikan modal secara rasional. 

Dalam konteks Indonesia, perguruan tinggi Indonesia perlu mengintegrasikan sustainability ke kurikulum 
inti, bukan hanya mata kuliah pilihan. Hal ini membuat pendekatan copy-paste dari negara lain tidak 
memadai. Struktur industri, bauran energi, kapasitas pemerintah daerah, karakter UMKM, geografi 
kepulauan, tingkat pendapatan konsumen, dan kualitas infrastruktur sangat beragam. Prinsip hijau harus 
diterjemahkan ke dalam urutan prioritas yang realistis: pertama mengurangi pemborosan yang jelas, 
kemudian memperbaiki proses dan teknologi, lalu membangun model bisnis serta ekosistem baru. 
Perusahaan besar dapat menjadi jangkar dengan membantu pemasok kecil meningkatkan standar, 
menyediakan pembiayaan, berbagi teknologi, dan menciptakan permintaan atas produk rendah karbon. 
Dengan demikian, transisi hijau dapat menjadi proses upgrading ekonomi, bukan sekadar tambahan biaya 
kepatuhan. 

Implikasi manajerial yang penting adalah kebutuhan untuk mengelola trade-off secara terbuka. Tidak semua 
proyek hijau langsung menghasilkan laba yang tinggi; tidak semua teknologi baru bebas risiko; dan tidak 
semua standar dapat diterapkan dengan kecepatan yang sama. Manajemen harus membedakan antara 
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tindakan 'no-regret' yang sekaligus menghemat biaya dan menurunkan dampak, investasi strategis yang 
perlu horizon panjang, serta tindakan yang terutama dibutuhkan untuk mempertahankan lisensi sosial dan 
kepatuhan. Portofolio semacam itu menghindarkan perusahaan dari dua kesalahan: menolak semua 
agenda hijau karena dianggap mahal, atau menerima setiap proyek hijau tanpa disiplin ekonomi. Ekonomi 
hijau memerlukan idealisme tujuan dan ketelitian manajerial sekaligus. 

Pada akhirnya, keberhasilan pendidikan manajemen hijau ditentukan oleh kemampuan organisasi belajar. 
Teknologi, regulasi, harga karbon, preferensi konsumen, dan standar global berubah cepat. Perusahaan 
membutuhkan mekanisme untuk menguji solusi, mengukur hasil, menghentikan eksperimen yang tidak 
efektif, serta memperbesar inisiatif yang berhasil. Pembelajaran juga harus melampaui batas perusahaan 
melalui asosiasi industri, universitas, pemerintah, lembaga keuangan, startup, dan masyarakat. Ekonomi 
hijau pada dasarnya adalah transformasi ekosistem; keunggulan satu perusahaan akan sulit bertahan bila 
pemasok, infrastruktur publik, tenaga kerja, dan pasar tidak ikut berubah. Karena itu, kompetisi perlu 
dilengkapi kolaborasi pada area seperti standar data, teknologi dasar, daur ulang, pelatihan, dan 
infrastruktur bersama. 

Ilustrasi praktis dapat dilihat pada perusahaan manufaktur hipotetis 'Nusantara Prima'. Ketika perusahaan 
ini menerapkan prinsip pendidikan manajemen hijau, manajemen tidak memulai dengan kampanye publik, 
tetapi dengan pemetaan aliran energi, air, material, emisi, biaya kegagalan, dan ketergantungan pemasok. 
Dari pemetaan itu ditemukan bahwa sebagian biaya produksi sebenarnya berasal dari kehilangan panas, 
scrap material, waktu mesin yang tidak optimal, transportasi kosong, dan produk yang sulit diperbaiki. Tim 
lintas fungsi kemudian memilih beberapa proyek awal yang dapat diukur, menyepakati indikator, dan 
memasukkannya ke proses budgeting. Setelah hasil awal terbukti, perusahaan memperluas pendekatan ke 
desain produk, kontrak pemasok, serta model layanan. Kasus hipotetis ini menunjukkan bahwa 
transformasi hijau menjadi kredibel ketika dimulai dari data operasional dan dibawa ke keputusan strategis, 
bukan ketika berhenti pada simbol atau slogan. 

30. Kesimpulan dan Agenda ke Depan 
Dalam kerangka manajemen berorientasi planet, persoalan utama bukan lagi apakah isu lingkungan harus 
diperhatikan, melainkan bagaimana isu tersebut ditempatkan di dalam logika inti manajemen. Secara 
konseptual, menyatukan profitabilitas, resiliensi, inovasi, dan tanggung jawab ekologis dalam satu 
arsitektur penciptaan nilai. Ini mengubah posisi lingkungan dari fungsi kepatuhan yang bekerja setelah 
keputusan bisnis dibuat menjadi variabel yang hadir sejak tahap perumusan strategi. Ketika keputusan 
mengenai portofolio produk, teknologi, lokasi fasilitas, pemasok, kontrak energi, desain kemasan, dan 
investasi modal memasukkan konsekuensi ekologis sejak awal, organisasi mengurangi kemungkinan 
terjebak dalam biaya koreksi yang mahal di kemudian hari. Pendekatan semacam ini juga menuntut manajer 
untuk berpikir dalam horizon lebih panjang, sebab sebagian besar manfaat lingkungan—seperti 
penghematan energi kumulatif, ketahanan pasokan, reputasi, atau kualitas ekosistem—tidak selalu muncul 
dalam satu kuartal keuangan. 

Transformasi ini pada dasarnya merupakan perubahan teori nilai. Dalam paradigma konvensional, nilai 
sering dipahami sebagai selisih antara pendapatan dan biaya yang tercatat di perusahaan. Dalam ekonomi 
hijau, pertanyaan diperluas: biaya apa yang belum tercatat, siapa yang menanggungnya, dan kapan biaya 
itu muncul? Emisi, limbah, kehilangan jasa ekosistem, atau paparan risiko iklim mungkin tidak seluruhnya 
muncul sebagai biaya akuntansi saat ini, tetapi tetap merupakan kewajiban ekonomi yang potensial. Karena 
itu, manajemen yang matang mencoba menginternalisasi sebagian biaya tersebut melalui harga bayangan, 
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target intensitas sumber daya, provisi risiko, standar desain, atau kriteria investasi. Tujuannya bukan 
membuat keputusan menjadi anti-bisnis, melainkan mengurangi ilusi profit yang sebenarnya dibangun 
dengan memindahkan biaya kepada masyarakat, alam, pemasok, atau masa depan. 

Pada tingkat implementasi, instrumen seperti governance, capability building, investment discipline, 
stakeholder collaboration, dan learning perlu ditempatkan dalam sebuah sistem tata kelola yang jelas. 
Setiap target harus memiliki baseline, pemilik indikator, jadwal, anggaran, dan hubungan dengan 
keputusan. Banyak program keberlanjutan gagal bukan karena perusahaan tidak mempunyai slogan atau 
kebijakan, tetapi karena indikator lingkungan tidak memengaruhi capital expenditure, desain produk, 
evaluasi pemasok, atau remunerasi pimpinan. Transformasi yang efektif menghubungkan data dengan 
otoritas keputusan. Jika konsumsi energi meningkat, misalnya, organisasi harus mengetahui unit mana yang 
bertanggung jawab, penyebab teknisnya, pilihan investasi yang tersedia, periode pengembalian, dampak 
emisi, serta konsekuensi bila tidak bertindak. Dengan cara ini keberlanjutan menjadi proses manajemen, 
bukan kegiatan komunikasi. 

Dari sudut organisasi, manajemen berorientasi planet juga memerlukan koordinasi lintas fungsi. Direktorat 
keuangan cenderung melihat arus kas dan biaya modal; operasi melihat reliabilitas dan throughput; 
pemasaran melihat nilai pelanggan; SDM melihat kompetensi; bagian keberlanjutan melihat dampak dan 
kepatuhan. Tantangannya adalah menciptakan bahasa bersama. Sebuah proyek efisiensi energi, misalnya, 
seharusnya tidak hanya dinilai sebagai proyek teknis, melainkan sebagai kombinasi penghematan biaya, 
pengurangan emisi, pengurangan eksposur harga energi, peningkatan kualitas aset, dan pembelajaran 
teknologi. Ketika manfaat disajikan secara terintegrasi, lebih mudah bagi manajemen puncak untuk 
membandingkannya dengan proyek lain dan mengalokasikan modal secara rasional. 

Dalam konteks Indonesia, masa depan daya saing Indonesia akan sangat dipengaruhi kemampuan 
organisasi mengubah kekayaan alam menjadi kemakmuran tanpa menghabiskan modal alam itu sendiri. 
Hal ini membuat pendekatan copy-paste dari negara lain tidak memadai. Struktur industri, bauran energi, 
kapasitas pemerintah daerah, karakter UMKM, geografi kepulauan, tingkat pendapatan konsumen, dan 
kualitas infrastruktur sangat beragam. Prinsip hijau harus diterjemahkan ke dalam urutan prioritas yang 
realistis: pertama mengurangi pemborosan yang jelas, kemudian memperbaiki proses dan teknologi, lalu 
membangun model bisnis serta ekosistem baru. Perusahaan besar dapat menjadi jangkar dengan 
membantu pemasok kecil meningkatkan standar, menyediakan pembiayaan, berbagi teknologi, dan 
menciptakan permintaan atas produk rendah karbon. Dengan demikian, transisi hijau dapat menjadi proses 
upgrading ekonomi, bukan sekadar tambahan biaya kepatuhan. 

Implikasi manajerial yang penting adalah kebutuhan untuk mengelola trade-off secara terbuka. Tidak semua 
proyek hijau langsung menghasilkan laba yang tinggi; tidak semua teknologi baru bebas risiko; dan tidak 
semua standar dapat diterapkan dengan kecepatan yang sama. Manajemen harus membedakan antara 
tindakan 'no-regret' yang sekaligus menghemat biaya dan menurunkan dampak, investasi strategis yang 
perlu horizon panjang, serta tindakan yang terutama dibutuhkan untuk mempertahankan lisensi sosial dan 
kepatuhan. Portofolio semacam itu menghindarkan perusahaan dari dua kesalahan: menolak semua 
agenda hijau karena dianggap mahal, atau menerima setiap proyek hijau tanpa disiplin ekonomi. Ekonomi 
hijau memerlukan idealisme tujuan dan ketelitian manajerial sekaligus. 

Pada akhirnya, keberhasilan manajemen berorientasi planet ditentukan oleh kemampuan organisasi 
belajar. Teknologi, regulasi, harga karbon, preferensi konsumen, dan standar global berubah cepat. 
Perusahaan membutuhkan mekanisme untuk menguji solusi, mengukur hasil, menghentikan eksperimen 
yang tidak efektif, serta memperbesar inisiatif yang berhasil. Pembelajaran juga harus melampaui batas 
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perusahaan melalui asosiasi industri, universitas, pemerintah, lembaga keuangan, startup, dan 
masyarakat. Ekonomi hijau pada dasarnya adalah transformasi ekosistem; keunggulan satu perusahaan 
akan sulit bertahan bila pemasok, infrastruktur publik, tenaga kerja, dan pasar tidak ikut berubah. Karena 
itu, kompetisi perlu dilengkapi kolaborasi pada area seperti standar data, teknologi dasar, daur ulang, 
pelatihan, dan infrastruktur bersama. 

Ilustrasi praktis dapat dilihat pada perusahaan manufaktur hipotetis 'Nusantara Prima'. Ketika perusahaan 
ini menerapkan prinsip manajemen berorientasi planet, manajemen tidak memulai dengan kampanye 
publik, tetapi dengan pemetaan aliran energi, air, material, emisi, biaya kegagalan, dan ketergantungan 
pemasok. Dari pemetaan itu ditemukan bahwa sebagian biaya produksi sebenarnya berasal dari kehilangan 
panas, scrap material, waktu mesin yang tidak optimal, transportasi kosong, dan produk yang sulit 
diperbaiki. Tim lintas fungsi kemudian memilih beberapa proyek awal yang dapat diukur, menyepakati 
indikator, dan memasukkannya ke proses budgeting. Setelah hasil awal terbukti, perusahaan memperluas 
pendekatan ke desain produk, kontrak pemasok, serta model layanan. Kasus hipotetis ini menunjukkan 
bahwa transformasi hijau menjadi kredibel ketika dimulai dari data operasional dan dibawa ke keputusan 
strategis, bukan ketika berhenti pada simbol atau slogan. 

31. Kerangka Implementasi: Green Management Transformation 

Framework 
Untuk membantu organisasi menerjemahkan gagasan dari profit ke planet ke dalam praktik, artikel ini 
mengusulkan Green Management Transformation Framework yang terdiri atas delapan lapis perubahan. 
Kerangka ini tidak harus dijalankan secara kaku dan linear; perusahaan dapat memulai dari titik yang paling 
material, tetapi seluruh lapis pada akhirnya perlu terhubung. 

Tahap Pertanyaan Kunci Instrumen Hasil yang 
Diharapkan 

1. Diagnose Di mana dampak, 
ketergantungan, risiko, 
dan pemborosan 
terbesar? 

materiality assessment, 
baseline 
karbon/energi/air/material 

peta prioritas dan 
baseline 

2. Reframe Strategy Bagaimana 
sustainability 
memengaruhi posisi 
bersaing dan 
portofolio? 

scenario analysis, NRBV, 
stakeholder mapping 

strategi dan sasaran 
hijau 

3. Redesign Value Bagaimana nilai dapat 
diciptakan dengan 
lebih sedikit material 
dan emisi? 

eco-design, circular 
business model, 
servitization 

proposisi nilai baru 

4. Rewire Operations Proses apa yang harus 
diubah? 

lean-green, cleaner 
production, renewable 
energy, digital monitoring 

produktivitas sumber 
daya 



Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD | Dari Profit ke Planet: Transformasi Manajemen dalam Ekonomi Hijau 
 
 
 

56 

5. Reconfigure Supply 
Chain 

Bagaimana pemasok 
dan logistik ikut 
berubah? 

green procurement, 
traceability, supplier 
development 

rantai pasok lebih 
rendah risiko 

6. Reallocate Capital Apakah investasi 
konsisten dengan 
target hijau? 

internal carbon price, 
green capex, climate-
adjusted hurdle rate 

modal mengalir ke aset 
masa depan 

7. Reinforce People & 
Governance 

Siapa bertanggung 
jawab dan kompetensi 
apa yang diperlukan? 

board oversight, green 
HRM, incentives, training 

akuntabilitas dan 
budaya 

8. Report, Learn, Scale Bagaimana hasil 
diverifikasi dan 
diperbaiki? 

dashboard, assurance, 
disclosure, review cycle 

kredibilitas dan 
continuous 
improvement 

Indikator Kinerja Utama yang Disarankan 
• Keuangan: revenue dari produk hijau, green capex, penghematan energi, biaya karbon yang dihindari, 
return on sustainability investment. 

• Karbon dan energi: emisi Scope 1-3, intensitas emisi, energi per unit output, porsi energi terbarukan. 

• Material dan sirkularitas: material virgin per unit, recycled content, yield, scrap, repair rate, recovery 
rate, waste to landfill. 

• Air dan alam: water withdrawal, water stress exposure, kualitas efluen, area restorasi, risiko 
biodiversitas dan deforestasi. 

• Rantai pasok: persentase pemasok yang dinilai, traceability, supplier emissions coverage, audit 
findings dan corrective actions. 

• SDM: jumlah green jobs, jam pelatihan green skills, ide perbaikan karyawan, indikator keselamatan 
dan engagement. 

• Inovasi: R&D hijau, jumlah eco-designed products, patent/innovation pipeline, time-to-scale solusi 
rendah karbon. 

• Governance: keterlibatan dewan, frekuensi review sustainability, assurance coverage, insiden 
greenwashing, keterkaitan insentif dengan target. 

32. Agenda Strategis bagi Indonesia 
Agenda pertama adalah membuat produktivitas sumber daya menjadi bahasa pembangunan. Indonesia 
selama ini sering mengukur keberhasilan industrialisasi dari investasi, ekspor, kapasitas terpasang, dan 
pertumbuhan output. Semua indikator tersebut tetap penting, tetapi perlu dilengkapi dengan indikator 
berapa banyak energi, air, material, lahan, dan emisi yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit nilai 
tambah. Dengan ukuran itu, hilirisasi tidak hanya berarti memproses bahan mentah lebih jauh, melainkan 
menaikkan nilai ekonomi per unit sumber daya dan per unit dampak lingkungan. Ini adalah inti industrial 
upgrading yang selaras dengan ekonomi hijau. 
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Agenda kedua adalah mempercepat transisi energi dengan memperhatikan keandalan, keterjangkauan, 
industri domestik, dan keadilan sosial. Perusahaan membutuhkan akses pada listrik yang semakin rendah 
karbon agar produk Indonesia tetap kompetitif di pasar yang menerapkan standar emisi. Namun transisi 
harus dikelola sebagai transformasi sistem, termasuk jaringan listrik, penyimpanan, pembiayaan, regulasi, 
kompetensi, dan masa depan wilayah yang bergantung pada industri fosil. Perencanaan yang baik 
mengurangi risiko stranded assets sekaligus mencegah biaya transisi dibebankan secara tidak proporsional 
kepada kelompok rentan. 

Agenda ketiga adalah menjadikan kekayaan biodiversitas dan ekosistem sebagai modal pembangunan, 
bukan sekadar stok yang dapat dikonversi. Hutan, mangrove, gambut, terumbu karang, dan lanskap 
pertanian menyediakan jasa pengaturan air, penyimpanan karbon, perlindungan bencana, produktivitas 
perikanan, pariwisata, dan sumber genetik. Nilai tersebut perlu lebih terlihat dalam keputusan investasi dan 
tata ruang. Pendekatan landscape, nature-positive business, restorasi, dan bioeconomy dapat 
menciptakan jenis pertumbuhan yang berbeda: bukan pertumbuhan yang mengganti modal alam dengan 
modal finansial, tetapi yang meningkatkan keduanya secara bersamaan. 

Agenda keempat adalah memperkuat UMKM dan pekerja dalam transisi. Bila ekonomi hijau hanya dapat 
diakses perusahaan besar yang memiliki konsultan, sistem data, dan modal murah, maka transisi dapat 
memperlebar kesenjangan. Dibutuhkan standardisasi sederhana, pembiayaan mikro hijau, fasilitas 
bersama, pelatihan teknis, platform digital, serta mekanisme agregasi agar UMKM dapat memenuhi standar 
pasar. Bagi pekerja, reskilling harus diperlakukan sebagai investasi produktif. Green jobs bukan hanya 
pekerjaan baru di energi terbarukan, tetapi juga perubahan kompetensi pada teknisi, operator, akuntan, 
auditor, pengadaan, logistik, desain, pertanian, dan manajemen. 

Agenda kelima adalah membangun ekosistem data yang kredibel. Ekonomi hijau bergantung pada 
pengukuran: emisi, energi, air, limbah, material, risiko alam, serta dampak sosial. Data yang tidak konsisten 
memperbesar biaya transaksi dan membuka ruang greenwashing. Indonesia memerlukan standar data yang 
interoperabel, kapasitas verifikasi, infrastruktur digital MRV, serta kemampuan statistik dan analitik di 
perusahaan maupun pemerintah daerah. Digitalisasi dapat membuat kepatuhan lebih murah sekaligus 
meningkatkan kualitas kebijakan apabila data digunakan untuk pembelajaran, bukan sekadar pelaporan 
administratif. 

Agenda keenam adalah menyelaraskan pendidikan manajemen dan teknik dengan transformasi hijau. 
Manajer masa depan perlu memahami bahwa keputusan finansial mempunyai jejak material dan ekologis. 
Sebaliknya, ahli lingkungan perlu memahami logika biaya, investasi, strategi, dan perubahan organisasi. 
Perguruan tinggi dapat menjadi ruang integrasi tersebut melalui kurikulum lintas disiplin, studi kasus 
Indonesia, proyek industri, laboratorium data, dan riset kebijakan. Dengan demikian, ekonomi hijau tidak 
hanya dibangun oleh teknologi, tetapi oleh manusia yang mampu menghubungkan teknologi, ekonomi, 
organisasi, dan etika. 

Glossarium 
Biodiversity: Keanekaragaman makhluk hidup pada tingkat gen, spesies, dan ekosistem. 

Carbon accounting: Pengukuran dan pelaporan emisi gas rumah kaca organisasi atau produk. 

Carbon intensity: Jumlah emisi per unit output, pendapatan, energi, atau indikator aktivitas lain. 

Circular economy: Model ekonomi yang mempertahankan nilai produk dan material melalui pengurangan, 
penggunaan kembali, perbaikan, remanufaktur, dan daur ulang. 
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Climate risk: Risiko yang berasal dari dampak fisik perubahan iklim atau dari perubahan kebijakan, 
teknologi, dan pasar menuju ekonomi rendah karbon. 

Decarbonization: Proses menurunkan emisi karbon secara absolut atau relatif melalui perubahan energi, 
teknologi, proses, dan permintaan. 

Eco-design: Perancangan produk dengan mempertimbangkan dampak lingkungan sepanjang siklus hidup. 

Eco-efficiency: Penciptaan nilai ekonomi dengan penggunaan sumber daya dan dampak lingkungan yang 
lebih rendah. 

ESG: Environmental, Social, and Governance; kerangka untuk menilai aspek lingkungan, sosial, dan tata 
kelola. 

Green capex: Belanja modal yang mendukung penurunan emisi, efisiensi sumber daya, atau manfaat 
lingkungan lain. 

Green economy: Ekonomi rendah karbon, efisien sumber daya, dan inklusif secara sosial. 

Green finance: Pembiayaan yang diarahkan pada kegiatan atau aset yang memberikan manfaat 
lingkungan atau mendukung transisi. 

Green HRM: Praktik manajemen sumber daya manusia yang mengintegrasikan sasaran lingkungan ke 
rekrutmen, pengembangan, kinerja, dan penghargaan. 

Green innovation: Inovasi produk, proses, layanan, atau model bisnis yang mengurangi dampak 
lingkungan dan/atau meningkatkan manfaat ekologis. 

Greenwashing: Pernyataan atau komunikasi lingkungan yang menyesatkan, tidak proporsional, atau tidak 
didukung bukti memadai. 

Internal carbon price: Harga karbon yang digunakan secara internal untuk menilai keputusan investasi 
dan risiko, walaupun tidak selalu merupakan biaya kas aktual. 

Just transition: Transisi menuju ekonomi rendah karbon yang memperhatikan pekerja, komunitas, 
wilayah, dan kelompok rentan. 

Lifecycle assessment: Metode penilaian dampak lingkungan sepanjang siklus hidup produk atau layanan. 

Materiality: Tingkat kepentingan suatu isu bagi keputusan perusahaan dan/atau dampaknya terhadap 
masyarakat dan lingkungan. 

Natural capital: Stok sumber daya alam dan ekosistem yang menghasilkan jasa bagi manusia dan 
ekonomi. 

NRBV: Natural-Resource-Based View, perspektif strategi yang mengaitkan keunggulan bersaing dengan 
kemampuan perusahaan mengelola hubungan dengan lingkungan alam. 

Planetary boundaries: Konsep batas proses sistem bumi yang perlu dijaga agar aktivitas manusia tetap 
berada dalam ruang operasi yang aman. 

Renewable energy: Energi dari sumber yang dapat diperbarui seperti surya, angin, hidro, panas bumi, dan 
biomassa berkelanjutan. 

Scope 1: Emisi langsung dari sumber yang dimiliki atau dikendalikan organisasi. 

Scope 2: Emisi tidak langsung dari energi yang dibeli dan dikonsumsi. 

Scope 3: Emisi tidak langsung lain di sepanjang rantai nilai. 

Science-based target: Target penurunan emisi yang diselaraskan dengan ilmu iklim dan jalur pembatasan 
pemanasan global. 

Stakeholder: Pihak yang memengaruhi atau dipengaruhi kegiatan dan keputusan organisasi. 
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Sustainability: Kemampuan memenuhi kebutuhan kini tanpa merusak kemampuan generasi mendatang 
memenuhi kebutuhannya. 

Triple bottom line: Kerangka people, planet, profit untuk memperluas penilaian kinerja organisasi. 

Value chain: Rangkaian aktivitas dari pemasok, produksi, distribusi, penggunaan, hingga akhir masa pakai 
yang menghasilkan nilai. 
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Catatan Penutup 
Transformasi dari profit ke planet pada akhirnya adalah transformasi cara manajemen memahami 
keberhasilan. Profit tetap diperlukan, tetapi kualitas profit menjadi sama pentingnya dengan jumlah profit. 
Keuntungan yang bergantung pada pemborosan sumber daya, kerentanan iklim, konflik sosial, atau 
degradasi ekosistem adalah keuntungan yang rapuh. Sebaliknya, perusahaan yang membangun efisiensi, 
inovasi, keterampilan, legitimasi, serta ketahanan ekologis menciptakan basis nilai yang lebih kuat. 
Ekonomi hijau karena itu bukan halaman tambahan dalam buku manajemen; ia menjadi konteks baru di 
mana hampir seluruh keputusan manajemen akan dinilai. 
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